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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6494);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6494) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

dengan:

1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk
mewujudkan, memelihara, menghancurkan
bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya
menyatu dengan tanah atau tempat
kedudukannya menyatu dengan tanah.

2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil
Jasa Konstruksi.

3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi

konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
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Konsultansi Konstruksi adalah layanan
keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstruksi suatu bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Pekerjaan  Konstruksi  Terintegrasi  adalah
gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa
Konsultansi Konstruksi.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi
pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa
Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi.

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa
Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah
upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk
mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh,
andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan
berkelanjutan.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah
organisasi berbadan hukum yang mewadahi
Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya
disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi
dan/atau himpunan individu profesional dalam
suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa
Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung
jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi
tersebut.

Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang

selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok
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adalah organisasi berbadan hukum yang
mewadahi usaha terkait material Konstruksi,
peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan
sumber daya manusia.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan,
keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi,
dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata
lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan
keruntuhan bangunan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir
hasil Jasa Konstruksi.

Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti
pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi
atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan
Usaha Jasa Konstruksi asing.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses
pemberian sertifikat kompetensi melalui uji
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
kerja nasional Indonesia, standar internasional,
dan/atau standar khusus.

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti
pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi
adalah perizinan yang diberikan kepada usaha
orang perseorangan atau badan usaha untuk
menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya
disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui

sistem elektronik yang terintegrasi.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2021, No.24

Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha
Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan
Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang
keilmuan, dan keahlian terkait.

Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha
Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha
dan kelompok tenaga kerja berdasarkan
kompetensi kerja.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk
pengakuan formal untuk menentukan kelayakan
asosiasi.

Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha,
tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari
masyarakat yang mempunyai kepentingan
dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan
Jasa Konstruksi.

Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah
penyelenggaraan penyediaan data dan informasi
Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi
informasi dan telekomunikasi.

Lisensi adalah izin yang diberikan untuk
menyelenggarakan  proses  sertifikasi Jasa
Konstruksi.

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi
adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil
produksi dan distribusi material, peralatan,
teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu
hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan Jasa Konstruksi.

Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan

pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa
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Konstruksi.

Tender adalah metode  pemilihan untuk
mendapatkan penyedia Pekerjaan Konstruksi.
Seleksi adalah  metode  pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia  Jasa  Konsultansi
Konstruksi.

Mediasi adalah wupaya penyelesaian sengketa
dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang
bertindak sebagai penasihat.

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa
dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator)
yang melakukan intervensi secara aktif.

Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim
yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para
pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja
Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan
sengketa.

Penilai Ahli adalah orang perseorangan,
kelompok, atau lembaga yang diberikan
kewenangan untuk melakukan penilaian dalam
hal terjadi kegagalan bangunan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang
memiliki keterampilan atau pengetahuan dan
pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat

Kompetensi Kerja Konstruksi.
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Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan
keteknikan  untuk  mendukung  Pekerjaan
Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan
Keberlanjutan yang menjamin keselamatan
keteknikan Konstruksi, keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan
keselamatan lingkungan.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari
sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi untuk  menjamin terwujudnya
Keselamatan Konstruksi.

Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan
Konstruksi.

Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
disusun pada tahap pengkajian, perencanaan,
dan/atau perancangan.

Rencana Keselamatan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
memuat elemen SMKK yang merupakan satu
kesatuan dengan dokumen kontrak.

Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang
selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
memuat uraian metode pekerjaan, rencana
inspeksi dan pengujian, serta pengendalian
subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan
satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
RKPPL adalah dokumen telaah  tentang
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Keselamatan Konstruksi yang memuat rona
lingkungan, pengelolaan dan  pemantauan
lingkungan yang merupakan pelaporan
pelaksanaan  pengelolaan dan pemantauan
lingkungan.

Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen
telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang
memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi
manajemen lalu lintas.

Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko
Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih
kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai
kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat
yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan
teknologi yang digunakan.

Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah
perhitungan  besaran  potensi berdasarkan
kemungkinan adanya kejadian yang berdampak
terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia,
keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat
timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada
Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan
nilai kekerapan dan nilai keparahan yang
ditimbulkan.

Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian
akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi
karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan,
yang mengakibatkan kehilangan harta benda,
waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau
kerusakan lingkungan.

Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan
Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan
evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan
Keselamatan Konstruksi yang meliputi

pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan
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rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan
Konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga
nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya
disingkat LSP adalah lembaga yang
melaksanakan  kegiatan  sertifikasi  profesi,
dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau
lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi
yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan, setelah mendapat rekomendasi dari
Menteri.

Lembaga  Sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU
adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan
sertifikasi badan wusaha yang dibentuk oleh
Asosiasi Badan Usaha Jasa  Konstruksi
terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.

Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku
usaha yang menyediakan layanan usaha
manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.
Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut
Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak
yang mengatur hubungan hukum antara
Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat
KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku
usaha yang masing-masing pihak mempunyai

hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas
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berdasarkan perjanjian tertulis.

Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah
pendekatan dalam melaksanakan rangkaian
kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan
suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan
ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan
pada masa yang akan datang.

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 6

Penyelenggaraan sebagian kewenangan

Pemerintah  Pusat yang mengikutsertakan

Masyarakat Jasa  Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan
Asosiasi  Terkait Rantai Pasok Jasa
Konstruksi;

b. Akreditasi bagi Asosiasi Profesi dan
pemberian rekomendasi Lisensi bagi LSP;

c. pencatatan Penilai Ahli melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;

d. menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar
dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;

e. penyetaraan tenaga kerja asing;

f.  membentuk LSP atau panitia teknis uji
kompetensi untuk melaksanakan tugas
Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum
dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi
Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;

g. Lisensi LSBU;
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h. pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi
melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi;

i.  pencatatan tenaga kerja melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;

j- pencatatan pengalaman badan usaha
melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi;

k. pencatatan pengalaman profesional Tenaga
Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi
Jasa Konstruksi terintegrasi,

l.  pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan kerja di bidang
Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi
melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi; dan

m. pencatatan LSBU yang dibentuk Asosiasi
Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Penyelenggaraan sebagian kewenangan

Pemerintah  Pusat yang mengikutsertakan

Masyarakat Jasa  Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu)

lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini.

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yaitu LPJK.

LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan lembaga nonstruktural yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Susunan organisasi LPJK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) terdiri atas:

a. pengurus; dan

b. sekretariat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), LPJK melaksanakan tugas:
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a. pencatatan pengalaman;
b. Akreditasi;

c. penetapan Penilai Ahli;
d. pembentukan LSP;

e. pemberian Lisensi;
f.  penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan
g. tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

(7) Layanan akreditasi, lisensi, dan registrasi badan
usaha Jasa Konstruksi nasional dan Tenaga Kerja
Konstruksi nasional dibiayai dari keuangan
negara.

(8) Menteri dapat membentuk dewan pengawas yang
bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap
LPJK.

(9) Pengurus dan sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mendapatkan hak keuangan dan
fasilitas.

(10) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia.

Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 24 (dua
puluh empat) pasal, yakni Pasal 6A sampai dengan

Pasal 6X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A
(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (5) huruf a dapat diusulkan dari:

a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
terakreditasi;

b. Asosiasi Profesi yang terakreditasi;

c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang
memenuhi kriteria;

d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi
kriteria; dan

e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang

terakreditasi.
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Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

C.

warga negara Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

sehat jasmani dan rohani;

bersedia ditempatkan di Ibukota Negara
Republik Indonesia;

lolos wuji kelayakan dan kepatutan yang
diselenggarakan melalui seleksi;

tidak menjadi pengurus atau anggota partai
politik;

tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi
selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima)
tahun pada saat pendaftaran bagi calon
pengurus berstatus aparatur sipil negara
dari institusi pengguna Jasa Konstruksi yang
berasal dari Pemerintah Pusat;

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima)
tahun pada saat pendaftaran bagi calon
pengurus dari institusi pengguna Jasa
Konstruksi yang berasal dari swasta;

calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa
Konstruksi yang berasal dari Pemerintah
Pusat tidak merangkap jabatan setelah
penetapan Menteri;

belum pernah menjabat kepengurusan LPJK
dalam 2 (dua) periode baik secara berturut-
turut maupun tidak berturut-turut;

calon pengurus dari Asosiasi Badan Usaha
dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman
kerja terkait Jasa Konstruksi paling sedikit
10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman

menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3
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(tiga) tahun;

n. calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa
Konstruksi memiliki pengalaman terkait Jasa
Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
dan

o. calon pengurus dari perguruan tinggi
dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait
dengan Konstruksi paling sedikit 10
(sepuluh) tahun.

Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat; dan

b. swasta.

Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Menteri mengusulkan calon pengurus yang telah

lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali

jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh

Menteri.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

bersama Menteri memilih paling banyak 7 (tujuh)

calon pengurus.

Pemilihan pengurus dilaksanakan sebelum

berakhirnya masa kepengurusan LPJK periode

sebelumnya.

Menteri menetapkan susunan pengurus

berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6).

Pasal 6B
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. ketua; dan

b. anggota.
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Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merangkap sebagai anggota.

Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh)
orang.

Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6C

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1)

huruf a mempunyai tugas:

a.

memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

menetapkan tata cara pelaksanaan tugas dan
fungsi LPJK;

mengoordinasikan para anggota dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;

menetapkan program kerja;

menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja
tahunan;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara
berkala kepada Menteri;

melakukan pengawasan kinerja internal; dan
melakukan  koordinasi dengan = pemangku

kepentingan terkait pelaksanaan tugas LPJK.

Pasal 6D

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat

(1) huruf b mempunyai tugas:

a.

membantu ketua dalam melaksanakan tugas
LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

melakukan  koordinasi dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri;

menyiapkan program kerja;
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menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja
tahunan;

menggantikan tugas ketua dalam hal ketua
berhalangan melaksanakan tugas;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh ketua;

memberikan saran dan pertimbangan dalam
perumusan rancangan kebijakan kepada ketua;
dan

memberikan saran dan pertimbangan dalam
penyusunan rencana dan program Kkerja serta

laporan kegiatan.

Pasal 6E

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A

ayat (2) huruf f dilakukan oleh panitia seleksi.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk oleh Menteri.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a. pengarah;

b. kelompok kerja penilai pengurus; dan

c. sekretariat.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki tugas paling sedikit meliputi:

a. menetapkan daftar calon peserta uji
kelayakan dan kepatutan yang memenuhi
syarat;

b. menyelenggarakan uji kelayakan dan
kepatutan, termasuk menetapkan
kelembagaan psikologi untuk melaksanakan
asesmen psikologi;

c. menetapkan  hasil uji kelayakan dan
kepatutan; dan

d. mengusulkan peserta yang lulus uji
kelayakan dan kepatutan berdasarkan

kemampuan dan kapasitas tertinggi kepada
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Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari
jumlah pengurus yang harus ditetapkan
Menteri.

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 6F

(1) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) paling sedikit
dilakukan melalui:
a. seleksi administrasi;
b. asesmen psikologi; dan
c. asesmen substansi.

(2) Prosedur rinci uji kelayakan dan kepatutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang
dalam prosedur operasional standar yang dibuat

oleh kelompok kerja penilai pengurus.

Pasal 6G
Menteri menetapkan dan mengangkat ketua dan
anggota pengurus LPJK hasil pemilihan antara Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama

Menteri.

Pasal 6H
Keanggotaan pengurus berhenti dan/atau
diberhentikan jika:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
dengan persetujuan Menteri;

c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat
lagi;

d. tidak cakap jasmani atau rohani;

e. tidak menjalankan tugas sebagai pengurus LPJK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C dan Pasal

6D tanpa alasan yang sah;
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melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan
LPJK;

melakukan tindakan atau sikap yang
bertentangan dengan = kepentingan negara;
dan/atau

melakukan tindak pidana kejahatan yang telah
mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Pasal 61

Pengurus yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6H huruf b harus
mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis kepada Menteri disertai dengan
alasan.

Menteri memberikan persetujuan pemberhentian
pengurus setelah mendapatkan rekomendasi dari

dewan pengawas.

Pasal 6J

Dalam hal terdapat pengurus berhenti atau
diberhentikan sebelum masa tugas kepengurusan
selesai  dilakukan = pergantian antarwaktu
pengurus LPJK.

Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal
calon pengurus sudah mengikuti uji kelayakan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6F ayat (1).

Calon pengurus yang sudah lolos uji kelayakan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri sebagai pengurus
LPJK.
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Pasal 6K

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) huruf b memiliki tugas untuk mendukung
pelaksanaan tugas LPJK.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan dukungan administratif dan teknis
operasional kepada LPJK.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh sekretaris.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dijabat secara ex-officio oleh sekretaris direktorat
jenderal yang bertanggung jawab di bidang Jasa
Konstruksi pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 6L

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6K ayat (1), sekretariat menyelenggarakan

fungsi:

a. pemberian dukungan administratif kepada LPJK;

b. pemberian dukungan teknis operasional kepada
LPJK;

c. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga,
administrasi = keuangan, dan  administrasi
kepegawaian;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan
informasi, serta penyusunan laporan kegiatan
sekretariat LPJK; dan

e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja
LPJK.

Pasal 6M
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6K ayat (1) terdiri atas:
a. bagian administrasi; dan

b. kelompok jabatan fungsional.
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Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan administrasi umum, pengelolaan data
dan informasi, serta pemberian dukungan
administratif bidang Lisensi, Akreditasi, dan
pencatatan pengalaman.

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah
tangga, administrasi keuangan, dan
administrasi kepegawaian;

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data;

c. informasi serta penyusunan laporan kegiatan
sekretariat LPJK; dan

d. pelaksanaan pemberian dukungan
administratif dan teknis operasional bidang
Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan
pengalaman.

Bagian administrasi dipimpin oleh kepala bagian.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas

memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan dukungan teknis operasional sesuai

dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 6N

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6M ayat (2) ditetapkan koordinator
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi LPJK.

Koordinator  kelompok  jabatan  fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan
pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas

masing-masing.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
koordinator = kelompok  jabatan = fungsional

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 60

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6M ayat (1) huruf b terdiri
atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan keterampilan yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis
jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6P

Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ©6M ayat (4) merupakan jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon Ill.a.
Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pejabat pada kelompok jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6Q
Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh
Menteri melalui dewan pengawas.
Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.
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Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. ketua; dan

b. anggota.

Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berjumlah gasal.

Komposisi  keanggotaan  dewan  pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah yang
menangani bidang Jasa Konstruksi.

Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat)

tahun.

Pasal 6R

Dewan pengawas dapat mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri.
Menteri dapat menyetujui atau menolak
permohonan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permohonan pengunduran diri
disetujui, Menteri melakukan penggantian dewan

peEngawas.

Pasal 6S
Pengurus dan sekretariat LPJK harus mematuhi
nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.
Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri.

Pasal 6T
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas dan kewenangan LPJK bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas
layanan yang dilakukan LPJK merupakan
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6U

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan

fasilitas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (9) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 6V
Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus
melakukan pencatatan pengalaman badan usaha
kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ;.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui LPJK.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.
Pencatatan pengalaman badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. nama paket pekerjaan;
b. nama Pengguna Jasa;
c. nama dan porsi pembagian modal bila

melakukan KSO;

d. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan;
e. nilai pekerjaan;
f. berita acara serah terima pekerjaan; dan

g. kinerja Penyedia Jasa tahunan.

Pasal 6W
Setiap Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan
pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja
Konstruksi kepada Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf k.
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Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui LPJK.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi

terintegrasi.

Pengalaman profesional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. jenis layanan profesional yang diberikan;

b. nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait
dengan hasil layanan profesional;

c. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan;
dan

d. nama Pengguna Jasa.

Pasal 6X

LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan
validasi terhadap pengalaman badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6V dan
pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6W yang
telah tercatat dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi.

Dalam hal  hasil verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
data yang disampaikan oleh badan usaha Jasa
Konstruksi atau Tenaga Kerja Konstruksi terbukti
tidak benar, badan usaha atau Tenaga Kerja
Konstruksi akan dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 8
Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada
sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi

penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi
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dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi cakupan daerah provinsi
dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota

pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:

a. penyelenggaran pelatihan tenaga terampil
Konstruksi;

b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;

c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa
Konstruksi nasional Kualifikasi kecil,
menengah, dan besar; dan

d. pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan
Jasa Konstruksi,

dilaksanakan sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Pemerintah  Daerah kabupaten/kota dalam

melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

Masyarakat Jasa Konstruksi.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
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Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 11
Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha;
dan

b.  bentuk dan Kualifikasi usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diatur dalam peraturan perundang-undangan di

bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12
Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
meliputi:
a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat
mengambil jenis usaha Jasa  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c.
Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat
mengambil jenis usaha Jasa  Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c.
Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat mengambil
jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.
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Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi

dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan

perundang-undangan di  bidang  perizinan

berusaha berbasis risiko.

Ketentuan mengenai:

a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait
ketenagalistrikan;

b. Kualifikasi usaha yang terkait
ketenagalistrikan,;

c. sertifikasi badan usaha yang terkait
ketenagalistrikan; dan

d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja
instalasi tenaga listrik,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 22
Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengkajian;
b. perencanaan;
C. perancangan;
d. pengawasan; dan/atau
e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:
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a. survei;

b. pengujian teknis; dan/atau

c. analisis.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang

bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

c. pembongkaran; dan/atau

d. pembangunan kembali.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan

bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau

bentuk fisik lainnya.

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)

huruf e meliputi:

a. rancang dan bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi

spesialis pada:

a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau
Konstruksi prapabrikasi harus melakukan
KSO; dan

b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a harus dikerjakan oleh
Subpenyedia Jasa spesialis.

Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha

spesialis.
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10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat)

pasal, yakni Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 26A

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi

yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)

huruf a dan huruf b harus telah lulus uji dan

mengoptimalkan penggunaan produk dalam
negeri.

Sumber daya material dan peralatan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa

Konstruksi terintegrasi.

Pencatatan sumber daya material dan peralatan

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertujuan untuk:

a. menyiapkan pangkalan data sumber daya
material dan peralatan Konstruksi;

b. meminimalkan ketidakpastian informasi
terkait ketersediaan sumber daya material
dan peralatan Konstruksi sesuai dengan
Standar Nasional Indonesia;

c. menjamin terselenggaranya pembangunan
infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu,
dan tepat biaya; dan

d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan,

Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 26B
Tahapan pencatatan sumber daya material
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26A ayat (2) meliputi:
a. permohonan pembuatan akun;
b. pengisian data dan informasi serta

pengunggahan dokumen pencatatan;



2021, No.24

(2)

(3)

(4)

(1)

-30-

c. verifikasi dan validasi;

d. penerbitan dan penetapan nomor
pencatatan; dan

e. publikasi dan pengarsipan data dan
informasi.

Permohonan pembuatan akun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh

produsen material Konstruksi secara elektronik
pada  Sistem Informasi Jasa  Konstruksi
terintegrasi.

Pengisian data dan informasi serta pengunggahan

dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. identitas produsen;

b. jenis dan spesifikasi;

c. kapasitas produksi;

d. sertifikat kesesuaian terhadap Standar
Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh
lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan

e. sertifikat tingkat komponen dalam negeri
yang diterbitkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian.

Dalam hal pencatatan sumber daya material

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d belum terdapat Standar Nasional

Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu

pada regulasi dan/atau standar lain.

Pasal 26C
Tahapan pencatatan sumber daya peralatan
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26A ayat (2) meliputi:
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a. permohonan pembuatan akun;

b. pengisian data dan informasi serta
pengunggahan dokumen pencatatan;

c. penerbitan dan penetapan nomor dan tanda
pencatatan,;

d. publikasi dan pengarsipan data dan
informasi.

Permohonan pembuatan akun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh

pemilik sumber daya peralatan Konstruksi secara

elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi

terintegrasi.

Pemilik sumber daya peralatan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. kementerian/lembaga/instansi;

b. badan usaha; dan

c. perorangan.

Pengisian data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. identitas pemilik;

b. merek;

c. tipe/model,;
nomor pengenal berupa nomor mesin, nomor
rangka, nomor seri, atau nomor pengenal
lainnya; dan

e. kapasitas.

Pengunggahan dokumen pencatatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

a. bukti kepemilikan berupa:

faktur penjualan/invoice;

bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

perjanjian jual beli;

perjanjian sewa beli;

surat hibah; atau

A A

bukti kepemilikan lain yang diterbitkan
oleh instansi/lembaga yang berwenang;

dan
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b. surat keterangan memenuhi syarat
keselamatan dan kesehatan kerja diterbitkan
oleh pimpinan wunit yang membidangi
pengawasan norma  keselamatan dan
kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jenis sumber daya peralatan Konstruksi yang
dicatatkan meliputi:

a. pesawat angkat;

b. pesawat angkut;

c. pesawat tenaga dan produksi; dan

d. pesawat atau peralatan Konstruksi lainnya.

(7) Nomor pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c berupa kombinasi dan kodifikasi
jenis sumber daya peralatan Konstruksi lain dan
nomor pengenal sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(8) Tanda pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ berupa kode respon cepat (quick

response code/ QR code)

Pasal 26D
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sumber
daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26B dan pencatatan sumber daya
peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28
(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, harus

mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang
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memenuhi standar kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:

a. operator;

b. teknisi atau analis; dan

c. ahli.

Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui
Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi
jabatan.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang
diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga
independen yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan bidang keprofesian diakui

sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 11

(sebelas) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal

28K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

Pasal 28B
Persyaratan kompetensi untuk Tenaga Kerja
Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) terdiri atas:
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.
Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap
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jenjang Kualifikasi pada kerangka Kualifikasi
nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. persyaratan pendidikan; dan

b. persyaratan pengalaman.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi.
Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman
profesional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli
dan pengalaman kerja wuntuk tenaga kerja

Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.

Pasal 28C
Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa
Konstruksi.
Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada
Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis,
dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (2) meliputi:

a arsitektur;

b. sipil;

c. mekanikal;

d. tata lingkungan,;

e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain
interior;
f. perencanaan wilayah dan kota;

sains dan rekayasa teknik; atau

0a

h. manajemen pelaksanaan.

Pasal 28D

Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terbagi

untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi sebagai berikut:
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Kualifikasi operator:

1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi
yang berbeda; dan

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1 hanya boleh paling banyak
untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 3 (tiga)
Klasifikasi yang berbeda.

Kualifikasi teknisi atau analis:

1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi
yang berbeda; dan

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1 hanya boleh paling banyak
untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 2 (dua)
Klasifikasi yang berbeda.

Kualifikasi ahli:

1. paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi
yang salah satu Klasifikasinya merupakan
manajemen pelaksanaan;

2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak
untuk 3 (tiga) sub Klasifikasi dalam 1 (satu)
Klasifikasi yang sama; dan

3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka
1 hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua)
subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang

sama.

Pasal 28E
Pemberi kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing
wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja
asing sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
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Tenaga Kerja Konstruksi asing yang dapat
melakukan layanan Jasa Konstruksi hanya
terbuka pada Kualifikasi ahli dengan jabatan
tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan terkait
ketenagakerjaan.

Tenaga  Kerja  Konstruksi asing sebelum
melakukan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus melaksanakan
pencatatan kepada Menteri.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan setelah Tenaga Kerja Konstruksi asing
melalui mekanisme penyetaraan kompetensi.
Tenaga Kerja Konstruksi asing pada jabatan
Kualifikasi ahli wajib melaksanakan alih
pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga
kerja pendamping sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 28F

Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan

penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28E ayat (4) melalui:

a.

(1)

(2)

skema pengaturan saling pengakuan (mutual
recognition arrangement); dan
mengajukan permohonan kepada LPJK melalui

Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 28G
Penyetaraan kompetensi merupakan proses
penyandingan dan pengintegrasian capaian
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan,
pengalaman, dan keahlian.
Proses penyandingan pendidikan Tenaga Kerja
Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian

terhadap ijazah pendidikan paling rendah setara
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Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap
Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada
jabatan kerja yang diduduki.

Proses penyandingan pengalaman kerja Tenaga
Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan
penilaian terhadap portofolio pengalaman kerja
paling sedikit S5 (lima) tahun, kecuali
dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan
pada jabatan kerja yang diduduki.

Proses penyandingan keahlian Tenaga Kerja
Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian
terhadap sertifikat kompetensi atau bukti
pengakuan kompetensi lainnya yang diakui
menurut hukum negara asal sesuai Kualifikasi
dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan
kerja yang diduduki.

Pasal 28H
Penyetaraan kompetensi dilakukan melalui
tahapan:
a. permohonan penyetaraan kompetensi;
b. verifikasi kelengkapan data permohonan;
c. pelaksanaan wuji penyetaraan kompetensi
secara audit portofolio; dan
d. penetapan hasil penyetaraan kompetensi.
Permohonan penyetaraan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan:
a. mengisi identitas Tenaga Kerja Konstruksi
asing;:
1. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;
tempat lahir;
tanggal lahir;

jenis kelamin;

SR

kewarganegaraan;
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nomor paspor;

perusahaan pemberi kerja;

alamat perusahaan pemberi kerja;
nomor telepon perusahaan pemberi
kerja;

surat elektronik (email perusahaan
pemberi kerja;

nomor pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing;

jabatan kerja sesuai rencana
penggunaan tenaga kerja asing;

nama Pekerjaan Konstruksi;

lokasi Pekerjaan Konstruksi;

tahun pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi;

nama tenaga kerja pendamping; dan
bentuk kegiatan alih pengetahuan dan

alih teknologi.

mengunggah dokumen pendukung, terdiri

atas:

1.

surat permohonan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
asing yang ditandatangani Tenaga Kerja
Konstruksi asing dan perusahaan
pemberi kerja menurut permohonan
rencana penggunaan tenaga kerja asing;
salinan rencana penggunaan tenaga
kerja asing;

salinan visa tinggal terbatas dan izin
tinggal terbatas;

salinan ijazah pendidikan;

salinan daftar pengalaman kerja;

salinan sertifikat kompetensi atau bukti
pengakuan kompetensi lainnya yang
diakui menurut hukum negara asal;

salinan paspor yang masih berlaku;
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8. pasfoto berwarna terbaru, menghadap
ke depan dengan pakaian rapi;

9. surat pernyataan tenaga kerja
pendamping warga negara Indonesia
yang akan bertindak sebagai mitra kerja
pemohon selama bekerja di Indonesia
dan melakukan alih pengetahuan dan
alih  teknologi, disertai  sertifikat
kompetensi yang bersangkutan dan
rencana alih pengetahuan dan alih
teknologi; dan

10. surat pernyataan bermaterai bahwa
seluruh data yang disampaikan dalam

dokumen adalah benar.

Pasal 281

Hasil penyetaraan kompetensi merupakan
penetapan bahwa  jabatan tertentu pada
Kualifikasi ahli yang diduduki oleh Tenaga Kerja
Konstruksi asing menurut peraturan perundang-
undangan terkait ketenagakerjaan telah
memenuhi kriteria persyaratan.

Hasil penetapan penyetaraan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan
pemenuhan kesesuaian terhadap Kualifikasi,
Klasifikasi, dan subklasifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi asing menurut peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal tidak terpenuhinya kesesuaian hasil
penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), LPJK menyampaikan rekomendasi
kepada  pemberi kerja  terkait perlunya
pertimbangan kembali terhadap penggunaan
Tenaga Kerja Konstruksi asing.

Hasil penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja

Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) dilanjutkan dengan proses pencatatan.

Pasal 28J

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28E ayat (3) merupakan proses lanjutan dari hasil

penyetaraan kompetensi yang diajukan kepada

Menteri melalui LPJK pada Sistem Informasi Jasa

Konstruksi terintegrasi.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a.

o

a0

5@ oo

e

—.

°©

noa

@

nomor pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi
asing;

nama Tenaga Kerja Konstruksi asing;

tempat lahir;

tanggal lahir;

jenis kelamin;

kewarganegaraan,;

nomor identitas/paspor;

nama perusahaan pemberi kerja;

alamat perusahaan pemberi kerja;

nomor telepon perusahaan pemberi kerja;
email perusahaan pemberi kerja;

nomor pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing;

jabatan kerja sesuai rencana penggunaan
tenaga kerja asing;

Kualifikasi jabatan kerja;

Klasifikasi jabatan kerja;

subklasifikasi jabatan kerja;

pendidikan;

pengalaman;

sertifikat kompetensi;

nama Pekerjaan Konstruksi;

lokasi Pekerjaan Konstruksi;

tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;

nama tenaga kerja pendamping; dan
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xX. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih
teknologi.

Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pemberi kerja dalam
bentuk penerbitan penetapan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing
dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan
persyaratan sesuai dengan format.

Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak
memenuhi kriteria dan kesesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28I ayat (3), hasil
pencatatan disampaikan kepada pemberi kerja
dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan
kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing
dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format.
Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang
melakukan penyetaraan kompetensi dengan
menggunakan skema pengaturan saling
pengakuan (mutual recognition arrangement)
dilaksanakan melalui kerja sama keterbukaan
akses data dengan lembaga regulasi profesi

(professional regulatory authority) yang terkait.

Pasal 28K

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap

penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang

terdiri atas:

a. kesesuaian penetapan Kualifikasi,
Klasifikasi, dan subklasifikasi sebagai hasil
penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja
Konstruksi asing terhadap jabatan kerja
tertentu yang diduduki;

b. penggunaan tenaga kerja pendamping; dan

c. pelaksanaan alih pengetahuan dan alih
teknologi.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
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kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan

informasi yang berasal dari:

a. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga
kerja asing;

b. laporan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja asing;

c. sistem informasi terkait penyetaraan
kompetensi dan pencatatan Tenaga Kerja
Konstruksi asing; dan

d. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau
pengaduan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil

pemantauan dan evaluasi.

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 10

(1)

(2)

(sepuluh) pasal, yakni Pasal 29A sampai dengan
Pasal 29J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LSP
Konstruksi.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan metode:
a. ujitulis;
b. uji praktik atau observasi lapangan;

dan/atau

C. wawarncara.
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Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perangkat
yaitu:

a. skema sertifikasi;

b. tempat uji kompetensi; dan

Cc. asesor.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap permohonan sertifikat
untuk:

a. baru;

b. perpanjangan; atau

c. kenaikan jenjang atau Kualifikasi.

Pasal 29B

Tata cara permohonan sertifikat baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4)

huruf a terdiri atas tahapan:

a. permohonan sertifikat baru;

b. verifikasi pendidikan dan pengalaman;

c. pelaksanaan uji kompetensi;

d. penetapan hasil uji kompetensi;

e. pencatatan Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi; dan

f. penerbitan  Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi.

Tata cara permohonan sertifikat perpanjangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4)

huruf b terdiri atas tahapan:

a. permohonan perpanjangan sertifikat;

b. verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit

pada keprofesian berkelanjutan;

c. pelaksanaan uji kompetensi;

d. keputusan hasil uji kompetensi;
e. pencatatan sertifikat; dan

f. penerbitan sertifikat.
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Verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk
jenjang Kualifikasi ahli.

Permohonan perpanjangan yang tidak dapat
memenuhi verifikasi kecukupan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon dapat
mengajukan permohonan perpanjangan kembali
setelah memenuhi kriteria kredit pengembangan
profesi.

Tata cara permohonan sertifikat kenaikan jenjang
atau Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29A ayat (4) huruf c terdiri atas tahapan:

a. permohonan kenaikan jenjang;

b. pelaksanaan uji kompetensi;

c. penetapan hasil uji kompetensi;

d. pencatatan sertifikat; dan

e. penerbitan sertifikat.

Pasal 29C
Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit
pada keprofesian dan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2) huruf b
dihitung berdasarkan nilai kredit yang didapat
oleh tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli.
Nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didapat dari total perolehan satuan kredit
pengembangan keprofesian.
Tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli jenjang
utama atau yang disetarakan jenjang 9 (sembilan)
harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 200
(dua ratus) satuan kredit pengembangan
keprofesian.
Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang madya atau
yang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus
memenuhi nilai kredit paling sedikit 150 (seratus
lima puluh) satuan kredit pengembangan

keprofesian.
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Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang muda atau
yang disetarakan jenjang 7 (tujuh) harus
memenuhi nilai kredit paling sedikit 100 (seratus)
satuan kredit pengembangan keprofesian.
Komposisi nilai kredit terdiri atas unsur kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan
penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima
persen).

Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan unsur
kegiatan pendidikan nonformal paling banyak
25% (dua puluh lima persen).

Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus
paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Cara perhitungan nilai kredit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 29D

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

dibedakan berdasarkan:

a unsur kegiatan;
b. jenis kegiatan;
c. sifat kegiatan; dan
d. metode dan tingkat kegiatan.
Pasal 29E
Tingkat kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29D dapat diselenggarakan secara:

a.
b.

C.

nasional;
internasional yang diselenggarakan di dalam
negeri; dan

internasional yang diselenggarakan di luar negeri.
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Pasal 29F

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29E dapat

diselenggarakan oleh:

a.

(1)

(2)

kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten/kota;

Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan
asosiasi lainnya yang terkait dengan Jasa
Konstruksi;

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;
konsultan Konstruksi dan kontraktor Pekerjaan
Konstruksi;

perakit (fabricator), distributor, aplikator material
dan peralatan Konstruksi; dan
lembaga/organisasi lain yang memiliki visi
pengembangan sumber daya manusia Jasa
Konstruksi, memiliki struktur organisasi yang
jelas, dan mampu menyelenggarakan kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 29G

Perolehan satuan kredit pengembangan
keprofesian pada  kegiatan  pengembangan
keprofesian berkelanjutan yang dimiliki tenaga
kerja Kualifikasi ahli dicatat dalam Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Penilaian dan  penetapan  satuan  kredit
pengembangan keprofesian dicatat pada Sistem

Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 29H

Pencatatan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29G berisi data informasi yang meliputi:

a.
b.

C.

lokasi tempat diselenggarakannya;
tahun pelaksanaan;

periode bulan kegiatan;
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nama kegiatan;

tanggal pelaksanaan kegiatan;

durasi kegiatan;

peran dalam kegiatan; dan

lampiran bukti kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

Pasal 291

Penilaian dan  penetapan  satuan = kredit
pengembangan keprofesian dilaksanakan oleh
LPJK.

LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan  satuan  kredit pengembangan
keprofesian dan daftar nama penerima satuan
kredit pengembangan keprofesian sesuai dengan
hasil pelaporan kegiatan pengembangan

keprofesian berkelanjutan.

Pasal 29J

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan

keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 30
Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LSP
yang dibentuk oleh:
a. Asosiasi Profesi terakreditasi; dan
b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang
telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jenis lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:
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a. lembaga pendidikan; dan

b. lembaga pelatihan kerja.

15. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 13 (tiga

belas) pasal, yakni Pasal 30A sampai dengan Pasal

30M sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 30A

Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan

lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di

bidang Jasa Konstruksi.

Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. sekolah menengah kejuruan; dan

b. perguruan tinggi/politeknik.

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:

a. lembaga pelatihan kerja swasta;

b. lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan

c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

melakukan registrasi kepada Menteri melalui

LPJK.

Persyaratan registrasi lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) terdiri atas:

a. merupakan lembaga pendidikan dan/atau
lembaga pelatihan yang memiliki program
pendidikan dan/atau pelatihan di bidang
Jasa Konstruksi;

b. memiliki izin pendirian bagi lembaga
pendidikan atau tanda daftar lembaga
pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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c. memiliki program kerja bidang Jasa

Konstruksi; dan

d. memiliki instruktur atau tenaga pengajar

dan sarana dan prasarana pendidikan
dan/atau pelatihan kerja sesuai pedoman
pelatihan berbasis kompetensi suatu jabatan

kerja.

Pasal 30B

LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi
terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf a merupakan badan hukum
yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja yang telah memenuhi ketentuan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf b merupakan badan hukum atau unit yang
dibentuk oleh badan hukum lembaga induknya
atau lembaga pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan Lisensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan
berdasarkan badan atau lembaga yang
membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-

undangan.

Pasal 30C
LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat
(1) dan ayat (2) memiliki tugas melaksanakan
Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Kualifikasi

dalam jabatan ahli, analis/teknisi, dan operator.
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Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), LSP memiliki fungsi:

a. menyusun program kerja tahunan;

b. menyusun dan mengembangkan skema
sertifikasi berdasarkan standar kompetensi
kerja;

c. membuat perangkat asesmen dan materi uji
kompetensi berdasarkan standar kompetensi
kerja;

d. menyediakan asesor;

e. melaksanakan uji kompetensi;

f. menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan
menetapkan tempat uji kompetensi;

g. memelihara dan meningkatkan kinerja
asesor dan tempat uji kompetensi;

h. melaksanakan surveilans  pemeliharaan

sertifikasi;
i. melaksanakan manajemen mutu;
j- mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja

Konstruksi dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi;

k. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan
Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan

1. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kewenangan dan struktur organisasi sesuai
dengan  ketentuan = peraturan = perundang-

undangan.

Pasal 30D
Persyaratan asesor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30C ayat (2) huruf d meliputi:
a. tercatat di LPJK; dan
b. memiliki sertifikat asesor dan Sertifikat

Kompetensi  Kerja  Konstruksi dengan
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ketentuan:
1. sertifikat asesor dan Sertifikat

Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9
(sembilan) atau setara dengan
Kualifikasi ahli utama untuk pengujian
kompetensi jabatan ahli jenjang 9
(sembilan);

2. sertifikat asesor dan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi paling
rendah jenjang 8 (delapan) atau setara
dengan Kualifikasi ahli madya untuk
pengujian kompetensi jabatan ahli
jenjang 7 (tujuh) dan 8 (delapan);

3. sertifikat asesor dan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi paling
rendah jenjang 6 (enam) atau setara
dengan Kualifikasi ahli muda untuk
pengujian kompetensi jabatan teknisi
atau analis; dan

4. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
paling rendah jenjang 3 (tiga) atau
setara dengan Kualifikasi terampil kelas
1 (satu) untuk pengujian kompetensi
jabatan operator.

Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga
independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sesuai Klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja

yang masih berlaku.

Pasal 30E
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1)

dilaksanakan sesuai skema sertifikasi yang
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ditetapkan oleh LSP.

Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diverifikasi oleh lembaga independen yang
mempunyai tugas melaksanakan = Sertifikasi
Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 30F

Tata cara pemberian Lisensi LSP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) meliputi:

a. LSP mengajukan permohonan kepada
Menteri melalui LPJK untuk mendapatkan
rekomendasi Lisensi;

b. rekomendasi Lisensi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diajukan kepada lembaga
independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja;

c. lembaga independen sebagaimana yang
dimaksud dalam huruf b melakukan
penilaian terhadap permohonan Lisensi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. Menteri melalui LPJK mencatat LSP yang
sudah terlisensi oleh lembaga independen.

Jangka waktu pemberian rekomendasi Lisensi

LSP dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak

berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Jangka waktu pemberian Lisensi kepada LSP

paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak

diterimanya rekomendasi Lisensi dan dinyatakan
lengkap.

LSP yang telah mendapatkan Lisensi

melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi

Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan

skema sertifikasi dan ruang lingkup Lisensi yang

diberikan.
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LSP dapat menambah ruang lingkup Lisensi
berdasarkan kemampuan LSP dengan cara
mengajukan permohonan rekomendasi
penambahan ruang lingkup Lisensi kepada LPJK.

Penambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan setelah

LSP memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

telah membentuk LSP yang telah mendapatkan

Lisensi dari lembaga  independen = yang

mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi

kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah
ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan

Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa

Konstruksi dengan menyampaikan permohonan

pencatatan kepada Menteri.

Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) terdiri atas:

a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Menteri yang masih berlaku atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;

c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi
layanan Lisensi;

d. sarana dan = prasarana, tempat  uji
kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
yang dimiliki; dan

e. ruang lingkup Lisensi LSP.
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Pasal 30G

LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf

a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan

lingkup sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

menyediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan
Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi
pembentuknya; dan

sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi meliputi
Kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau

analis, dan ahli.

Pasal 30H

LSP yang dibentuk lembaga pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi

Kerja Konstruksi dengan lingkup sebagai berikut:

a. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi
dilakukan kepada peserta didik lulusan dari
lembaga pendidikan tersebut;

b. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi
pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan
tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi
politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah
menengah kejuruan; dan

c. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi
pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi
bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang
sesuai dengan jurusan atau bidang studi
yang dimiliki lembaga pendidikan.

LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja

swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A

ayat (3) huruf a melaksanakan Sertifikasi

Kompetensi Kerja Konstruksi pada 1 (satu)

Klasifikasi dan paling banyak S5 (lima)
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subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator,
teknisi atau analis, dan ahli.

LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30A ayat (3) huruf b melakukan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi pada semua
Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa
Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan
teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan
subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada
Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur
sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja
dan instansi induknya serta jejaringnya.

LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30A ayat (3) huruf c melakukan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja
Konstruksi pada semua  Klasifikasi dan
subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang
sesuai dengan layanan bidang perusahaan
induknya pada Kualifikasi jabatan operator,

teknisi atau analis, dan ahli.

Pasal 301

Jenis pemberian rekomendasi Lisensi LSP terdiri

atas:

a. Lisensi LSP baru;

b. perpanjangan Lisensi LSP; dan

c. penambahan ruang lingkup Lisensi.

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP

baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi:

a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Menteri yang masih berlaku atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang
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sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi yang diajukan
Lisensi;

c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi
layanan Lisensi;

d. sarana dan  prasarana, tempat uji
kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
yang diajukan; dan

e. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Persyaratan pemberian rekomendasi

perpanjangan Lisensi LSP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

semua dokumen pendukung yang sudah
tercatat pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi pada saat
mengajukan permohonan rekomendasi
Lisensi masih berlaku;

laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan
evaluasi kinerja LSP; dan

melampirkan rekapitulasi laporan
penyelenggaraan  Sertifikasi  Kompetensi
Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun

terakhir.

Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan

ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

semua dokumen pendukung yang sudah
tercatat pada Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi pada saat
mengajukan permohonan rekomendasi
Lisensi masih berlaku;

skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi yang diajukan

Lisensi;
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C. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi
layanan yang diajukan Lisensi; dan

d. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Pasal 30J
Proses uji kompetensi dalam  Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan
oleh LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (1) dikenakan biaya.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan:
a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja;
b. biaya operasional; dan
c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia

LSP.

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30K

LSP yang telah mendapatkan Lisensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) harus melakukan

pencatatan kepada Menteri.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 30L
LSP yang telah mendapatkan Lisensi dipantau
dan dievaluasi terkait tugas, fungsi, dan
kewajiban.
Pemantauan dan evaluasi terhadap LSP
dilakukan oleh Menteri bekerja sama dengan
lembaga independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksanaan
tugas, fungsi, dan wewenang.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan

informasi yang terdiri atas:
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a. laporan kinerja LSP;

b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi; dan

c. temuan hasil surveilans dan/atau
pengaduan masyarakat.

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ baik

secara tertulis dan/atau informasi dari media

massa, dilakukan pemantauan yang bersifat

insidental.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun.

Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat S (lima)

Hari setelah laporan diterima.

Pasal 30M
Menteri melalui LPJK menyampaikan
rekomendasi sanksi terhadap LSP yang terbukti
tidak lagi memenuhi persyaratan dan
memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada lembaga independen yang
mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja.
Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. pembekuan Lisensi; dan/atau

pencabutan Lisensi.
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16. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai

17.

berikut:

Pasal 41

(1) Setiap badan wusaha yang mengerjakan Jasa
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan
Usaha.

(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU yang
dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha
terakreditasi.

(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang.

(4) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memiliki Lisensi dari LPJK.

(5) Lisensi yang diterbitkan LPJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kategori
dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha
terakreditasi dengan  menerapkan  standar
persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk,

proses, dan jasa.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 18
(delapan belas) pasal, yakni Pasal 41A sampai dengan

Pasal 41R sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A
LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)

harus merupakan badan hukum.

Pasal 41B
(1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
mempunyai wewenang yang meliputi:
a. menyelenggarakan proses sertifikasi badan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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b. memberikan sanksi kepada asesor badan
usaha; dan

c. mengusulkan skema sertifikasi ke LPJK.

Persetujuan terhadap skema sertifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

menjadi dasar penerbitan Lisensi LSBU.

Pasal 41C

LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A

mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja tahunan;

b. menyusun dan mengembangkan skema
sertifikasi;

c. membuat perangkat penilaian kelayakan
badan usaha;

d. menyediakan asesor;

e. melaksanakan penilaian kelayakan badan
usaha;

f.  melaksanakan  surveilans pemeliharaan
sertifikasi;

g. mencatatkan Sertifikat Badan Usaha dalam
Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi;

h. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan
sertifikasi badan usaha melalui Sistem
Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan

i. mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSBU

menjalankan mekanisme sertifikasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 41D
LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A
mempunyai struktur organisasi meliputi:
a. pengarah;

b. pelaksana; dan
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c. asesor badan usaha.

LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki rekaman  personel terkini yang
mencakup Kualifikasi, pelatihan, pengalaman,
status kepegawaian, serta kompetensi yang

relevan.

Pasal 41E

Pengarah LSBU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41D ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. anggota.
Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perwakilan dari Masyarakat
Jasa Konstruksi.
Perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
a. Asosiasi Badan Usaha terakreditasi;
b. Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari

pemerintah atau swasta; dan
c. lembaga independen terkait badan usaha.
Pengarah berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga)

orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 41F

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41D ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

(1)

ketua;
koordinator administrasi;
koordinator sertifikasi; dan

koordinator manajemen mutu.

Pasal 41G
Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41F memiliki tugas meliputi:
a. menyusun rencana program dan anggaran;

b. melaksanakan program kerja; dan
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c. menyusun laporan dan bertanggung jawab
kepada pengarah.

Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana

administratif, manajemen mutu, dan sertifikasi.

Pasal 41H

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41D ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh
lembaga independen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha;
bukan pengurus LPJK; dan

bukan bagian dari sekretariat LPJK.

Pasal 411

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41H melakukan penilaian kelayakan

badan usaha sesuai Kualifikasi.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. 1 (satu) asesor badan usaha untuk badan
usaha Kualifikasi kecil;

b. 2 (dua) asesor badan usaha untuk badan
usaha Kualifikasi menengah dan/atau besar;
dan

c. 1 (satu) asesor badan wusaha bersifat

spesialis.

Pasal 41J

Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 411 harus mematuhi kode etik profesi.
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Pasal 41K

Tahapan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (5) meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

pendaftaran;
validasi; dan

penerbitan Lisensi.

Pasal 41L

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41K huruf a mencakup permohonan untuk:
a. Lisensi baru;
b. penambahan skema; dan/atau
c. perpanjangan Lisensi.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada LPJK melalui OSS.
Persyaratan pendaftaran Lisensi LSBU terdiri
atas:
a. surat permohonan pendaftaran;
b. kelengkapan aspek legal dan kelengkapan

administrasi meliputi:

1. surat pengesahan badan hukum dari
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;
surat penetapan kepengurusan;
nomor pokok wajib pajak atas nama
LSBU;

4. surat pernyataan tidak dalam sengketa
kepengurusan yang ditandatangani oleh
penanggung jawab atau sebutan lain
dalam akta pendirian; dan

5. surat pernyataan kebenaran isi data
dan informasi dokumen atau berkas
yang diserahkan termasuk
perubahannya yang ditandatangani oleh
penanggung jawab atau sebutan lain

dalam akta pendirian.
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c. alat kelengkapan berupa daftar prasarana
dan sarana pendukung kegiatan yang
mencakup bukti:

1. kepemilikan kantor dan foto kantor
tampak depan yang memuat papan
nama;

2. kepemilikan sistem pengolahan data
berbasis teknologi informasi; dan

3. personel yang Lkompeten termasuk
asesor badan usaha.

d. rencana kegiatan yang mencerminkan
pelayanan yang diberikan kepada industri
dan sekaligus sebagai penghasilan untuk
pendanaan organisasi;

e. skema sertifikasi, pedoman manajemen
LSBU, dan perangkat asesmen termasuk
jumlah asesor badan usaha; dan

f.  standar penilaian kemampuan badan usaha.

Pasal 41M

Calon LSBU akan diberikan notifikasi
kelengkapan atau ketidaklengkapan persyaratan
paling lama 5 (lima) Hari setelah pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (1).
Dalam hal calon LSBU diberikan notifikasi
ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), calon LSBU akan
diberikan waktu paling lambat 5 (lima) Hari
untuk melengkapi kekurangan persyaratan sejak
pemberitahuan notifikasi ketidaklengkapan
diterima.

Dalam hal calon LSBU tidak melengkapi
ketidaklengkapan persyaratan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
permohonan dinyatakan gugur.

Setiap permohonan Lisensi yang dinyatakan

lengkap dikenakan biaya Lisensi yang besarannya
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Tata cara pembayaran biaya Lisensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan di  bidang
keuangan negara.

Biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak
bukti tagihan diterbitkan.

Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) pemohon tidak
menyampaikan bukti pembayaran dianggap
mengundurkan diri.

Pemohon menyampaikan bukti pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada

LPJK melalui OSS.

Pasal 41N
Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K
huruf b merupakan penilaian keabsahan dan
pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41L ayat (3).
Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan cara:
a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada LSBU

dan/atau pihak terkait; dan/atau

b. peninjauan lapangan.
Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk
membandingkan kesesuaian antara dokumen
yang telah disampaikan dengan kondisi faktual.
Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41K huruf c berupa surat tanda Lisensi
LSBU.
Keputusan untuk memberikan atau menolak
dalam penerbitan Lisensi LSBU sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga
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puluh) Hari sejak bukti pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41M ayat (7) diterima.

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) mempunyai masa berlaku 3 (tiga) tahun dan

dapat diperpanjang.

Pasal 410

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (5) memuat ruang lingkup Lisensi LSBU
dengan mempertimbangkan kelengkapan
persyaratan dan skema yang diusulkan.

LSBU dapat menambah layanan Lisensi
berdasarkan kecukupan persyaratan LSBU
dengan cara mengajukan permohonan
penambahan rekomendasi layanan  Lisensi

kepada OSS.

Pasal 41P

Untuk menjamin kinerja dan kualitas LSBU,
Menteri melaksanakan fungsi pemantauan dan
evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam proses permohonan
perpanjangan Lisensi dan penambahan skema

sertifikasi.

Pasal 41Q
Pemantauan dan evaluasi LSBU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41P ayat (1) terdiri atas:
a. pemantauan dan evaluasi rutin; dan
b. pemantauan dan evaluasi insidental.
Pemantauan dan evaluasi rutin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
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berdasarkan laporan kinerja LSBU.

Pemantauan dan evaluasi insidental sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan

tertentu.

Pasal 41R

Hak LSBU berlisensi meliputi:

a. mengusulkan penambahan skema sertifikasi;
dan

b. mendapatkan pembinaan pengembangan
kapasitas dan kualitas sumber daya.

Kewajiban LSBU berlisensi meliputi:

a. menyampaikan laporan kinerja LSBU;

b. menyampaikan laporan keuangan yang telah
diaudit kantor akuntan publik yang memiliki
izin sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c. mengintegrasikan sistem informasi dan data
LSBU dengan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi;

d. menerapkan standar persyaratan untuk
lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa;

e. menyampaikan laporan kegiatan operasional;
dan

f.  melaksanakan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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antara Lketentuan Pasal 42 dan Pasal 43

ditambahkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 42A

sampai dengan Pasal 42K sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 42A
Akreditasi dilakukan terhadap:
a. Asosiasi Badan Usaha;
b. Asosiasi Profesi; dan
c. Asosiasi Terkait Rantai Pasok.
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri melalui LPJK.

Pasal 42B

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A

dilaksanakan untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan
persyaratan yang telah ditetapkan;

menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan
LSBU atau LSP; dan

menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat

mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK.

Pasal 42C
Akreditasi asosiasi dilakukan untuk
mendapatkan status Akreditasi asosiasi.
Status Akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. terakreditasi; dan
b. tidak terakreditasi.
Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun.
Periode penetapan Akreditasi asosiasi
diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan.
Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari
1 (satu) bulan sebelum batas periode penetapan

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
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diproses pada periode berikutnya.

Pasal 42D

Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42A ayat (1) huruf a meliputi:

a. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis
usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
umum atau khusus;

b. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis
usaha jasa Konsultansi Konstruksi; atau

c. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis
usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri atas kategori:

a. Asosiasi Badan Usaha umum merupakan
Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan
usaha pada lebih dari 1 (satu) Klasifikasi
usaha, baik yang memiliki cabang maupun
tidak memiliki cabang; dan

b. Asosiasi Badan Usaha khusus merupakan
Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan
usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha
atau 1 (satu) Klasifikasi usaha, baik yang
memiliki cabang maupun yang tidak

memiliki cabang.

Pasal 42E
Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42A ayat (1) huruf b berdasarkan bidang
keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi berupa:
a. arsitektur;
b. sipil;
c. mekanikal,
d. tata lingkungan,;
e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain
interior;

f.  perencanaan wilayah dan kota;
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g. sains dan rekayasa teknik; atau

h. manajemen pelaksanaan.

(2) Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
Klasifikasi dan  Kualifikasi Tenaga Kerja
Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas kategori:

a. Asosiasi Profesi umum merupakan Asosiasi
Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja
Konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu)
subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi
bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang
maupun tidak memiliki cabang; dan

b. Asosiasi Profesi khusus merupakan Asosiasi
Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja
Konstruksi ahli pada 1 (satu) subklasifikasi
dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan,
baik yang memiliki cabang maupun yang

tidak memiliki cabang.

Pasal 42F
Asosiasi Terkait Rantai Pasok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42A ayat (1) huruf c meliputi asosiasi
terkait:
a. material Konstruksi;
b. peralatan Konstruksi;
c. teknologi Konstruksi; dan

d. sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 42G
(1) Akreditasi diberikan kepada asosiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah terdaftar di administrasi hukum

umum,;



(2)

(3)

(4)

()

71 2021, No.24

b. jumlah dan sebaran anggota;

c. pemberdayaan kepada anggota;

d. pemilihan pengurus secara demokratis;

e. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan
daerah; dan

f.  pelaksanaan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah dan sebaran anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai

berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi

dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di

daerah.

Pemberdayaan kepada anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dinilai

berdasarkan program dan pelaksanaan:

a. pengembangan usaha berkelanjutan bagi
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait
Rantai Pasok; dan

b. pengembangan keprofesian berkelanjutan
bagi Asosiasi Profesi.

Pemilihan pengurus secara demokratis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

dinilai berdasarkan:

a. pelaksanaan musyawarah nasional atau
kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga; dan

b. susunan pengurus asosiasi pusat dan/atau
daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga.

Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dinilai berdasarkan ketersediaan sarana

dan prasarana di tingkat pusat dan daerah
meliputi bangunan gedung kantor, perlengkapan
kantor, dan sumber daya manusia di tingkat
pusat dan daerah bagi asosiasi yang memiliki

cabang.
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Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f paling sedikit berupa:

a.
b.

akta notaris atas pendirian asosiasi;

pengesahan badan hukum perkumpulan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum;

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

surat keterangan domisili atau keterangan

lain yang menunjukkan tempat kantor

asosiasi berada;

nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi;

seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar

sebagai anggota aktif lembaga yang

menyelenggarakan jaminan sosial

ketenagakerjaan dan lembaga yang

menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan;

tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi

yang dibuktikan dengan surat pernyataan

yang ditandatangani oleh:

1. ketua umum; atau

2. penyebutan lain terhadap pimpinan
tertinggi asosiasi;

dokumen kode etik dan dewan kode etik atau

penyebutan lain;

dokumen program kerja asosiasi;

laporan keuangan tahun terakhir asosiasi

yang telah diaudit kantor akuntan publik

yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

pedoman praktik profesi bagi Asosiasi

Profesi; dan

pengurus asosiasi tidak merangkap sebagai

pengurus pada asosiasi lain yang dibuktikan

dengan surat pernyataan.
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Pasal 42H
Tata cara Akreditasi asosiasi dilaksanakan
melalui tahapan:
a. permohonan;
b. verifikasi dan validasi; dan
c. penilaian dan penetapan.
Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yang dinyatakan lengkap
dikenakan biaya Akreditasi yang besarannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak.
Tata cara pembayaran biaya  Akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang keuangan negara.
Pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5
(lima) Hari sejak bukti tagihan diterbitkan.
Dalam hal hasil verifikasi dan validasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi
persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42G ayat (1), permohonan
dinyatakan gugur.
Dalam hal asosiasi lulus berdasarkan hasil
penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, LPJK menetapkan status
Akreditasi.

Pasal 421
Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak
terakreditasi dapat mengajukan permohonan
Akreditasi kembali.
Status asosiasi terakreditasi yang telah habis
masa berlakunya dapat mengajukan permohonan

Akreditasi kembali.
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(3) Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1) berlaku

secara mutatis mutandis terhadap tata cara

permohonan Akreditasi kembali.

Pasal 42J

(1) Hak asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:

mendapatkan surat tanda terakreditasi;
membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan
Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi; dan
mengusulkan anggotanya menjadi calon

pengurus LPJK.

(2) Kewajiban asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:

a.

menyusun dan menegakkan kode etik bagi
anggotanya;

melakukan pengembangan usaha
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan
Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok;
melakukan pengembangan keprofesian
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi;
melakukan pemberdayaan kepada
anggotanya,

menyampaikan laporan kinerja tahunan
asosiasi untuk periode 1 (satu) Januari
sampai dengan 31 (tiga puluh satu)
Desember;

menyampaikan laporan keuangan asosiasi
yang telah diaudit kantor akuntan publik
yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk
periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember; dan

melaksanakan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Laporan kinerja tahunan asosiasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit



(1)

(2)

(3)

75 2021, No.24

memuat:

a. jumlah seluruh anggota asosiasi di tingkat
pusat dan daerah yang disampaikan setiap
periode 1 (satu) tahun;

b. jumlah penambahan dan/atau pengurangan
anggota asosiasi di tingkat daerah;

c. informasi terkait perubahan  struktur
kepengurusan asosiasi;

d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
anggotanya;,

e. pelaksanaan musyawarah nasional atau
kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga asosiasi;

f.  pelaksanaan program pengembangan usaha
berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan
Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok;

g. pelaksanaan program pengembangan
keprofesian berkelanjutan bagi anggota
Asosasi Profesi; dan

h. pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

asosiasi.

Pasal 42K
Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas
pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi
asosiasi yang telah ditetapkan.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan
informasi yang berasal dari:
a. laporan kinerja tahunan asosiasi
terakreditasi;
b. sistem informasi terkait pengembangan
usaha berkelanjutan atau pengembangan

keprofesian berkelanjutan; dan
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c. fakta atau temuan hasil surveilans dan/atau
pengaduan masyarakat.

(4) Surveilans dan/atau pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
bertujuan untuk mengevaluasi kembali
kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi
dengan status Akreditasi yang diperoleh.

(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya
sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal S1A
(1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:

a. melaksanakan penjaminan mutu (quality
assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari
tahapan persiapan pengadaan, persiapan
dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan
Konstruksi, sampai dengan serah terima
akhir pekerjaan;

b. membantu Pengguna Jasa dalam proses
persiapan pengadaan dan pemilihan
Penyedia Jasa;

c. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan
persetujuan atau penolakan perubahan

Kontrak;
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d. melakukan verifikasi atas tagihan
pembayaran;

e. membantu Pengguna Jasa dalam

menghitung nilai perolehan aset; dan
f.  membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan
audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah

terima akhir pekerjaan.

Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen

Konstruksi.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 59
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:
a. rancang dan bangun (design and build); dan
b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1
(satu) Kontrak Kerja Konstruksi.

Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan

jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi

pekerjaan yang:

a. Dbersifat kompleks; atau

b. pekerjaan yang mendesak wuntuk segera
dimanfaatkan, yang apabila tidak
dilaksanakan secara terintegrasi berakibat
pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-

besarnya (value for money) tidak tercapai.
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22. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai

23.

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 61
Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (3) huruf ¢ didasarkan pada
laporan kinerja.
Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan
kinerja sesaat.
Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek
yang ditangani perusahaan yang sudah melalui
proses serah terima pekerjaan.
Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang perizinan berusaha berbasis
risiko.
Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan penilaian kinerja berdasarkan
rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat
pekerjaan berlangsung.
Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam Sistem Informasi Jasa
Konstruksi terintegrasi yang digunakan sebagai
acuan bagi sistem informasi kinerja penyedia.
Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia
mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Masyarakat Jasa Konstruksi.

Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 64
Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada

Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar
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remunerasi minimal.

Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan
bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi
Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja
Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan
perhitungan besaran remunerasi paling rendah
sama dengan standar remunerasi minimal.
Standar remunerasi minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit
berdasarkan:

a. Kualifikasi;

b. pengalaman profesional; dan

c. tingkat pendidikan.

24. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 ditambahkan 8

(delapan) pasal, yakni Pasal 70A sampai dengan Pasal

70H sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(1)

Pasal 70A
Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:
a. Kualifikasi dan Klasifikasi usaha Jasa
Konstruksi; dan
b. persyaratan penawaran sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dikerjakan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 70B

Pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. menyusun profil penggunaan, pemanfaatan,
dan pengembangan teknologi yang
disampaikan kepada mitra kerja sama
dan/atau pemilik pekerjaan dalam bahasa

Indonesia dan bahasa inggris;
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b. melakukan pelatihan keahlian dan
manajerial untuk tenaga ahli pendamping
warga negara Indonesia dan/atau tenaga
terampil warga negara Indonesia paling
sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek
pekerjaan; dan

c. memfasilitasi warga negara Indonesia untuk
melakukan pelatihan, kerja praktik dan/atau
penelitian akademis pada proyek pekerjaan
yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha.

Dalam setiap penyelenggaraan proyek Konstruksi,

ketentuan alih teknologi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dimasukkan dalam dokumen

Kontrak.

Menggunakan lebih banyak tenaga kerja

Indonesia  daripada  tenaga = kerja asing

dilaksanakan untuk jabatan pada jenjang ahli.

Pasal 70C

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70A yang berbentuk badan usaha dapat

melaksanakan KSO.

KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha besar;

b. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan
Kualifikasi usaha menengah;

c. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan
Kualifikasi usaha menengah;

d. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan
Kualifikasi usaha kecil; atau

e. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan
Kualifikasi usaha kecil.

KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat dilaksanakan oleh:
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a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha
besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan

b. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil
dengan Kualifikasi wusaha kecil untuk
Pekerjaan Konstruksi.

Dalam melaksanakan KSO sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), salah satu badan usaha

anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO

(leadfirm).

Pimpinan KSO (leadfirm) sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus memiliki Kualifikasi setingkat

atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO
dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak

70% (tujuh puluh persen).

Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan

batasan:

a. untuk pekerjaan yang Dbersifat tidak
kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga)
perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks
dibatasi paling banyak S5 (lima) perusahaan
dalam 1 (satu) KSO.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kesesuaian kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan  jumlah atau
kuantitas;

d. ketepatan waktu penyerahan;

e. ketepatan tempat penyerahan; dan

f.  penerapan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 70D
Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha
Jasa Konstruksi nasional dengan kantor
perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing

dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi
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besar, kesamaan subklasifikasi, dan tanggung
renteng.

Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70C ayat (1) dan Pasal 70D ayat (1) dimulai saat
mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan sampai

dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 70E

Spesifikasi  teknis untuk  penyelenggaraan

Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi;

b. spesifikasi  peralatan  Konstruksi dan
peralatan bangunan;

c. spesifikasi proses atau kegiatan;
spesifikasi metode Konstruksi/metode
pelaksanaan/metode kerja; dan

e. spesifikasi jabatan kerja Konstruksi.

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan ketentuan:

a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan
Konstruksi yang dibutuhkan;

b. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi
dapat menyebutkan merek dan tipe serta
sedapat mungkin menggunakan produksi
dalam negeri;

c. semaksimal mungkin diupayakan
menggunakan standar nasional Indonesia;

d. metode Konstruksi/metode
pelaksanaan/metode kerja harus logis,
realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat
dilaksanakan;

e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai
dengan metode pelaksanaan;

f.  mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan
jumlah peralatan utama minimal yang

diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
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mencantumkan syarat bahan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
mencantumkan syarat pengujian bahan dan
hasil produk;

mencantumkan  kriteria kinerja produk
(output performance) yang diinginkan;
mencantumkan tata cara pengukuran dan
tata cara pembayaran; dan

mencantumkan uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan penetapan risiko
terkait Keselamatan  Konstruksi pada

Pekerjaan Konstruksi.

Kerangka acuan kerja untuk penyelenggaraan

jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a.
b.

uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
waktu dan tahapan pelaksanaan yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
dengan memperhatikan batas akhir efektif
tahun anggaran;

kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga
ahli;

kemampuan badan usaha Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi;

sumber pendanaan dan besarnya total
perkiraan biaya pekerjaan; dan

uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan  risiko  terkait Keselamatan
Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi,
khusus untuk jasa Konsultansi Konstruksi
pengawasan dan manajemen

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.
b.

O

o

latar belakang;
maksud dan tujuan;
lokasi pekerjaan; dan

produk yang dihasilkan (output).
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Pasal 70F
Rancangan detail (detailed engineering design)
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.

Pasal 70G

(1) Persiapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
melalui Penyedia Jasa meliputi kegiatan sebagai
berikut:

a. reviu dan penetapan spesifikasi
teknis/kerangka acuan kerja;

b. penetapan rancangan detail (detailed
engineering design) untuk  pemilihan
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi;

c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;

d. penyusunan dan penetapan rancangan
Kontrak; dan

e. penetapan uang muka, jaminan uang muka,
jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga
hanya untuk penyelenggaraan Jasa
Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang
menggunakan keuangan negara.

(2) Penyelenggaraan pekerjaan rancang dan bangun
(design and build) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. penetapan dokumen rancangan awal (basic
design), meliputi:

1. data peta geologi teknis lokasi
pekerjaan,;

2. referensi data penyelidikan tanah/
geoteknik untuk lokasi terdekat dengan
pekerjaan;

3. penetapan lingkup pekerjaan secara
jelas dan terinci, kriteria desain, standar
pekerjaan yang Dberkaitan, standar

mutu, dan ketentuan teknis Pengguna
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Jasa lainnya;

identifikasi dan alokasi risiko proyek;
identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
gambar dasar, gambar skematik,
gambar potongan, gambar tipikal, atau
gambar lainnya yang mendukung

lingkup pekerjaan.

b. penetapan ketentuan Pengguna Jasa yang

paling sedikit memuat:

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. waktu pelaksanaan yang diperlukan;

4. lingkup dan keluaran pekerjaan dan
kriteria pengujian dan penerimaan
keluaran;

5. jumlah tenaga ahli perancang dan
personel manajerial minimal yang
diperlukan;

6. izin, persyaratan lingkungan, atau
sertifikat yang harus diperoleh dalam
penyusunan rancangan dan
pelaksanaan Konstruksi; dan

7. daftar tarif dan/atau harga penyusun

komponen pekerjaan (schedule of rates).

c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;

penyusunan dan penetapan rancangan

Kontrak; dan

e. penetapan uang muka, jaminan uang muka,

jaminan pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga
hanya untuk penyelenggaraan Jasa
Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang
menggunakan keuangan negara.
Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen
pekerjaan (schedule of rates) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7

diperuntukan bagi pekerjaan rancang dan
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bangun (design and build) yang memiliki bagian
pekerjaan dengan kondisi ketidakpastian

(unforeseen condition).

Pasal 70H
Rancangan Kontrak Kerja Konstruksi dipilih dari
standar Kontrak pada lampiran dengan
mempertimbangkan karakteristik pekerjaan
paling sedikit:

a. jenis kontrak;

b. lingkup pekerjaan;

c. keluaran hasil pekerjaan;

d. kesulitan dan risiko pekerjaan;

e. masa pelaksanaan;

f.  masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan

Konstruksi;
g. cara pembayaran;
h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;

i.  besaran uang muka;

j-  bentuk dan ketentuan jaminan;

k. besaran denda; dan

1.  pilihan penyelesaian sengketa kontrak.
Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dicantumkan dalam

rancangan Kontrak.

Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 72 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 72
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk
pembangunan kepentingan umum wajib melalui
cara pemilihan Penyedia Jasa.
Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan
layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang
terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan

umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau
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katalog elektronik.

Pembangunan  untuk  kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pembangunan bangunan yang mempunyai
dampak terhadap:

a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau

b. kepentingan masyarakat.

26. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 ditambahkan 1 (satu)

27.

pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74A

Ketentuan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang

menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan

negara diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 77
Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) yang dibiayai dengan:
a. keuangan negara; atau
b. nonkeuangan negara.
Kontrak yang dibiayai dengan keuangan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan dokumen terstandar.
Kontrak yang dibiayai dengan nonkeuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat menggunakan dokumen terstandar
sesuai kesepakatan para pihak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen
Kontrak yang terstandar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur oleh Menteri.
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28. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 84

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk

mendirikan bangunan gedung dan/atau

bangunan sipil harus memenuhi prinsip

berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup

bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang

selanjutnya akan disebut sebagai Konstruksi

Berkelanjutan.

Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar

meliputi:

a. secara ekonomi layak dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. menjaga pelestarian lingkungan; dan

c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.

Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta
rencana tindak;

b. pemenuhan Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;

c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik
berupa lahan, material, air, sumber daya
alam maupun sumber daya manusia
(reduce);

d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik
maupun nonfisik;

e. penggunaan kembali sumber daya yang telah
digunakan sebelumnya (reuse);

f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang
(recycle);

g. perlindungan dan pengelolaan terhadap

lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
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h. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan,

perubahan iklim dan bencana;

i. orientasi kepada siklus hidup;
j- orientasi kepada pencapaian mutu yang
diinginkan;

k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang
berlanjut; dan

1. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan
manajemen dalam implementasi.

Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a lahan;

b. energi;

c. air;

d. material;

e. sumber daya manusia; dan

f.  ekosistem.

Siklus hidup bangunan gedung dan/atau

bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) secara umum meliputi:

a. pengkajian;

b. perencanaan;

C. perancangan;

d. pembangunan;

€. pengoperasian;

f.  pemeliharaan;

g. pembongkaran; dan

h. pembangunan kembali suatu bangunan.
Tahapan penyelenggaraan Konstruksi

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
perencanaan umum;

a
b. pemrograman;

0

pelaksanaan Konsultansi Konstruksi; dan

o

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
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Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a merupakan perencanaan berbasis
kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam
dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta
daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b merupakan perencanaan awal untuk
menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah
yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan
sumber daya, terutama pendanaan untuk
mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil.

Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c
meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan,
perancangan, pengawasan dan manajemen
Konstruksi suatu bangunan.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konstruksi

Berkelanjutan diatur oleh Menteri.

Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 37 (tiga

puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan

Pasal 84AK sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 84A
Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan
sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (5) dan tahapan penyelenggaraan
Jasa Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) mengacu pada:
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a. persyaratan administratif;
b. persyaratan teknis; dan

c. persyaratan teknis Konstruksi

Berkelanjutan.

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan ketentuan teknis yang harus

dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum,

pemrograman, pelaksanaan Konsultansi
Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi.

Pasal 84B

Perencanaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a dilaksanakan
agar rencana pembangunan terpadu dan cerdas,
aman dari bencana, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan.

Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:

a. mendukung pengembangan wilayah dan
kawasan yang terpadu;

b. tepat guna lahan;

c. tangguh dan mengurangi risiko bencana;
pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan;

e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

f. berkontribusi dalam peningkatan potensi
ekonomi wilayah, serta mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional; dan

g. mengacu pada persyaratan dan kriteria

teknis bangunan gedung dan/atau
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bangunan sipil.

Pasal 84C

Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (6) huruf b harus dilaksanakan

sejak awal untuk memastikan ketersediaan,

keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan
sumber daya dalam pencapaian tujuan pada
tahapan selanjutnya.

Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:

a. penyusunan  prioritas program  untuk
memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat, sehingga memberikan daya
ungkit bagi perekonomian masyarakat;

b. kesiapan (readiness criteria);

c. kelayakan bangunan gedung dan/atau
bangunan sipil berkelanjutan;

d. partisipasi masyarakat;

e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

f. efisiensi sumber daya; dan

g. persyaratan dan kriteria teknis bangunan

gedung dan/atau bangunan sipil.

Pasal 84D
Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6)
huruf c¢ harus dilaksanakan sesuai dengan
persyaratan teknis dan persyaratan teknis
Konstruksi Berkelanjutan untuk memastikan
keterbangunan pada tahap pelaksanaan

Konstruksi dan kinerja bangunan pada tahap

pengoperasian, pemeliharaan, dan
pembongkaran.
Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
a. Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. tepat guna lahan;

c. konservasi energi;

d. konservasi air;

e. sumber dan siklus material;

f. kenyamanan dan kesehatan;

g. manajemen lingkungan proyek;
h. partisipasi masyarakat;

=

unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

mendukung interaksi masyarakat;

k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;

l.  perencanaan terintegrasi dan komprehensif;
dan

m. persyaratan dan kriteria teknis.

Pasal 84E

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d harus
dilaksanakan dengan pendekatan Konstruksi
Berkelanjutan, dimanfaatkan dengan optimal,
dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan
sesuai dengan umur layanan sehingga dapat
berkontribusi kepada ketercapaian tujuan dengan
pendekatan pengelolaan aset, serta dapat
dibongkar pada akhir masa layanan dengan
pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan
penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan secara
utuh.

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria
yang terdiri atas:

a. Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. tepat guna lahan;
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c. konservasi energi;

d. konservasi air;

e. sumber dan siklus material,

f. kenyamanan dan kesehatan;

g. manajemen lingkungan proyek;
h. partisipasi masyarakat;

=t

unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

mendukung interaksi masyarakat;

k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;

1. efisiensi;

m. mendukung usaha lokal; dan

n. unsur estetika.

Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf e dan
huruf f memperhatikan kriteria yang terdiri atas:
a. Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. keselamatan pengguna;

c. tepat guna lahan;

d. konservasi energi;

e. konservasi air;

f. sumber dan siklus material,

g. kenyamanan dan kesehatan;
h. manajemen lingkungan proyek;
i.  pelayanan keluhan pengguna;
j-  efisiensi; dan

k. kelaikan fungsi infrastruktur.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (5) huruf g memperhatikan kriteria

yang terdiri atas:

a. Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. upaya pemulihan tapak lingkungan;

c. tingkat kebisingan;

d. tingkat debu;
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e. pemulihan bahan material atau limbah
Konstruksi yang dapat dipergunakan
kembali;

f.  partisipasi masyarakat;

g. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum
marginal;

h. optimalisasi penggunaan material bekas;

i.  jenis bangunan; dan

j-  prosedur pembongkaran.

Pasal 84F
Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
harus menerapkan prinsip Konstruksi
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (3).
Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok.
Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan  Keberlanjutan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan dengan cara mengendalikan proses
untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha

Jasa Konstruksi.

Pasal 84G
Dalam memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84F ayat (2),
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus

memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
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a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan, dan/atau
teknologi; dan/atau

e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
Standar Keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keandalan bangunan
berdasarkan standar perancangan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang wajib diterapkan
selama  tahap  penyelenggaraan  Pekerjaan
Konstruksi.
Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan standar untuk yang
mengatur keselamatan keteknikan Konstruksi,
keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan
lingkungan, dan keselamatan publik yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Standar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan standar untuk menjamin dan
melindungi kesehatan Tenaga Kerja Konstruksi
dan masyarakat  yang terdampak oleh
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Keberlanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan standar yang digunakan

untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek
ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan

pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.
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Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur pelaksanaan Jasa
Konstruksi;

e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa
Konstruksi;

f.  standar pengoperasian dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja
dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h. standar pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 84H
Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84G ayat (1) ditetapkan
oleh menteri teknis terkait.
Dalam menyusun Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri
teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan kondisi geografis yang rawan

gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Pasal 841
Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus
menerapkan SMKK.
Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
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Penyedia Jasa yang memberikan layanan:

a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan
Konstruksi;

b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;

c. Pekerjaan Konstruksi; dan

d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus melakukan:

a. identifikasi bahaya;

b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau
peluang berdasarkan tahapan pekerjaan
(work breakdown structure); dan

Cc. sasaran dan program Keselamatan
Konstruksi.

SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:

a. keselamatan keteknikan Konstruksi;

b. keselamatan dan kesehatan kerja;

c. keselamatan publik; dan

d. keselamatan lingkungan.

Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. bangunan dan/atau aset Konstruksi;
dan/atau

b. peralatan dan material.

Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Pengguna Jasa;

b. Tenaga Kerja Konstruksi; dan

c. pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.

Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. masyarakat di sekitar proyek; dan

b. masyarakat terpapar.
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Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:

a. lingkungan kerja;

b. lingkungan terdampak proyek;

c. lingkungan alam; dan

lingkungan terbangun.

Pasal 84J
Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 841 ayat (4) huruf a
merupakan keselamatan terhadap pemenuhan
standar perencanaan, perancangan, prosedur dan
mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu
bahan, dan kelaikan peralatan.
Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 841 ayat (4) huruf b
merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja, termasuk tenaga kerja Penyedia Jasa,
Subpenyedia Jasa, pemasok, dan pihak lain yang
diizinkan memasuki tempat kerja Konstruksi.
Keselamatan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 841 ayat (4) huruf c¢ merupakan
keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang
berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja
yang terdampak Pekerjaan Konstruksi.
Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 841 ayat (4) huruf d merupakan
keselamatan lingkungan yang terdampak oleh
Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga
kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan
lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 84K
Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84J ayat (1) mencakup

pemenuhan terhadap:
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a. standar perencanaan berupa pemenuhan
semua aspek persyaratan keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan
dalam hasil perencanaan;

b. standar perancangan berupa pemenuhan

terhadap pedoman teknis proses
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, perawatan, dan

pembongkaran yang telah ditetapkan;

c. standar prosedur dan mutu hasil
pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan
persyaratan dan ketentuan tertulis
khususnya aspek Keselamatan Konstruksi
yang dibakukan mengenai berbagai proses
dan hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

d. mutu bahan sesuai standar nasional
Indonesia dan/atau standar internasional
dan/atau negara lain yang diakui oleh
Pemerintah Pusat, dan telah ditetapkan
dalam kerangka acuan kerja; dan

e. kelaikan peralatan berdasarkan pedoman
teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan
kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan
pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi
secara tunggal maupun kombinasi.

Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84J ayat (2) mencakup

pemenuhan terhadap:

a. hak tenaga kerja berupa pelindungan sosial
tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa
Konstruksi  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. penjaminan dan pelindungan keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja;
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c. pencegahan penyebaran wabah penyakit
dalam lingkungan kerja dan sekitarnya;

d. pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;

e. pencegahan penggunaan psikotropika; dan

f.  pengamanan lingkungan kerja.

Keselamatan publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84J ayat (3) mencakup pemenuhan

terhadap:

a. standar keselamatan publik di sekitar tempat
kegiatan Konstruksi;

b. upaya pencegahan kecelakaan kerja yang
berdampak kepada masyarakat di sekitar
tempat kegiatan Konstruksi; dan

c. pemahaman pengetahuan keselamatan dan
kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan
Konstruksi.

Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84J ayat (4) mencakup pencegahan

terhadap:

a. terganggunya derajat kesehatan pekerja dan
kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar
Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak
pencemaran;

b. berubahnya dampak sosial masyarakat
sebagai akibat kegiatan Konstruksi yang
semakin padat di lingkungan Pekerjaan
Konstruksi; dan

c. rusaknya lingkungan sebagai  akibat
berkembangnya situasi kepadatan kegiatan
Konstruksi yang menghasilkan limbah
Konstruksi sehingga dapat menimbulkan
pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.

Pemenuhan standar keselamatan keteknikan

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilaksanakan

dengan memperhatikan aspek

keamanan/keandalan, aspek teknis penggunaan
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peralatan, aspek penyiapan alat angkat dan
angkut sesuai dengan RKK dan tata cara
penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi.

Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan bagian dari SMKK yang
menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan
Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil
Jasa Konstruksi yang berkualitas.

Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan  Konstruksi harus diintegrasikan
dengan SMKK.

Penjaminan mutu dan pengendalian mutu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan oleh personel yang memenuhi
standar kompetensi kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penjaminan mutu dan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) diatur oleh Menteri.

Pasal 84L
Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan
perancangan, produk yang dihasilkan yang
tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk
menyusun dokumen Rancangan Konseptual
SMKK sesuai dengan format untuk mendukung
penerapan SMKK.
Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada
pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling
sedikit memuat:
a. lingkup tanggung  jawab pengkajian
dan/atau perencanaan;
b. informasi awal terhadap kelaikan antara lain
meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi,

dan/atau dampak lingkungan; dan
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c. rekomendasi teknis.

Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada

pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:

a. lingkup tanggung  jawab perancang,
termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi
revisi desain, tanggung jawab revisi desain
dan dampaknya ada pada penyusun revisi;

b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;

c. identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan
penetapan tingkat risiko;

d. daftar standar dan/atau peraturan
perundang-undangan Keselamatan
Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;

e. biaya SMKK; dan

f.  rancangan panduan keselamatan
pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi
bangunan.

Untuk pekerjaan konsultansi pengawasan dan

manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan

tercantum dalam wuraian pekerjaan, termasuk

RKK  pengawasan dan RKK manajemen

Konstruksi.

Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia

Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian,

perencanaan dan perancangan wajib memiliki ahli

keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi,
atau ahli Keselamatan Konstruksi.

Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan

tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus

di bidang keselamatan dan kesehatan kerja

Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Ahli  Keselamatan  Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli
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yang mempunyai kompetensi khusus di bidang
Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK
yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi.

(8) Elemen SMKK terdiri atas:
a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja

dalam Keselamatan Konstruksi;

b. perencanaan Keselamatan Konstruksi;
c. dukungan Keselamatan Konstruksi;
d. operasi Keselamatan Konstruksi; dan
e. evaluasi kinerja penerapan SMKK.

(99 Ketentuan lebih lanjut mengenai Rancangan
Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 84M
Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84L ayat (8) huruf a merupakan kegiatan
penyusunan kebijakan untuk mengembangkan
budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri
atas:
a. kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan
internal,;
b. organisasi pengelola SMKK;
c. komitmen Keselamatan Konstruksi dan
partisipasi tenaga kerja; dan
d. supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya,

dan dukungan.

Pasal 84N
Perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8 huruf b
merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:
a. mengidentifikasi  bahaya, penilaian risiko,

penentuan pengendalian risiko, dan peluang;



105. 2021, No.24

b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan
tenaga kerja yang tertuang dalam sasaran dan
program; dan

c. pemenuhan standar dan peraturan perundang-

undangan di bidang Keselamatan Konstruksi.

Pasal 840

Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf ¢ merupakan
komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang
paling sedikit menginformasikan:
a. sumber daya Dberupa teknologi, peralatan,

material, dan biaya;
b. kompetensi tenaga kerja;
c. kepedulian organisasi;
d. manajemen komunikasi; dan

e. informasi terdokumentasi.

Pasal 84P
(1) Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf d
merupakan kegiatan dalam mengendalikan
Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit
terdiri atas:
a. perencanaan implementasi RKK;
b. pengendalian operasi Keselamatan
Konstruksi;
c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi
darurat; dan
d. investigasi Kecelakaan Konstruksi.
(2) Penyedia Jasa pengkajian, perencanaan, dan
perancangan dalam melaksanakan kegiatan di
lapangan harus menerapkan operasi Keselamatan

Konstruksi.
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Pasal 84Q

Evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf e merupakan

kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:

a.
b.

B o

pemantauan atau inspeksi;
audit;

evaluasi;

tinjauan manajemen; dan

peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84R

SMKK diterapkan pada tahapan:

(1)

(2)

(3)

(4)

pemilihan Penyedia Jasa;
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan

serah terima pekerjaan.

Pasal 84S

Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan

Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84R huruf a dituangkan

dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK
sesuai dengan format.

Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada

Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.

Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memuat:

a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi
yang paling sedikit memuat uraian
pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan tingkat Risiko Keselamatan
Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan

b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan
sendiri.

Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen

pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi

perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli
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keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau
tenaga ahli yang membidangi Keselamatan
Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko
Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a.

Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi
pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai
dengan format Rancangan Konseptual SMKK.
Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen
penyelenggaraan Konstruksi dan/atau
pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan
Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan
RKK dalam dokumen penawaran yang disusun
sesuai dengan format.

Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib
menyusun penjaminan dan pengendali mutu
dalam dokumen RMPK.

Setiap Penyedia Jasa manajemen
penyelenggaraan Konstruksi dan/atau
pengawasan harus menyusun penjaminan dan
pengendalian mutu dalam dokumen program
mutu.

Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi
sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan
lingkungan dalam dokumen RKPPL.

Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi
sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan
Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen

lalu lintas dalam dokumen RMLLP.
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Pasal 84T

Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84R huruf b dilakukan dengan
melaksanakan RKK, RMPK, program mutu,
RKPPL, dan RMLLP.

Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL,
dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan
kondisi di lapangan.

Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL,
dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan
Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh
konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna
Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen
Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
(preconstruction meeting).

Penyesuaian  program  mutu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau
direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/
Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan
Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan
pelaksanaan pekerjaan (preconstruction meeting

dan Kick off meeting).

Pasal 84U
RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1)
dapat diperbaharui dalam hal terjadi:
a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja,

termasuk perubahan organisasi;
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b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru
serta perubahan lingkup pekerjaan pada
Kontrak, termasuk pekerjaan
tambah /kurang; dan

c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan
kehilangan harta benda, waktu kerja,
kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan
lingkungan.

RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa melakukan pengawasan

pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan

RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan

SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna

Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan

kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan

Konstruksi, tenaga ahli yang membidangi

Keselamatan Konstruksi dan/atau petugas

Keselamatan Konstruksi.

Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang

memiliki  kompetensi khusus di  bidang

Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan

dan mengawasi penerapan SMKK yang

dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja

Konstruksi.

Pasal 84V
Penyedia Jasa harus menerapkan analisis
keselamatan  pekerjaan dan/atau  analisis
Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang
mempunyai tingkat risiko besar dan/atau sedang
dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan

metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam
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RKK.

Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai
dengan format RKK.

Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh ahli teknik sesuai
bidangnya.

Dalam hal terjadi perubahan metode kerja,
situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia,
analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis
keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali
oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja
Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi,
dan/atau tenaga ahli yang membidangi
Keselamatan Konstruksi.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan untuk melihat pemenuhan
persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan
dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai
bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa

Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84W
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan
pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan
RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T
ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan

kemajuan pekerjaan.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

111 2021, No.24

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan:

a. harian;

b. mingguan;

c. bulanan; dan

akhir.

Pasal 84X

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK,
RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84T ayat (3) dan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84W ayat (2),
Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja
penerapan SMKK setiap bulan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan
pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program
mutu, dan RKPPL.

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil
evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84Y
Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84R huruf c dilakukan pada masa serah terima
pertama pekerjaan (provisional hand over) sampai
dengan serah terima akhir pekerjaan (final hand
over).
Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi.
Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan
dokumen hasil penerapan SMKK kepada
Pengguna Jasa.
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Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan
menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:

a. laporan pelaksanaan RKK;

b. dokumen RMPK;

c. dokumen program mutu; dan

d. dokumen RKPPL.

Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat

hasil kinerja SMKK berupa:

a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;

b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;

c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan
laporan akhir, serta laporan ringkas dalam
hal terdapat aktivitas yang membahayakan
dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan
Konstruksi sejenis yang akan datang.

Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c

harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:

a. statistik dan analisis perubahan gambar,

spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana

pelaksanaan pekerjaan, rencana
pemeriksaaan pengujian, rencana
pengendalian, dan/atau prosedur

pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi;

b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan
akhir, serta laporan ringkas dalam hal
terdapat aktivitas dalam Pekerjaan
Konstruksi; dan

c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan
Konstruksi sejenis yang akan datang.

Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf d harus memuat hasil kinerja

SMKK berupa:
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a. statistik dan analisis perubahan rona
lingkungan, pengelolaan dan pemantauan
lingkungan;

b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan
akhir, serta laporan ringkas dalam hal
pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
dan

c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan
lingkungan.

Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan

nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia

Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan

Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya

Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan

akhir pelaksanaan RKK.

Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun

sesuai dengan komponen kegiatan penerapan

SMKK.

Pasal 84Z

Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Y, SMKK

diterapkan dalam pengoperasian dan

pemeliharaan.

Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian

dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:

a. gambar terpasang (as built drawing),
dokumen terlaksana (as built document); dan

b. panduan keselamatan operasi dan
pemeliharaan Konstruksi bangunan yang
sudah memperhitungkan Keselamatan
Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil
gambar terpasang (as built drawing) dan RKK
yang sudah dimutakhirkan.
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Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang
dari standar dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan, panduan keselamatan
pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis
atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna

Jasa.

Pasal 84AA
Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.
UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada unit yang menangani
Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan
tertinggi Penyedia Jasa.
UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. pimpinan; dan
b. anggota.
Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu
Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan

tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.

Pasal 84AB

Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84AA ayat (3) huruf a harus memiliki
kompetensi kerja yang dibuktikan dengan
Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
dan/atau Keselamatan Konstruksi.

Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi
Pekerjaan Konstruksi.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko
Keselamatan Konstruksi kecil, pimpinan tertinggi

Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) dapat merangkap sebagai pimpinan
UKK.

Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko
Keselamatan Konstruksi sedang atau besar,
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
membentuk UKK yang terpisah dari struktur

organisasi Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84AC

Kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AB ayat (1)
terdiri atas jabatan kerja ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi atau ahli
Keselamatan Konstruksi atau petugas
Keselamatan Konstruksi.

Persyaratan jabatan kerja ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi atau ahli
Keselamatan Konstruksi atau petugas
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:
a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:

1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi utama atau ahli
Keselamatan Konstruksi utama; atau

2. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi madya atau ahli
Keselamatan Konstruksi madya dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga)
tahun.

b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:

1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi madya atau ahli
Keselamatan Konstruksi madya; atau

2. ahli keselamatan dan kesehatan kerja

Konstruksi muda atau ahli Keselamatan
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Konstruksi muda dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko

Keselamatan Konstruksi kecil terdiri atas:

1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi muda atau ahli Keselamatan
Konstruksi muda; atau

2. petugas Keselamatan Konstruksi.

Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya
akan menjadi ahli Keselamatan Kontruksi sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan.

Untuk menjadi petugas Keselamatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
angka 2, harus memiliki Sertifikat Kompetensi
Kerja Konstruksi sebagai petugas Keselamatan
Konstruksi.

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan
oleh LSP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 84AD

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84AA ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi
kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh LSP.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. ahli Keselamatan Konstruksi muda;
b. ahli keselamatan dan kesehatan kerja

Konstruksi muda;

c. petugas Keselamatan Konstruksi;
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d. petugas tanggap darurat;

e. petugas pemadam kebakaran;

f.  petugas pertolongan pertama pada
kecelakaan;

g. petugas pengatur lalu lintas;

h. tenaga kesehatan; dan

i.  petugas pengelolaan lingkungan.

Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan

pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 84AE

Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:

a. kecil;

b. sedang; dan

c. besar.

Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Pengguna Jasa sesuai dengan kriteria
penentuan tingkat Risiko Keselamatan

Konstruksi.

Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a. Dbersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK
yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
berdasarkan perhitungan;

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga
perkiraan sendiri sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah);

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
kurang dari 25 (dua puluh lima) orang;
dan/atau

d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan

teknologi sederhana.
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Risiko Keselamatan Konstruksi sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Dbersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK
yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
berdasarkan perhitungan;

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga
perkiraan sendiri di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
25 (dua puluh lima) orang sampai dengan
100 (seratus) orang; dan/atau

d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan
teknologi madya.

Risiko Keselamatan Konstruksi besar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Dbersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK
yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa
berdasarkan perhitungan;

b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga
perkiraan sendiri di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah);

c. mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah
lebih dari 100 (seratus) orang;

d. menggunakan peralatan berupa pesawat

angkat;

e. menggunakan metode peledakan dan/atau
menyebabkan terjadinya peledakan;
dan/atau

f.  Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan
teknologi tinggi.
Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi

lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Keselamatan
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Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penentuan  Risiko Keselamatan  Konstruksi
ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan
Konstruksi yang lebih tinggi.

Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko

Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria

mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c

harus mempunyai personel Keselamatan

Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli
Keselamatan Konstruksi utama, dan/atau
ahli keselamatan dan kesehatan kerja
Konstruksi madya dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun, ahli
Keselamatan Konstruksi madya dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun;
dan

b. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi muda, atau ahli
Keselamatan Konstruksi muda dengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan

metode padat karya atau menggunakan banyak

tenaga kerja namun sedikit penggunaan
peralatan mesin, kebutuhan personel

Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh RKK.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

menentukan kebutuhan ahli keselamatan dan
kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan

Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan

Konstruksi.

Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk
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menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar

Jasa Konstruksi.

Pasal 84AF
Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada
daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
pengendalian dalam RKK.
Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.
Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:

a. penyiapan RKK;

b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;

c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
d. asuransi dan perizinan;

e. personel Keselamatan Konstruksi;

f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat

kesehatan;

g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang
diperlukan (manajemen lalu lintas);

h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan
Konstruksi; dan

i. kegiatan dan peralatan terkait dengan
pengendalian Risiko Keselamatan
Konstruksi, termasuk biaya pengujian/
pemeriksaan lingkungan.

Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i

merupakan barang habis pakai.

Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan

Konstruksi dengan Risiko Keselamatan

Konstruksi kecil.
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Pasal 84AG

Pengguna Jasa harus memastikan seluruh
komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3), dianggarkan
dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.

Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84AF ayat (3) harus disampaikan
oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran
sesuai dengan komponen kegiatan penerapan
SMKK.

Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan
perubahan anggaran biaya penerapan SMKK
berdasarkan RKK yang telah diperbaharui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84U ayat (1)

huruf b dan huruf c.

Pasal 84AH
Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas
pembinaan penerapan SMKK kepada
penyelenggara Pemerintah Daerah provinsi dan
Masyarakat Jasa Konstruksi.
Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas
pembinaan penerapan SMKK kepada
penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan
Masyarakat Jasa Konstruksi.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) terdiri atas:
a. penetapan kebijakan SMKK;
b. penerapan kebijakan SMKK;
c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK;

dan

d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
Penetapan  kebijakan @ SMKK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam
bentuk penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.
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Penerapan  kebijakan @ SMKK  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam
bentuk:

a. fasilitasi;

b. konsultasi; dan

c. pendidikan dan pelatihan.

Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
dilakukan melalui penilaian terhadap
pelaksanaan  pembinaan dan = pengawasan
penerapan SMKK.

Pengembangan kerja sama penerapan SMKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK

dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.

Pasal 84AI
Pemerintah  Pusat melakukan pengawasan
penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi yang Dberasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi besar.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di
daerah melakukan pengawasan penerapan
kebijakan SMKK yang dilakukan oleh perangkat
daerah kabupaten/kota.
Gubernur melakukan pengawasan penerapan
SMKK  pada  Pekerjaan  Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan
yang berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi dan/atau yang memiliki
Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.
Bupati/wali kota  melakukan  pengawasan
penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan

yang berasal dari anggaran pendapatan dan
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belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.

Pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis

terkait.

Pasal 84AJ
Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
SMKK, Pengguna Jasa menyampaikan laporan
penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada
Menteri.
Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84Al ayat (2), gubernur sebagai wakil
Pemerintah  Pusat menyampaikan laporan
penerapan kebijakan SMKK kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri dengan salinan laporan kepada Menteri
yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan pengawasan penerapan
SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Al
ayat (3), gubernur menyampaikan laporan
penerapan SMKK kepada Menteri.
Laporan penerapan SMKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
tahun sekali.
Pengawasan terhadap penerapan SMKK oleh
Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan
dengan pemeriksaan laporan yang disusun sesuai

dengan format laporan pelaksanaan RKK.
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Pasal 84AK

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.

o o

5o o

[

penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa;

tata cara penjaminan mutu dan pengendalian
mutu Pekerjaan Konstruksi;

Rancangan Konseptual SMKK;

RKK;

RMPK;

program mutu,;

RKPPL;

RMLLP;

laporan pelaksanaan RKK;

komponen kegiatan penerapan SMKK; dan
kriteria penentuan tingkat Risiko Keselamatan

Konstruksi,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A sampai

dengan Pasal 84AJ diatur oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 85
(1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
(2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. orang perorangan;
b. kelompok; atau
c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk
melakukan penilaian dalam hal terjadi
Kegagalan Bangunan.
(3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib

bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
akibat dari tidak terpenuhinya = Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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84G ayat (6).
Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan
Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 85 dan Pasal 86, disisipkan 18

(delapan belas) pasal, yakni Pasal 85A sampai dengan

Pasal 85R sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 85A

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:
a. keruntuhan bangunan; dan
b. tidak berfungsinya bangunan.
Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi
sebagian besar atau keseluruhan komponen
bangunan yang rusak dan tidak dapat
dioperasikan.
Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
a. tidak sesuai dengan yang direncanakan;

dan/atau
b. tidak dipenuhinya aspek  keamanan,

keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Pasal 85B
Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan
merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi
dasar penilaian dan penetapan Kegagalan
Bangunan.
Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria
yang mencakup:
a. aspek struktural; dan

b. aspek fungsional.
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Tolok wukur Kegagalan Bangunan digunakan
untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau
tidak berfungsinya suatu bangunan.

Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan standar Konstruksi.

Pasal 85C
Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan
sebagai berikut:
a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
b. penugasan Penilai Ahli;
c. pembuatan perjanjian kerja;
d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan;
dan
e. pelaporan hasil penilaian.
Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan
cara:
a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau

perizinan objek bangunan;

b. identifikasi Kegagalan Bangunan;

c. investigasi Kegagalan Bangunan;

d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;

e. penilaian besaran ganti kerugian;

f. penetapan penanggung jawab Kegagalan

Bangunan; dan

g. penyusunan dan penyampaian laporan.

Pasal 85D
Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab
bangunan, dan/atau pihak lain yang dirugikan
akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan
terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

kalender setelah terjadi Kegagalan Bangunan.
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Laporan kejadian Kegagalan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. nama bangunan;

b. pemilik dan/atau  penanggung jawab
bangunan;

c. lokasi detail bangunan;

d. jenis keruntuhan dan/atau tidak
berfungsinya bangunan;

e. waktu kejadian Kegagalan Bangunan;

f. foto atau bukti kejadian Kegagalan
Bangunan; dan

g. identitas pelapor.

Laporan kejadian Kegagalan Bangunan

disampaikan kepada LPJK.

Pasal 85E

LPJK melaksanakan kegiatan:

(1)

(2)

(1)

pelatihan Penilai Ahli;

pencatatan Penilai Ahli; dan

penetapan Penilai Ahli yang terdaftar untuk
penugasan dalam hal terjadi Kegagalan

Bangunan.

Pasal 85F
Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan
dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai
Ahli.
Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga

pendukung lainnya.

Pasal 85G
Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian
Kegagalan Bangunan, meliputi:
a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap

ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan,
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Kesehatan, dan Keberlanjutan;

menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan
Bangunan;

menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau
tidak berfungsinya bangunan;

menetapkan pihak yang bertanggung jawab
atas Kegagalan Bangunan yang terjadi;
menetapkan besaran kerugian keteknikan,
serta usulan besarnya ganti rugi yang harus
dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;
menetapkan jangka waktu pembayaran
kerugian;

melaporkan hasil penilaiannya kepada
penanggung jawab bangunan dan LPJK
paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas;
dan

memberikan rekomendasi kebijakan kepada
Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya

Kegagalan Bangunan.

Pasal 85H

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib

bekerja secara profesional dan tidak menjadi

bagian dari salah satu pihak.

Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya

berhak:

a.

berkoordinasi dengan pihak berwenang yang
terkait;

memperoleh kompensasi, perlindungan dan
fasilitas keamanan, keselamatan, dan
kesehatan kerja dari pemberi tugas;
menghentikan kegiatan investigasi dan
penelitiannya, serta segera melaporkan
segala sesuatu kepada pemberi tugas
mengenai ancaman dan gangguan

keamanan, keselamatan, dan kesehatan
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selama proses kerja;

d. menjelaskan baik lisan maupun tulisan,
segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang
didapat dari hasil penilaian Kegagalan
Bangunan yang dapat
dipertanggungjawabkan hanya kepada para
pihak; dan/atau

e. mendapatkan pelindungan, termasuk
pengawalan bila diperlukan dari pihak yang
berwenang untuk memasuki lokasi kejadian

dalam segala kondisi.

Pasal 85I

Penilai Ahli berwenang:

a.

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
meminta data yang diperlukan;

melakukan pengujian yang diperlukan; dan
memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya

Kegagalan Bangunan.

Pasal 85J

Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam
wilayah Indonesia;

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai
dengan Klasifikasi produk bangunan yang
mengalami kegagalan dengan subkualifikasi
paling kurang ahli madya dan/atau insinyur
profesional madya;

mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana,
pelaksana, dan/atau pengawas pada Jasa
Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari
bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan

paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
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mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif,
dan independen; dan
mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku

Penilai Ahli.

Pasal 85K

Setiap orang yang telah memenuhi kriteria dan

kompetensi sebagai Penilai Ahli sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85J wajib mengikuti
pelatihan Penilai Ahli dan dinyatakan lulus uji
terkait kompetensi Penilai Ahli.

Penilai Ahli yang dinyatakan lulus uji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

sertifikat Penilai Ahli dan dicatat oleh LPJK
melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi
terintegrasi.

Daftar hasil pencatatan Penilai Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan berkala

kepada Menteri.

Masa berlaku sertifikat Penilai Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yaitu S (lima) tahun.

Sertifikat Penilai Ahli dapat dicabut atau Penilai

Ahli dapat diberhentikan, apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan mengajukan
surat pengunduran diri yang ditandatangani
disertai meterai cukup;

c. melanggar kode etik dan kode perilaku;
dan/atau

d. melakukan tindak pidana yang telah
mendapat putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

Pasal 85L
Penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85C ayat (1) huruf b dilakukan

berdasarkan:
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a. laporan kejadian Kegagalan Bangunan dari
Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab
bangunan, dan/atau pihak lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85D ayat (1) kepada
LPJK; dan

b. permintaan Menteri kepada LPJK.

Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan

paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya

laporan mengenai terjadinya Kegagalan

Bangunan.

Pasal 85M

Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85L  ayat (1)
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja penilaian
ahli antara Pengguna Jasa atau
pemilik/penanggung jawab bangunan dengan
Penilai Ahli.
Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat lengkap para pihak;
b. lingkup penugasan;
c. waktu pelaksanaan penugasan;
d. Dbiaya pelaksanaan penugasan;
e. penanggung jawab biaya pelaksanaan

penugasan; dan

f.  tanda tangan para pihak.

Pasal 85N

Hasil pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan
dituangkan dalam laporan hasil penilaian
Kegagalan Bangunan.

Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri, LPJK, dan
Pengguna Jasa/pemilik/penanggung jawab
bangunan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari
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terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.
Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai

Ahli bersifat final dan mengikat.

Pasal 850

LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang
meliputi pemberdayaan dan pengawasan.
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelatihan dan pengembangan
kompetensi Penilai Ahli.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta kode etik

dan kode perilaku Penilai Ahli.

Pasal 85P

Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penilaian

ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik dan

kode perilaku Penilai Ahli.

Kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan
menerapkan Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;

b. bekerja secara berkeahlian sesuai dengan
kompetensinya;

c. dalam menjalankan tugas bersifat mandiri
dan bertanggung jawab atas objektivitas dan
kebenaran hasil investigasi;

d. Dbertanggung jawab berdasarkan prinsip-

prinsip keahlian sesuai dengan kaidah

keilmuan, kepatutan, dan kejujuran
intelektual;

e. menghindari terjadinya pertentangan
kepentingan dalam tanggung  jawab

tugasnya; dan
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memegang teguh kehormatan, integritas, dan

martabat profesi.

Kode perilaku Penilai Ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a.

dalam melaksanakan tugas profesinya wajib
melindungi kepentingan masyarakat luas di
atas kepentingan pihak-pihak lain;

harus mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi
maupun golongan;

memanfaatkan sumber daya secara optimal
dan efisien;

mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu
pengetahuan dan keterampilan di bidang
profesinya;

mencurahkan segala perhatian, kemampuan,
pengetahuan, kepandaian, dan pengalaman
yang ada padanya untuk penyelesaian tugas;
bersifat jujur tentang keahlian dan
kemampuannya dan tidak akan menerima
tugas pekerjaan di luar keahlian dan
kemampuannya;

memenuhi janjinya dalam menyelesaikan
tugas yang dipercayakan dan menjadi
tanggung jawabnya;

menolak suatu penugasan yang dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan
dengan pemberi tugas, masyarakat, dan
lingkungan;

menyampaikan laporan secara jujur dan
objektif berkaitan dengan tugasnya kepada
pemberi tugas; dan

tidak boleh menerima imbalan atau
honorarium di luar ketentuan atau

perjanjian kontraktual yang berlaku.
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Pasal 85Q

(1) Sanksi terhadap Penilai Ahli meliputi pelanggaran
kode etik dan/atau kode perilaku Penilai Ahli.

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa sanksi administratif.

Pasal 85R

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegagalan Bangunan

dan Penilai Ahli diatur oleh Menteri.

Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:

a.

Pemerintah Pusat kepada penyelenggara
Pemerintahan Daerah provinsi dan
Masyarakat Jasa Konstruksi;

Pemerintahan Daerah provinsi kepada
Masyarakat Jasa Konstruksi; dan
Pemerintahan Daerah kabupaten /kota

kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Masyarakat Jasa  Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.
b.

C.

e

5@ oo

=

—.

asosiasi perusahaan;

Asosiasi Profesi;

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
Konstruksi;

Pengguna Jasa;

Penyedia Jasa;

perguruan tinggi/pakar;

pelaku rantai pasok;

Tenaga Kerja Konstruksi;

pemerhati Konstruksi;

lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan

pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
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33. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 123A

Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat (5),

Menteri  menetapkan  komite  Keselamatan

Konstruksi yang bertugas membantu dalam

penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketua;

b. sekretaris;

c. bidang; dan

d. sekretariat.

Struktur  komite = Keselamatan = Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Menteri.

Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:

a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
Pekerjaan Konstruksi yang diperkirakan
memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi
besar dan sedang;

b. melaksanakan investigasi Kecelakaan
Konstruksi;

c. memberikan saran, pertimbangan, dan
rekomendasi kepada Menteri berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan
Konstruksi dengan Risiko Keselamatan
Konstruksi besar dan sedang dan/atau
investigasi Kecelakaan Konstruksi untuk
mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Menteri.
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Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan

sebagai berikut:

a. memasuki tempat kerja Konstruksi;

b. meminta keterangan dari pihak terkait;

c. meminta data yang berhubungan dengan
tugas komite; dan

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait
Keselamatan Konstruksi.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c terdiri atas koordinator dan anggota

sesuai dengan bidangnya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d terdiri atas koordinator dan anggota.

Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 150A

Ketentuan lebih rinci mengenai:

a.

kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya
peralatan Konstruksi dan nomor pengenal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (7);
rincian persyaratan kompetensi khusus Tenaga
Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28B ayat (1) huruf b;

subklasifikasi untuk setiap Klasifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2);
format surat permohonan, salinan daftar
pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja
pendamping warga negara Indonesia, surat
pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28H ayat (2). Pasal 29B ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3);

format penetapan penyetaraan kompetensi

Tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan
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penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
asing dengan ketidaksesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28J ayat (3) dan ayat (4);
besaran dan bobot penilaian dan penetapan
satuan  kredit pengembangan = keprofesian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29];

struktur organisasi LSBU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41D ayat (1);

kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41J;

Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
410 ayat (1) menggunakan format;

rincian persyaratan Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42G ayat (1);

alur tata cara Akreditasi asosiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1); dan

tata cara penilaian kinerja sesaat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 152

Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan
tertulis dan denda administratif kepada usaha
orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan
berusaha di wilayah masing-masing.

Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu
persen) dari semua nilai Kontrak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha
orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi

salah satu kewajiban berupa kepemilikan
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perizinan berusaha dan pembayaran denda
administratif, @ dikenai  sanksi penghentian
sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi

hingga terpenuhi kewajiban.

36. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi

37.

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 153

Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan
tertulis dan denda administratif kepada badan
usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha di
wilayah masing-masing.

Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10%
(sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu
kewajiban berupa kepemilikan perizinan
berusaha dan pembayaran denda administratif,
dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan
layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi

kewajiban.

Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 154
Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis
dan denda administratif kepada badan usaha
asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk
dalam rangka kerja sama modal yang tidak
memiliki perizinan berusaha.
Besaran nilai denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10%
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(sepuluh persen) dari semua nilai Kontrak.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
usaha asing berbadan hukum Indonesia yang
tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak
membayar denda administratif, dikenai sanksi
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

antara ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155

disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 154A dan Pasal

154B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 154A
Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan
sanksi peringatan tertulis kepada LSBU yang
tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajibannya.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, LSBU tidak dapat memenuhi persyaratan
dan/atau melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka
dikenakan sanksi pembekuan Lisensi.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
LSBU tidak memenuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan

Lisensi.

Pasal 154B
Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan
sanksi peringatan tertulis kepada LSP yang tidak

lagi memenuhi persyaratan dan/atau
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melaksanakan kewajibannya.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, LSP tidak dapat memenuhi persyaratan
dan/atau melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka
Menteri menyampaikan rekomendasi penghentian
sementara Lisensi LSP kepada lembaga
independen yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSP
tidak memenuhi persyaratan dan/atau
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka Menteri menyampaikan
rekomendasi pencabutan Lisensi LSP kepada
lembaga independen yang mempunyai tugas

melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 157A

Dalam hal asosiasi terbukti tidak lagi memenuhi
syarat status Akreditasi yang ditetapkan, Menteri
memberikan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan status Akreditasi; dan

c. pencabutan status Akreditasi asosiasi.
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis dalam hal Asosiasi Badan
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Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi
melakukan pelanggaran atas kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2).
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2),
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi dikenai sanksi pembekuan
Akreditasi.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2),
Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi
terakreditasi dikenai sanksi pencabutan

Akreditasi.

40. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 161
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal
132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan
sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa
Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang
menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi
untuk pembangunan kepentingan umum tanpa
melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
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(2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa
melalui Tender atau Seleksi, atau katalog

elektronik.

Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 163

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada
Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang
tidak memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa
tidak memulai tindakan perbaikan untuk
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi
denda administratif dan penghentian sementara
kegiatan Konstruksi.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen)
dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan.

(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi penghentian
sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah
memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan, maka  sanksi  penghentian

sementara dicabut dan Penyedia  Jasa
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melanjutkan kegiatan Konstruksi.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan dan tidak membayar denda
administratif maka dikenakan sanksi
pencantuman dalam daftar hitam.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman
dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan
berusaha.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia
Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi
pembekuan perizinan berusaha dicabut.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia
Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi

pencabutan perizinan berusaha.
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42. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 164
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada
Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang
tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetujuan.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa
tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka dikenakan sanksi denda administratif dan
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa
Konstruksi.
Besaran denda  administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen)
dari nilai Kontrak.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi penghentian
sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia
Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau
persetujuan, maka sanksi penghentian sementara
dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan
layanan Jasa Konstruksi.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan
pengesahan atau  persetujuan dan  tidak
membayar denda administratif maka dikenakan
sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari

kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman
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dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi
ketentuan pengesahan atau persetujuan maka
dikenakan sanksi pembekuan perizinan
berusaha.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi
ketentuan pengesahan atau persetujuan maka
sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi
ketentuan pengesahan atau persetujuan maka
dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha

dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

43. Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 168A

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda
administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi
yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang
memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
yang tidak berpraktik sesuai dengan standar
kompetensi kerja nasional Indonesia, standar
internasional, dan/atau standar khusus.

Besaran nilai denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10
(sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja

Konstruksi tersebut.
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi peringatan
tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja
Konstruksi tidak membayar sanksi denda
administratif dan  memperbaiki praktiknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi
pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut
dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa
Konstruksi.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga
Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda
administratif dan  memperbaiki praktiknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat

Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus melakukan
permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga)

tahun.
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44. Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 176A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a.

LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya,
tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas LPJK
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai
berakhirnya masa jabatan;

pelaksanaan Akreditasi Asosiasi yang telah
dilakukan sampai dengan tahap verifikasi dan
validasi berkas asosiasi berdasarkan peraturan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan
sampai dengan selesainya seluruh proses
Akreditasi asosiasi;

LSP yang telah beroperasi melaksanakan
penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi harus melakukan permohonan
rekomendasi Lisensi kepada Menteri melalui LPJK
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini;

konversi jenjang Kualifikasi jabatan pada
Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan;

proses pengadaan barang/jasa pemerintah

menggunakan informasi Sistem Informasi Jasa
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Konstruksi terintegrasi paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan;

pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan
sampai dengan tahap perencanaan atau tahap
persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan
sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan
peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap
dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh
kegiatan Jasa Konstruksi;

pengadaan pekerjaan rancang dan bangun
(design and build) yang telah dilakukan sampai
dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan
berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetap harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini;

pengadaan pekerjaan rancang dan bangun
(design and build) yang telah dilakukan sampai
dengan tahap pelaksanaan berdasarkan
peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap
dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh
kegiatan Jasa Konstruksi; dan

Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan
lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

telah membentuk LSP yang telah mendapatkan
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Lisensi dari lembaga  independen = yang
mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah
ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan

Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa

Konstruksi dengan menyampaikan permohonan

pencatatan kepada Menteri yang dilengkapi

dengan:

1. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi
oleh Menteri yang masih berlaku atau izin
pendirian bagi lembaga pendidikan atau
tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang
sesuai dengan = peraturan = perundang-
undangan,

2. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja
bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;

3. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi
layanan Lisensi;

4. sarana dan  prasarana, tempat uji
kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi
yang dimiliki; dan

5. ruang lingkup Lisensi LSP.

45. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 178A
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494),

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
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Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

I. Kombinasi dan Kodefikasi Jenis Sumber Daya Peralatan Konstruksi dan
Nomor Pengenal

1. Alur Pencatatan Sumber Daya Material Konstruksi
a. Permohonan pembuatan akun
ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI:
TAHAP PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN
. - 5
=
—
g Mengirimkan Bencocokan data
tsutan/ hnk
é aktivasi ke emall Pangitoaaen i KT dengan KTP
CHIHTT TRNGAG panCaCoRir
dla produsen NE%
L A )
F Merigeyulan Aktivasi akun 7 g Ya / ‘
* m‘v)\r\:&m S| -dengan caca ik | Ep o = '&-
z pada SIMPK link aktivasi / /
T J
Produsen 1P /
S— / Permohonan
§ m:’::z" Parmohonae dengun mungisse 4 _“ 4 ulang hnk aktevasi
parntaatun shun Narna, alamal, amall horak, N /
TAHAP PENOAF TARAN

b. Pengigian . . .

www.peraturan.go.id
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b.  Pengizsian data dan informasi serta pengunggahan dokumen

pencatatan

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI:
TAHAP PENGISIAN & PENGUNGGAHAN DATA

S
= o -
5 T Ao,
§ I -~ lengkap
~ Venifikas: 7 N
kelengkapan |—< T _—ei B |
ﬁ dokumen \ =
‘\AJ,/ DA yang GRLgorinan mancislcry maa wagt: 3. den
— MRG0 N0 (1% M1AlE USDR Debah Drns ety IS be Tidak
Dronun slarydrs
| Akses SIMPK
| dalam rangka data Penggungahan
‘ pengisian don m‘“‘""‘"d&' s terkat material el  iurnen yang
penggunggahan omtruks diperiukan
data
ot procuen MK fergy D198 yar asian sres dar xmzetLont ol
wtas Narma, Namor KTRY 2 *
wrdfhat desdesaan S dan dan werithug TRON.
NI LIP, Jatiatan, Alemat.
Exmail, Kovtak sartifiat THON
TAHAP VERIFIKAS! & VALIDAS

¢, Verifikasi dan validasi

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI:
TAHAP VERIFIKAST & VALIDASI

Valaw 8ebenar dn dobumen senort sertifaat hessuusan M de
sertfibat TRON chlakibun dengan bersoordines dengan Kamerteran
Porirchustran dan Bacen Standansas Nascrad (BSA)

TIM PENCATATAN

— / 4 Validasi kebenaran = N Melakukan
“;8 ._7 P SRS /L_ mm ,._. - Manﬂhz!:m
= £ dengan dokumen N
—
Mendapatkan
- notifikas verfikasi Hibscgimet o
dan menunggu ,|
tahap validasi data ¥4 kol velid

TAHAP VERIF IKASI & VALIDAS

d. Penerbitan . .

www.peraturan.go.id
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Penerbitan dan penetapan nomor pencatatan

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI:
TAHAP PENERBITAN & PENETAPAN NOMOR PENCATATAN

Dengant terlainya nomor pencatatan, wtings

IYtori ol honalr ko nuce lorsstal dularm SINPY
dan dapat dicok stalumiya melalul HINPK

Porwianen percstatan
ket SR S0k
wlag bl

MNomor

Menerbitkan
Nomor Pencatatan

Pencatatar
( betum
ditetaghan oleh
SK Pencatatan

notifikes: data
tervalidas

2021, No.24

TAHAP VERIFIKASE S VALIDASI

TAHAP PENERIETAN NOMOR PENCATATAN

TIM PENCATATAN

e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL KONSTRUKSI:
TAHAP PUBLIKASI DAN PENGARSIPAN DATA DAN INFORMASI

(D

Publikasi dan
pengarsipan data dan
mformas

Mengunduh dokumen
SK yang sudah
dipubiiasi

—

TAHAP PUBLIKASE DAN PENGASSIPAN DATA DAN INFORMAS!

www.peraturan.go.id

2. Alur . . .
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2.

TIM PENCATATAN

-154-

- -

Alur Pencatatan Sumber Daya Peralatan Konstruksi

a.

Tahap permohonan Pembuatan Akun

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI:
TAHAP PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN

Mengieimkan
tautan/ hnk
aktivasi ke emall

Pongueggatan buio TP
calinm ranghas peococ ckan
doda Purnas SOPK

Pencocokan data

dengan KTP

Mengajukan Aktivas akun N Yo
§ permohionan B denoan care ik B o b A
pembuatan akun O SN 7 Testran
5 pada SIMPK link aktivas .
§ sz Mvon Gaget Permohonan
Prrelfh SUPK lescie) Parmohonan sengan mangisaan S ulang link aktvasi
st KD Badah gy ajamat, omasl weritak. NI
— Uharha! Perorangan
TAHAP PENDAF TARAN
b. Tahap pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen
pencatatan
ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI: TAHAP PENGISIAN &
PENGUNGGAHAN DATA
2
: e
8 Verifikas N Lm,
hesenghapan ) — B |
l!. dokumen N 2
.‘A_,- Mym%:-m&m
— m oasem TSI A
— t proses sefarjutrys Tidak lefgkap
Axses SIMPK
dalam rangka - Pergsian cata Penggungahan
s pmgm:‘gm pr—V ‘:'?‘lm:g;:l p—y teires SDPX — o yang
penggunggahan 2 (per umit) o
data
Dt tebews SOPY wpociet gtz Dabumen yang dipedulan
Dlmrnml&wfl!"aﬂ Mark: Tos. Fokoi il fid Teko
% #las; Narma, Nemor KT vm-‘:a».:ws.. m‘.'.."m.':f.u.‘

NI/ LR, Jobatan, Alemit,
Ermail, Wortak

Rangra Mean Buas Koper

dati

ey

o Lan

——————————————————————————————————————————————————————— . TAHAP VERIFIKASI & VALIDASI
TAHAP PENGISIAN & PENGUNGOAHAN DATA DALAM RANGKA PENCATAIAN

c. Tahap . ..

www.peraturan.go.id
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¢. Tahap verifikasi dan validasi
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ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI:

TAHAP VERIFIKASI & VALIDASI

VUbcan baberr o0 Gokiamon spern Duks

hepernithan dapot Allumacn dergan
berker jasama dengan sgun tungaal

— / Validasi kebenaran
/ / Melakukan
B — ruv:v‘hn — mm m —— - Karifikasi valiitas
DS { _/ dengan dokumen data
Mendapatkan
notifikies verifikas: Melenguq l:nu
dan menunggu perbaiki
tahop validasi data yang behum vald
TAHAP VERIFIKASE & VALIDAS!

d. Tahap penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI:
TAHAP PENERBITAN & PENETAPAN NOMOR & TANDA PENCATATAN

s Dergaaret b itingd tanda i . = 3
pencalaton, snieys uet S0P elapan pecattan ;
-4 C — Nuthan tertatat dafum SINEW atohs SX Sas A2y \D)
= = dan depial dosk stananys oltop tuln
i g d SINPY
- Menyampadan
5 Menerbitkari QR G rekomendasi untuk
B Nomor dan Tanda s selanytrvya
Pencatatan LB dretachan mormor Gan
tanda pencatatan
& Mendapatian notiikas
Mendapatkan penerbaan tanda
dan
notifikivs data pencatatan dan
tervalidey mencetak tancs
otentuan untiuk
ditempeihan pada unt
£X 1907 1009 12005

e. Publikasi . . .

www.peraturan.go.id
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e. Publikasi dan pengarsipan data dan informasi.

ALUR PENCATATAN SUMBER DAYA PERALATAN KONSTRUKSI:
TAHAP PUBLIKASI DAN PENGARSIPAN DATA DAN INFORMASI

SOPX betum
-4 At b 10O il e
§ oA lﬁ?&: -—. tm Publikasi dan
- ]
é SOPK fetah metaluirfksa ujl dan memilk ,;:
Surat Kederangon Mpmonubi Syarst K3 darl —ds
= Kementerian Kelerugjoker jsn
= | Lo
/"} S0P hive ( Dokumen rksa & up
g /“ N ,"/ | Kctmb:\'x;‘.aT M&:n‘:nm
5 Syarat K3 dcatathan
i dan d‘u;fuup:v dalam
&
TAHAP PUBLIKASE DAN PENGARSIPAN DATA DAN INFORMAS!
3. Kodefikasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi
No | Kategori Kode | Subkategori Kode KAPASITAS
Net Power (HP); Bucket
Eorth Works EW | Excavator EXC Copacity (m3)
Net Power (HP), Bucket
Eerth Works EW | Bulldozer BDZ Capacity (m3)
Net Power (HF), Blade
EBarth Works EW | Motor Grader MGD Widih (m)
Net Power (HP), Bucket
i Earth Works EW | Track Loader TLD Capaciiy (m3)
Net Power (HP]; Drum
Eorth Works EW | Padot Rollers PFR Widik (m)
Net Powser (HF), Mixer
Eorth Works EW | Soil Stabilizer S8T Depth (mm)
Net Power (HF), Blade
Eorth Works EW | Whee! Dozer WLD Capacity (m3)
Net Power (HP), Bucket
Eerth Works EW | Wheel Loader WLL Copacity (m3)
EBarth . . .

www.peraturan.go.id
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No | Kategor Kode | Subkategor Kode KAPASITAS
Net Power (HP|;, Bucket
Beoth Works EW | Backhoe Loader ELD Copractty (m3]
Net Power (HF|; Bucket
Eorih Works EW | Wheed! Excavaicor | WEX Copacity (m3)
Nei Power (HP|; Bucket
Earth Works EW | Skid Steer Loader | 2SL Caprcity (3]
Net Powser (HP), Pulling
Eeoth Works EW | Tracior TRC Fouver (ton]
Net Fower (HF), Moax
Barth Works EW | Surfoce Drill SFD Depth (m)|
Landfiil Net Fower (HF|, Blade
Eorth Works EW | Cormpactor LFC Copractty (m3]
Beoth Works (gilahltan dii=i oleh
{Others] EW | Cthers OEW pemilik]
Crrshing ord .
Cr ty (t h];
Mt eriad Screening Flonts wpasty E:I«:C')\;K] I; Fower
Broduction MP | fporiakle) ZFP
Crrishing coud . .
Meteriad Screening Flants Capacity (f{?\;{ hl; Power
Broduction MP | fsfationary) CF3 [ ]
Mederial Aspholi Mg Copacty (ton/h); Power
EBroduction MF | Flanis AMPF (LA
2
Mrerteriad Net Fower (Hp);
Production MFP | Concreie Mixer CCM Kapagitas Drum (liter]
Entching and Net Power (kow],
Meterial Mfixing Hanis Kapazitas Produlsi
Production MF | Concrefe CEP (m3/jam)
Mederial (silahkan diisi oleh
Production emilik]
(Others) MP | Others OMP P
Lifting Net Power (Hp), Lifting
Eouaprrernt LTE | Truck Crane TKC Capacity (Ton]
3
Lifling Truck Movsited Net Power (Hp); Lifling
Eouaprmnent LTE | Crane TMC Capacity (Kg

Lifilna . ..
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Mo | Kategor Kode | Subkategori Kode KAPASITAS
Lifling Jib Max (Ton|; Panjang
Equapment LTE | Touwser Crane TWC Jib (m)

Lifling Telescopic Net Powser (Hp); Lifling
Eonaprrent LTE | Hondler TCH Copecity (Kgl
Lifiing Net Power (Hp); Lifiing
Eoniaprmernt LTE | All-Terrain Crone ATC Copacity (Ton)
Lifling Laitice Boom Net Fowser (Hp; Lifling
Eonaprrent LTE | Crawler Crone LEC Capacity (Ton|
Lifting (silahlkan diisi oleh
Equipment emilik)
(Others) LTE | Others OLT P
Rt Aspholi Finisher Net Fower (kow), Pouang
Baapment FE | firacked) AFT Width (1)
Faving Asphalt Finisher MNet Power (low]; Paving
Eauapment FE | fitheelad) APV Width (i)
Faving Net Power (Hp|; Paving
Eaquapment PE | Concrete Fover CCP Widih (m)
Faing Net Power (Hp);
Eouaprmnent PE | Bridge Finisher EGF Machine Length (m]
Foving Net Pouwser (Hp), Berat
4 | Equirrent FE Compactors ZOM (Ton)
Foving Prievimaotic Tire Net Fower (Hp), Berat
Bauapment FE | Roller FTR (Ton)
Fawingg Dovible Druam Net Powser (Hp], Berat
Eoqniaprmernt FE | Compacicr DDC (Ton)
Faving Rood Militg Net Fowser (Hp), Berat
Baapment FE | AMachine RMM (Ton)
Paving tsilahkan diisi oleh
Eauappmearnt il
(Others) PE | Others OFE pemilik)
5 Foundation Net Power (HF)]; Max
Eouaprent FE | Rig Bore Pile REFP Depth (m)

Foundation . ..
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No | Kategor Kode | Subkategor Kode KAPASITAS
Foundation MNet Power (HP|; Berat
Eouaprmnent FE | Dresel Hommer DLH Hammer (Kg]

Elelctrile Power (Kw);
Foundation Eccentric Power (Kg-
Eonaprrent FE | Vibro Hommer WHM crm|
Fovndation Elektrile Powwer (Kw);
Equaprment FE | Grout Pump GFFP Gronit Flow (liter/ min)]
Foundation (silahkan diisi oleh
Bquipment emilik]
(Others) FE | Others OFE P
Erection Lifting Capacity (Tor,
Eaquaprmnent EE | Launcher Beam LABE Panjang Laumcher (m)
&) T
Erection (silahkan diisi oleh
Bauupment emilik
(Others) EE | Others OEE P !
Net Pouwer (HP),
Concrete Aciily | CA | Concrefe Pump TP Pressure (Bar)
Collor Size Diomier
Concrete Activiiy | CA | Concrefe Vibrator | CTV (mm)|; Berat (kg
7
Troweal Digmeter (mim),
Concrete Activily | CA | Power Trowse! FRT Trowwe! Speed (rpro]
Concrete Activiiy (gilahlwan dii=i oleh
{Others] CA | Cihers OCA pemilik]
Frestress Tool Copacity (Ton|;
Concrete Nomina Strand (inch)
Eanapmernt PCE | Pre-stress Tools F=T
& | Erestress
Concrete (silahlkan diisi oleh
Eouaprment permilily
[Others) PCE | Cthers OPC:
Special Hole Diameter (mm),
Eouaprrent SE | Jurmbo Dl JDL Drifling Coverage (m2)
% |“Special (silahkan diisi oleh
Eouaprmnent nemililal
[Others) =E Oihers 2R Speciad . . .
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Mo | Kategori Kode | Subkategori Kode KAPASITAS
Net Poweer (low); Tinggl
Light Equiiprmernt LE | Light Towver LTR Tower (1)
Light Exuaiprmernd LE | Generaior Set GST Kapazitas (LVA]
10 Operaiirg Pressure
Fortakble A (legf/ cm); Free Ar
Light Bquaprment LE | Compressor FAC Deltvery (37 min]
Light Ecquiiprmernd (silahlkan dii=i oleh
{Others] LE | Cithers OLE pemilik]
Fower [Pz, Lump
Transportation TF | Dromp Truck DTK Copractty (m3]

11 Fower (Pa), Mixer
Trnsportfation TP | Truckidfixer TME Copactiy (m3)
Transportation (silahlkan diisi oleh
{Others) TF | Gthers TP permilil]
Surireying ard i
Testing ST | Ao Levels ALE

12
Surveymg ard (gilahlan diisi oleh
Testing (Others) ST | Cihers O5T petmilik]

4, Format . ..
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4. Format Nomor dan Tanda Pencatatan Sumber Daya Peralatan
Konstruksi

1D Usut r
Pencatuean E .

“Tabun . Tibun Berdasarkun i -
= i < PK

‘e -
OE AR
2 Anpka E
EXC-1993-1- 20000001

M M ﬂ ) [ﬂ-(uxnxn|

I: Individu
P: Perusahaan
K: Kementerian/Lembaga/ Instansi/Daerah

II. Rincian . . .

www.peraturan.go.id
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Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi
o Persyaratan Pe ngaka man
";:::.E'L::ia Jenjang Persya@atan Pendidilan dengan b batan Kerja yang Persyaratan Kompetensi
sama
SD;E;:,;"SD;kmrTaapm," Pen didikan Minirnal O-tahun
Jenjang 2 [S3/ 52 Terapan /Pendidikan Spesidis 1 Miniral & tahun bulus Uji Kempeten = Jabatan
Pendidikan Profesi Wlinirnal 10 tahun Anli Jenjzng 3
51/51 Terapan) DA Terapan Minimal 12 tahun
Magister/ Magister Terapan /33/52 Minimal © tahun ) _
. Jenjang 8 Teraa.a!'u," Pend|d|k.a'| Spesais1 _ Lulus Lji Kgmpgten 5 labatan
Ahli Pendidikan Profesi Minirnal 10 tahun Ahlilenjang 2
5151 Terapan) DA Terapan Minimal 12 tahun
Pendidikan Profesi Minirnal 0 tahun
SIS 1Tergpan) DA Terapan (dengan
. pernberian kompetensi tarmbahan . Lulus Uji kempeten 5 Jabatan
Jenjang 7 untuak fresh gracuate masa berlaku Minimal 0 tzhun Ahlilenjang 7
SKK adalah 1 tahun))
SIS 1Tergpan) DATerapan Wiinirnal 2 tzhun
S1/51Tergpan) DATerapan Wiinirnal 0 tahun
Jenjang & [BX] Minimal 4 tahun Lulus Uji kempeten 5 Jabatan
D2 Miniral 8 tzhun TeknisifAndis lenjang ©
[EXN Minirnal 12 tahun
[BX] Minirnal 0 tahun
Dz Minirnal 4 tahun . .
Teknsiff nalls  |Jenjang 5|01/ SVIK Plus Minirnal & tahun Lulus Uji Kornpeten i Jabatzn
—m Wliniral 10t TeknisifAngis Jenjang 5
ShA Minirnal 12 tahun
D2 Minirnal 0 tahun
Jenjang 4 D1/ SMEK Plus Minimal 2tshun Lulus Uji Kernpeten 5 Jabatan
SKIK Miniral 4 tzhun TeknisifAndis lenjang 4
ShA Minimal & tahun
D1/ SMEK Plus Winirnal 0 tahun
) SMK Minirnal 3tahun Lulus Uji Kormpeten 5 Jabatan
lenjang 3 — )
ShA Miniral 4 tahun Operator Jenjang 3
Pendidikan Dasar Minirnal 5 tahun
Operator SME Minirnal 0 tahun . X
Jenjang 2[SMA Minimal 1 tahun L”'ust';‘g;(:t:fjie}“;gmm
Pendidikan Dasar Minirnal 2 tahun
) Pendidikan Dasar Minirnal 0 tahun Lulus Uji Kermpeten 5 Jabatan
lenjang 1

Mon Pendidikan (dengan PEK)

Minirnal Ztahun

OperatorJenjang 1

II1. Fenetapan . . .
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III. Penetapan Klazifilkazi dan Subklazifikasi

KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TEK

2021, No.24

KLASIFIKASI

SUB KLASIFIKASI

ARSITEKTUR

ARSITEKTURAL

SIPIL

GEDUNG

MATERIAL

JALAN

JENMEATAN

LANDASAN UDARA

TEROWONGAN

BENDUNG DAN BENDUNGAN

IRIGASI DAN RAWA

SUNGAI DAN PANTAI

AIR TANAH DAN AIR BAKU

BEANGUNAN AIR MINUM

BEANGUNAN AIR LIMEAH

BANGUNAN PERSAMPAHAN

DRAINASE PERKOTAAN

GEOTEKNIK DAN PONDASI

GEODE SI

JALAN REL

BEANGUNAN MENARA

BEANGUNAN PELABUHAN

TESTING DAN ANALISIS TEKNIK

BEANGUNAN LEPAS PANTAI

PEMBONGKARAN BANGUNAN

GROUTING

Melcanilkal . . .
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KLASIFIKASI SUB KLASIFIKASI

MEKANIKAL

TEKNIK TATA UDARA DAN
REFRIGASI

PLUMBING DAN POMPA MEKANIK

PROTEKSI KEBAKARAN

TRANSPORTASI DALAM GEDUNG

TEKNIK MEEKANIKAL

ALAT BERAT

TEKNIK LIFTING

TATA LINGKUNGAN

TEKNIK AIR MINUM

TEKNIK LINGKUNGAN

TEKNIK AIR LIMEAH

TEKNIK PERPIPAAN

TEKNIK PERSAMPAHAN

MANAJEMEN PELAKSANAAN

KESELAMATAN KON STRUKSI

MANAJENEN
KONSTRUKSI/MANAJENEN
PROYEK

HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI

PENGENDALIAN MUTU
PEKERJAAN KONSTRUKSI

ESTIMASI BIAYA KON STRUKSI

MANAJEMEN ASET HASIL
PEKERJAAN KONSTRUKSI

ARSITEKTUR LANSKAP,
ILUMINASI DAN DESAIN
INTERIOR

ARSITEKTUR LANSHKAP

TEKNIK ILUMINASI

DESAIN INTERIOR

Ferencanaan . .
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PERENCANAAN WILAYAH
DAN HOTA

PERENCANAAN WILAYAH

PERENCANAAN KOTA (UREAN
PLANNING

PERANCANGAN KOTA (URBAN
DESIGHN)

SAINS DAN REEKAYASA
TEKNIK

INVESTASI INFRASTRUKTUR

KOMPUTASI KON STRUKSI

PELEDAKAN

IV, Format . . .

2021, No.24
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IV. Format surat permohonan, salinan daftar pengalnman kerja, surat
pemmyatann tenaga kerja pendamping warga nepara Indonesia, dan surat
pernyataan.

Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan IvEasa Berlaku SKK
Kualifikasi Ahli

Momor 20
Lampiramn:
Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikaszsi Ahli

Kepada Yth. .
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Honstruksi {LPJK)
di

temmpat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yvang bertanda tangan di bawah ini:
MNama et e e e e e e e e e e
Alamat D
Nommor Registrasi | o e e
Jabatan Kerja

mengajultan permohonan untulk mendapatltan perpanjangan masa
berlaku/registrasi ulang SKK Kualifilasi Ahli sesuail dengan berkas

doltumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampailkkan dan atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Heormat ltami,
Pemohon
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Daftar Berltasg Dokumen Lampiran

Nama Permohionn oo,
Surat Tanggal |,

2021, No.24

Dalumen

Ada

Tidal Ada

Sertifikat Kompetenai
Kerja kualifilkazi ahli,

galinan Kartu Tanda
Penduduk (KTP| Pemohon
vang mazih berlalku,

Wajib Pajak (NPWP)
perorangan

zalinan Kartu Nomor Folkolc

dizampaikan adalah benar

surat pernyataan dari
pemohon yvang menyatakan
bahwa zeluruh data dalam
dokumen VENZ

*| Coret yang tidalk perlu

Sekretariat LPJK
Femerilzaa:

Surat .,
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Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Iviasa Berlakn
SKK Kualifikasi Ahli

Fada hari ..........., Tanggal ... .............. ..., Bulan ... .............., Tahun
ey bertempat di L, g28ya yang bertanda tangan di
bawah ini

Nama

Alamat

Neotmor Registrasi
Jabatan Kerja

Dengan ini menyatalkan data yang saya sampaikan adalah benar dan
berzedia  menyvampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila
dikemudian hari ditemulan bahwa data dalam dokumen yang diberikan
tidals benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetaplean oleh
pemerintah, gayva berzedia dikenalan sanksi,

Yang bersangkutan

(Materai)

{TTD & Nama jelas)

Surat L.
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Surat Pernyataan Permohonan Perpanjangan IViasa Berlaku SHK
Kualifikasi Teknisif Analis dan operator

OO, e, 20000

Lampiramn:

Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKK Kualifikasi
Teknisi/ Analis dan operator

Kepada Yth. .
Ketua Lembaga FPengembangan Jasa Konstrulsi (LEJE]
di

tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yvang bertanda tangan di bawah ini:
MNama L e e e e e e e e e e e
Alamat .

Nomor Registrasi | o e
Jabatan Kerja

mengajultan permohonan untulk mendapatltan perpanjangan masa
berlaku/registrasi ulang SKK Kualifikasi Teknisi/ Analis dan

operator sesual dengan berkas dokumen terlampir,

Demikian permohonan ini kami sampailkkan dan atas perhatiannya
lkami ueapkan terima kasih,

Hormat kami,
Pemohon

Daftar . . .
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Daftar Berlkkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon @
Surat Tanggal @+

Dalumen

Ada

Tidak Ad=a

Sertifilcat Kompetensai
Kerja kualifikasi Telknisi/
analiz dan operator;

galinan Kartu Tanda
Pendudulk (KTF|] Pemohon
vang mazih berlalou,

galinan Kartu Nomor Polkok
Wayjib Pajak (NPWF]
perorangan (Khusus
Teknizi/ Analis)

surat pernyataan dari
pemohon yang menyatakan
bahwa zeluruh data dalam
dokurmen Vang
digampailean adalah benar

*| Coret yang tidak perlu

Seltretariat LBPJK
Femeriksa:

Surat ..
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Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Perpanjangan Masa Berlaku Skk
Kualifikasi Teknisif Analis Dan Operator

FPada hari ............, Tanggal ... ................,Bulan ... .............., Tahun
ey bertempat diLL s, g8yA yang bertanda tangan di
bawah ini:

MNama

Alamat

Nomor Registrasi
Jabatan Kerja

Dengan ini menyatakan data yang saya sampailkan adalah benar dan
berzedia menyampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila
dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan
tidale benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetaplan oleh
pemerintah, gava bergedia dikenalan sanksi,

Yang bersangkutan

(Materai]

{TTD & Nama jelas)

Surat .

Surat Pernyataan Permohonan Henaikan Jenjang Kualifikasi Ahli

MNomor e 200
Lampiran
Hal : Permohonan Kenailkan Jenjang Kualifikasi Ahli
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Kepada Yth,

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Honstruksi {LPJEK)
di

termnpat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
MNama et e e e e e e e e e e
Alamat .

Nomor Regiatrasi | o i i i i i i e e e e
Jabatan Kerja

mengajulkan permohonan untulk mendapatkan kenaikan jenjang
Kualifilkkasi Ahli seauai dengan berkas dolkumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampailtan dan atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
Daftar . . .
Daftar Berltasg Dokumen Lampiran
Nama Pemohon o,
Surat Tanggal @
Ha. Dalumen Ada Tidalk Ada
1 Sertifikat Kompetenai

Kerja kualifilazi Ahli,

salinan Kartu Tanda
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vang mazih berlalku,

Penduduk (KTP| Pemohon

Wajib Pajak (NPWP)
perorangan

salinan Kartu Nomor Polols

dizampaikan adalah benar

surat pernyataan dari
pemohon yvang menyatakan
bahwa zeluruh data dalam
dokumen VAN

*| Coret yang tidalk perlu

Sekretariat LEJE
Femerilzza:

Surat . ..
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Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjany
Kualifikasi Ahli

FPada hari ..........., Tanggal ...... .. ... ... .o, BUlann . ..o v, Tahun
v ey pertempat di e 00, 28va yang bertanda tangan di
bawah ini

MNama

Alamat

Nomeor Registrasi
Jabatan Kerja

Dengan ini menyatakan data vang sava sampailkan adalah benar dan
berzedia  menyvampaikan dokumen aslinya jika diperlukan. Apabila
dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan
tidale benar dan/atau melanggar ketentuan yvang telah ditetaplmn oleh
pemerintah, gaya berzedia dikenalkan sanksi,

Yang bersangkutan

(Materai]

ITTD & Nama jelas)

=urat ...
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Surat Pernyatann Permohonan Kenaikan jenjang Kualifikasi
Teknisif Analis dan Operator

OO, e, 2000

Lampiramn:

Hal : Permchonan Kenailkan Jenjang Kualifikasi Telknisi/ Analis
dan Operator

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Honstrukei {LEJE)
di

tempat

Dengan hormat,

Dengan ini, saya yvang bertanda tangan di bawah ini:
MNama L e e e e e e e e e e e
Alamat .

Nomor Registrasi | o e
Jabatan Kerja

mengajulkan permohonan untulkk mendapatlkkan kenaikan jenjang
Kualifikasi Telknisi/ Analis dan Operator sesuai dengan berkas

dolumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampailkkan dan atas perhatiannya
lkami ueapkan terima kasih,

Hormat kami,
Pemohon
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B

Daftar Berlkkas Dokumen Lampiran

Nama Pemohon @ o,
Surat Tanggal @+

Dalumen

Ada

Tidak Ad=a

Sertifilcat Kompetensai
Kerja kualifikasi Ahli,

galinan Kartu Tanda
Fenduduk [(KTF] Pemochon
vang mazih berlalcu,

Wajib Pajak (NPWP)
perorangan

galinan Kartu Nomor Poltole

dizampaikan adalah benar

surat pernyataan dari
pemohon yang menyatalkan
bahwa zeluruh data dalam
dokurmen Vang

*] Coret yang tidals perlu

Sekretariat LEJE
Femerilzza:

Surat ...
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Surat Pernyataan Kebenaran Isi Data Dalam Kenaikan Jenjang
Kualifikasi Teknisif Analis Dan Operator

Pada hari ..........., Tanggal ....... .. ..., Bulatn oo, Tathun
v e ey Rertempat di L, 28vE vang bertanda tangan di
bawah ini

MNama

Alamat

Nomor Registrasi
Jabatan Kerja

Dengan ini menyatalkan data vang sayva sampaikan adalah benar dan
bergedia menvampaikan dokumen aglinya jika diperlulan., Apabila
dikemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan
tidal benar dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, saya berzedia dikenalkan sanksi,

Yang bersangkutan

(Materai]

{TTD & Nama jelas)

Format. . .
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Format
DAFTAR PENGALAMAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nama TEA
Kewarganegaraarn

Momor

Fazpor

Jabatan Keria
No Pengegahan RFTKA
Peruzshaan Pemberi Kerja

Feriade

No. Nama Nil:?_i Lok?—Si pgqa}g;a Ja}-::t:a.ac-it:n m(aiigud

Pekerjaan | Pekerjaan | Pekerjaan Jaza Pelerjaan waktLi

selesal)
1
2
3
4
5
dat,

Format . ..
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Format
SURAT PERNYATAAN TENAGA KERJA PENDAMPING WHI

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama e
Jabatan Kerja e
Mo Sertifikat Kompetansl o
E-mail e

menyatalman bahwa gayva merupalkan Tenaga Kerja Pendamping dari .
Nama TEA e e e e

Kewarganegaraan e

Nomor Pazpor e

Jabatan Kerja e

No Pengesahan RPTEKA e

Feruzahamn Permberl Kera | e

dengan rencana alih pengetahuan dan alih telcnologi sebagai berikut

Rencana waktu D bulan, tanggal ............ ad o

Target daftar kompetenzi 1 1.
e
dat.

Rencana program dilglat 1 1.
e
dat,

Tenaga Kerja Pendamping,

(ttd]

Y. Format . . .
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V. Format penstapan penyetaraan kompetengi Tenaga Kerja Konstruksi azing dan
penetapan penyetaraan kompetenzi Tenaga Kerja Konstruksi azing dengan
ketidalmesuaian,

Format 1

FENETAFAN FENYETARAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
DENGAN FEMENUHAN KESESUAIAN

FENETAFAN
LEMBAGA FENGEMBANGAN JASA KONSTRUKESI
Nomor ... /20,
TENTANG
FENYETARAAN KOMPETENSZI TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
ATAS NAMA ... (Warmno THA|
Menimbang =& berdasgarkan surat permohonan ... fricumc: Pernbert

Mengingat L L

e
MEMUTUSKAN

Menetaplcan

KESATU . Dilakulkan pencatatan Tenaga Kerja Kongtruksi Azing .
a. Nomor Pencatatan/ PP

Registrasi

b, Nama TP

Tempat Lahir PP
d. Tanggal Lahir PP

e, Jenig Kelamin L

f. Kewarganegaraan . . .
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f.  Kewarganegaraah PP
g MNomor ldentitag/ Paspor |

melalui Perugahasan Pemberi Kerja .

h. MNama Peruzahazan PP PPT
i, Alamat Perusgahaan PP PPT
i Mo Telepon Peruzahm8nn 0 i e e
k. E-tmail Perugahasn PP PPT

dengan perizinan yvang telah disahlkan

1. No Pengezghan RFTEA e
m. Jabatan Kerja PP
n. Kualifikasi L
0. Klagifileaszi L
P, Subklazifikasi PP
berdasarkan pemenuhan pereyaratan .

r.  Pendidilean L
2. Pengalaman e tahiun
t.  Sertifikat Kompetengi PP

untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi

u. Nama Pekerjaan PP
Konatrulosi

7. Lolkasi Pekerjaan PP
Konatrulesi

w, Tahun Pelaksanaan L

Felkerjaan Konatrulesi

dengan tenaga pendamping WNI

x. MNama Tenaga Kerig e
Fendamping
v. Bentulk Alih Kegiatan PP
Pengetahuan dan Alih
Telknologi
KEDUA : Layanan Jasa Konstruksi yvang dilalkukan tenaga kerja

konatruksi asing dinyatakan sesuai dengan jabatan kerja
vang telah ditetaplkan,

KETIGA . ..
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KETIGA . Penetapan penyetaraan kompetensi ini merupakan bulkti
pengaluan kompetensi terhadap tenaga kerja konstrukesi
azing dalam melakukan layanan Jaga Konstruksi sesuai
perizinan penggunaan TKA yang telah dizahkan szesuai
peraturan perundang-undangan,

KEEMPAT : Keputuszan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetaplan di @ .
Tanggal e 20,
Lembaga Pengembangan Jaza Konetrulai,

Ketua,
(ttd)

anmmnumnns é;amj_l

Tembusan, Penetapan ini disampailkan kepada

1. Menteri Pekerjgaan Umum dan Perumahan Ralorat,
2, Pemberi Kerja TKA.

Format . ..
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Format 2

FENETAFAN FENYETARAAN KOMFETENS] TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

DENGAN KETIDAKESESUAIAN

Menimbang

Mengingat

FENETAFAN
LEMBAGA FENGEMBANGAN JASA KONSTRUKESI
MNomor ... S 20,
TENTANG
FEMNYETARAAN KOMPETENEI TEMNAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
ATAS NAMA ... ... (Moo TEA|

a.  bherdagarkan surat permochonan ... fname  Pembert
Kerjo THA} nomor ... tanggal .. perthal .

b, berdasarkan surat pernyatzzan L. fnama  Pembert
Kerjm THA) nomor ... tanggal ... perihal ... (&g
diperiukon dalam mernjowah surat rekomendasi),

1,

2,

Menetaplcan
KESATU

MEMUTUSKAN

Dilakukan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi Asing .

2. MNomor Pencatatan/ e

Regizstrasi
b, Nama T
c.  Tempat Lahir PP
d. Tanggal Lahir PP

Jeniz Kelamin PP PP
f.  Kewarganegaraan PP
g MNomor [dentitas/ Paspor |
melalui Peruzghaan Pemberi Kerja .
h. MNamza Peruzahasn TP
i, Alamat Peruzahaan PP PP

i Mo Telepon Peruzahaan |
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k. E-mail Perugahaan L

dengan perizinan yang telah dizsahkan .

1. Mo Pengesahan RPTKA PP
m. Jabatan Kerja PP
n. Kualifileasi L
0.  Klagifilemsi P
p. Subklazifikasi e
berdazarkan pemenuhan pergyvaratan

r.  Pendidilkan P
g, Pengalaman e tahun
t.  Sertifikat Kompetensi PR

untuk melakukan layanan Jasa Konstruksi |

u. Namsza Pekerjaan e
Konstrulesi

7. Lokasi Pekerjaan L
Konatrulesi

w, Tahun Pelakzanasan L

FPekerjaan Konstrulksi

dengan tenaga pendamping WNI

%, MNama Tenaga Kerja PP
Pendamping
v, Bentul Alih Kegiatan PR
Fengetahuan dan Alih
Teknologi
KETIGA » Layanan Jaga Konsgtrulkei yang dilakulkan tenags kerja

konatruksi asing dinyatalkan tidalk sezual dengan jabatan
kerja yang telah ditetaploan,

KEEMPAT . Pemberi kerja  bertanggung jawab  sepenuhnya  atas
penugazan lebih lanjut bagi tenaga kerja konstruksi asing,

KEEMNAM © Keputugan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetaploan.

Ditetapkan . . .
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Ditetaplkan di @ ...
Tanggal T 20,
Lembaga Pengembangan Jasa Kongtrulksi,

Ketua,

(ttd]

FITTTTTTIT é;amaj_l

Tembusan. Penetapan ini digampailtan kepada .

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumsahan Ralgmt,
2, Pemberi Kerja TKA,

Format . ..
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S
Format 3
PEKOMENDAS]I LEMEAGA PFENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TEREAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

REEKOMENDAST
MNotmor ... F 20,
YTang bertanda tangan di bawah ini .
Nama e
Jabatan : Ketua Lembaga Pengembangan Jaza Konatrulei

merekomendagzilkkan Tenaga Kerja Kongtrulksi Asing wang telah melalui proses
penyetaraan kompetensi berikkut ini

Nama TEA e
Kewarganegaraan L e e e
Nomor Pazpor e
MNama Perugahaan e e e
Jabatan Kerja L e e e
No Pengesahiar R TH A o

untuk dipertimbangkan kembali perizinan penggunasn tenaga kerja asing
dizebablean karena .

O Tidal terpenuhinya kriteria pereyvaratan *|

0 Pendidikan e

0 Pengalaman L bulan /tahun

O Bulti Mommpet el
O Tidak dapat dizsesuaikannya jabatan kerja *)

0 Kualifikaszi e

0 Klagifileazi e

0 Sublklagzifileasi e

dan untul itu meminta agar perugahaan pemberi kerja tenaga kerja konstrulsi
azing yvang berzangkutan memberilean surat pernyataan terlkait hal tergebut di atas,

Lembaga Pengembangan Jaga Kongtrulesi,

Ketua,

(ttd]
T fﬂ@{@i

*| Beri tanda centang (v | sesuai pilihan

Format . ..
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Format 4
FERMOHOMNAN FENYETARAAN KOMFETENSI
TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING

Nomor P 3 20,
LAmpirar  © e
Ferihal : Fermohonan Penyetaraan Kompetensi TKA
ataz nama ... oo, TR A)
Kepada Yth,
Ketua Lembaga Pengembangan Jaza Konstrulksi
di Jakarta

Dengan ini kami gelaku Pemberi Kerja TEA di bawah ini

MNama Perugahaan e
Alamat e
Mo, Telepon e
E-mail e

bermalksud mengajukan permohonan penyetarasn kompetenzi bagi Tenaga Kerja
Konstrukesi Asing berikout ini

Nama TEA L e
Kewarganegaraan L e
Nomor Pazpor L e
Jabatan Kerja e
Mo Pengesahan RPTKA e

Bergama ini kami lampirkan dokumen pendukung yvang dipersyaratkan sebagai
berilcut .

1. Zalinan RPTKA,

2. Zalinan Vitag dan Itas,

3. SZalinan ijazah pendidikan;

4. Salinan daftar pengalaman kerja,

5. Zalinan gzertifikat kompetenzi atau bulktti pengalouan kompetenzi lainnya vang
diakui menurut hukum negara asal,

6. Zalinan pazpor yang maszih berlakuy,

7. Pag foto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi;

8, Surat ...
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Surat pernyataan tenaga kerja pendamping Warga Negara Indonezia yvang akan
bertindak sebagai mitra kerja pemohon zelama bekerja di Indonesia, disertai
gertifilat kompetensi yvang bersanglkutan dan rencana alih pengetahuan dan
alih teknologi, dan

Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampaikan dalam

dolumen adalah benar.

Demikian lkami sampaikan dan ataz perhatian Saudara divcapkan terima kaszih,

Pemohon,

Pemberi Kerja TKA, Tenaga Kerja Konstrulsi Azing,

.......... (nama Ferugahazan Pemberi Kerja)

(ttd] (ttd)
vemennnen fFLETRIOL DAPRIRLGE) emnenneen fFIEFIL THAJ
.......... fricme fabed ar) e foma jabatarn)

VI, Formulir . . .
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VI. Formulir gurat pernyataan dari pemohon vang menyatalkan bahwa seluruh
data dalam dolkumen yang digampailtan adalah benar,

Format
SURAT PERNYATAAN KEEENARAN
FENY AMPAIAN DATA DAN DOKUMEN
TENAGA KERJA PENDAMPING WHNI

Nomor e s 20,

Lampirarn @ e

Ferihal : Pernyataan  Kebenaran Data dan Dokumen ataz Permohonan
Penyetaraan Kompetensi TKA atas nama ... frierne, THAJ

Kami zelalu Pernberi Kerja vang bertanda tangan di bawah ini .

Nama L e e
Nama Perugahaan e
Jabatan e
E-mail e e

dalam rangka pengajuan permochonan penyetaraan kompetenzi bagl Tenaga Kerja
Konatrukesi Azing berilout ind

Nama TEA L e e
Kewarganegaraan © e e
Nomor Pazpor L e e
Jabatan Kerja e
Mo Pengesahan RPTKA e

dengan ini menyatakan bahwa data dan dokumen yang diajukan dalam surat
permohonan tenaga kerja konstrulesi azing tergebut di ataz adalah benar dan gah.

Yang menyatakan,
Femberi Kerja TKA,
.......... fname Perusahaoan Pembert Kerjo)

(ttd] 8s (materai]

.......... LTI, PTG
.......... freoome jakiaton )

VII. Begaran . . .

2021, No.24
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Begaran dan bobot penilaian  dan  penetapan  szatuan  kredit
pengembangan keprofesian,

[

BESARAN DAN BEOEOT

E. UNSUR KEGIATAN PEE

1.

SUEBUNSUR UTAMA EKEGIATAN FKE
2] Pendidikan dan Pelatihan Formal

Frogram  pendidikan dan  pelatihan formal  vang
digelenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan
vang dialoui,

1)

2)

3)

Pendidikan Strata Lanjut

Fendidilkkan Strata Lanjut adalah  suatu  kegiatan
pendidilkkan yang digelenggaralan untul mempercoleh
gelar speszialis atau magister dengan subyek tugas
alchir vang relevan dengan bidang profesinya,

Pendidikan Singkat

Pendidikan Singlkat (courzes] adalah sguatu kegiatan
pembelajaran satu arah, dari pengajar kepada peserta
dengan materi pendidikan yang spezifik dan mendalam
vang bertujuan untuk meningkatlkan wawasan dan
pengetahuan yang relevan dengan bidang profesinya.

Pendidikan singkat ini harus terstruldur  yang
ditunjukan dalam jadwal dan silabusnya.

Pelatihan Kerja Formal

Felatihan Kerja Formal adalah suatu  lkegiatan
pembelgjaran satu  arah, dari ingtruktur kepada
pegerta dengan materi pelatihan keria yvang spesifik
untuk meningkatlan keterampilan kerja yang relevan
dengan bidang profezinya. Pelatihan kerja formal ini
harug terstrultur yvang ditunjukan dalam jadwal dan
silabusnya.

b] Pendidikan . ..
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b) Pendidikan Non Formal

Fendidilkan non formal adalah suatu kegiatan untuk
meningkatlkan kompetensi yvang tidalk terstrultur dengan
atau tanpa penugasan daritempat belkerja.

1) Pembelajaran Mandiri

Suatu kegiatan pembelajaran perorangan dengan atau
tanpa  insgtruktur  yang  relevan  dengan  bidang
profezinya, Topik berbagai kegiatan pembelajaran
mandiri ini harus konsisten agar mencapai tujuan
pengembangan keprofesian dan kemutakhiran ilmu
dan telnolog,

Bentuk kegiatan pembelajaran mandiri, antara lain .

. Membaca artikel untuk memperluaz wawasan
tentang perkembangan ilmu dan telknologi.

. Membaca artikel untuk memperdalam suatu ilmu
pengetahuan,

. Mempelajari informasi dari media elektronik [TV,
Radio, Internet dsh|

. Memahami prozedur keria dan zoftware, zeperti
standar, peralatan dzb,

. Kegiatan penelitian dalam mempercleh gelar
Dolktoral (23] wyang relevan dengan bidang
profezinya dab,

. Kegiatan terzebut haruz terdolkumentasi dengan
baik, haruz mengandung azpek penilaian terhadap
pemahaman  subsgtansi materi  pembahazan
(migalnya : artikel on-fine, lenglap dengan uraian
pertanyaan dan jawaban darn peserta PPKB].

2) Pembelajaran Sehubungan Dengan Penugasan Kerja

Suatu kegiatan mandiri dalam rangka menyelezailkan
tugas kerja yvang dapat memberikan peningkatan kerja
gecara profezional.

c| Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi

Suatu  kegiatan pembelgjaran dalam  suatu  pertemuan
profesi dengan materi pembahazan yvang relevan dengan
bidang profezinya.

1] Pegerta . ..
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Peserta Pertemuan Profesi

Keilmtzertaan sebagal  peserta dalam  perternuan
profezi tanpa melakukan paparan dan dihadiri oleh
minimal 20 [dua puluh) orang peserta dengan materi
vang relevan dengan bidang profesinya,

Eentuk pertemuan profezi, antara lain ;

. Seminar
. Lokakarya
. Digkuszi [lmiah
. Konferensi, deb.
Partisipasi dalam Kepanitiaan

Keterlibatan dalam kepanitiaan acara tersebut diatas,
merupakan  guatu kegiatan  yang  mendorong
tergelenggaranva pengembangan keprofesian,

d) Sayembarafkompetisi, paparan, paten, hak atas
kekayaan intelekiunal, dan karya tulis

Suatu kegiatan sayembara/kompetizi, paparan, paten, hak
ataz kekayaan intelektual, dan karya tulis dan penulizan
laporan teknis yang sesuai dengan bidang profesinya.

1)

2)

3)

4)

Sayembarafkompetisi

Suatu  kegiatan sayembara/kompetizi gehubungan
dengan bidang profezinya

Paparan dalam Laporan Teknis Internal

Suatu kegiatan paparan dan penulizan laporan teknis
gehubungan dengan penugasan kerja yang =esuai
dengan bidang profezinya.

Paparan pada Pertemuan Teknis

Keilutzertaan  sebagai pemapar dalam zusatu
pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20
(duapuluh] orang pegerta dan sesuai dengan bidang
profezinya,

Penulisan Makalah untuk Pertemuan Profesi

FPenyampaian makalah dalam suatu perternuan profesi
yang dihadini oleh minimum 20 [(dua puluh] orang
pezerta,

5] Penuligan . .
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5) Penulisan Buku, Monograf dan Modul

Membuat penuligan termasuk didalamnya Standar and
Code, dan Patent. Untuk buku dengan jumlah zeldtar
100 halaman zedanglkan untuk monograf zelitar 20
(dua puluh] halaman,

Terlibat dalam penulisan standar dan code yang
diterbitlkan oleh lembaga yvang berwenang

6) Penulisan Artikel untuk Majalah, Prosiding Seminar
atau jurnal

Fenulizan artikel pada suatu majalah tertentu dengan
penerbitan yang berkala dan terpublikazi. Penulisan
karya tuliz ilmiah pada sgeminar tertentu yang
diterbitkan dalam bentuls progiding Penuliz karya tuliz
ilmiah dalam bentuls jurnal yang diterbitlkan sgecara
berlala

7) Pengajaran sebagai Pengajar/Instrukiur

Sebagai pengajar, pengajar tidal tetap,
pelatih finstrulcstur  dan  mentor/pembimbing  dalam
guatu kegiatan pembelgjaran/pelatihan minimum 10
(sepuluh)] orang peserta kecuali mentor/pembimbing
dengan materi yang sesuai dengan bidang profezinya,

2) mematenkan atan mendapatikan paten/ hak atas
kekayanan intelektunal atas hasil karya

Mendapatkan hak paten/halk  katas kekayaan
intelelstual atag hazil karya dari lembaga/institusi vang
berwenang,

2. SUBUNZSUR PENUNJANG KEGIATAN PKE
a. Pakar atau Narasumber atau Pendamping Hukum

Bertugas zebagai pakar atau narasumber dengan materi
vang sezual dengan bidang profesinya,

b. Pengurus Organisasi (Profesi atan Pimpinan Lembagaj

Merupakan pengurus dari suatu organizasi tertentu baik
profesi maupun gebagai pimpinan suatu lembaga,

o, Penerima . . .
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s e -
¢. Penerima Tanda Jasa, Penghargaan, Award dan
sejenisnya.

Copy =ertifikat pemateri, referensi pengurus organizaszi dari
pejabat  yang berwenang, sertifikat penghargaan dan
dolkumentagi penyerahan penghargaan dan tanda bulkti
lainny=a (bila ada) harus dilampirkan dalam dokumen PPKE.

. SKFK . ..
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II. BOEBOT PENILAIAN SKFPK

1. SUBUNSURE KEGIATAN FKEB UTAMA

Jenis Sifat Metode Tingieat
Tid ak terverifiltasi
Penyelenggara 'ET )
PEB
LR
- n
Unsur E : 5
. [}
No | Kegiatan PKB | i | dapat ;fa; T B - E 3 =
B | diveri | $PP*T | g = E E P olg |3
b | fikaei | 477 | & = = A a1 G g
5 fikasi | 9 = B 8
= dan dan = B C
divati | S8 g g
) divali H
dasi ., N o
dasi 3 -aa
g [
SUBUNSUR
1 [KEGIATAN
PKE UTAMA
Pendidikan
a |dan
Pelathan
Formal
Fendidilan
1 Strata Lanjut i 1,0 08 ) 0,8 1 1,0 ) i i i )
FPendidilkan
2 | singkat 10|08 |025| - |08 |10|10]08]| 1,0|20]3,0
[Corirses)
3 | Felatihan 10| os |o2s| - |og|10]10]|08]|1,0]20]30
Kerja Formal
B Pendidikan
" | Non Formal
y |FPembelajaran | : ; 10 |oas | 10| - ; ; .
Mandiri
Fembelajaran
o | terkait - - - 1,0 |08 | 1,0 - - - - -
dengan
Penugasan Parmiosd=




Unsur
Kegiatan PKB

ver
ifik

Jenis

-207-

- o -

Tid ake terverifikasi

Sifat

Um
um

TXIX

Lkl
5

Metode

Dar
ing

2021, No.24

Kerja

Partisipasi
Dalam
Pertemuan
Profesi

Fegerta
Fertemuan
Profesi

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

0,8

1,0

2,0

3,0

Fartizipasi
dalam
Kepanitiaan

Sayembaraf
Kompetisi,
Paparan,
Paten, Hak
atas
Kekayaan
Intelektual
dan Karya
Tulis

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

0,8

1,0

2,0

3,0

Sayembara/
Kompetizi

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

2,0

3,0

Faparan dan
Laporan Tek
niz Internal

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

0,8

2. 1
1,0

rmparak ...

2,0

3,0

Faparan
dalam
FPertermuan
Teknis

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

0,8

1,0

2.5

4,0

Faten atau
Halk atag
Kelayaan
Intelektual

0,8

1,0

Fenulizan
Makalah

1,0

0,8

0,25

0,8

1,0

1,0

0,8
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Unsur
Kegiatan PKB

VEer

ifik

Jenis

Tid ak terverifikkasi

Um

Sifat

um
usu
Dar
ing
ion
al

untuls
Fertermmuan
Frofesi

Penualizan
untulk
Majalah dan
Jurnal

1,0

0,8

0,8 | 1,0

Penulizan
Bulku/
EBahan Ajar/
Modul

1,0

0,8

0,8 | 1,0

1,0

2,0

3,0

Fengajaran
sebagai
Fengajar/
Inatruldur

Kegiatan
E. | Utama
Lainnya

1,0

0,8

0,25

0,8 | 1,0

1,0

Fenga

2,0

3,0

ar. .

Faparan Film
Arzitelctur

1,0

0,8

0,25

1,0

2,0

3,0

Gelar Karya
Arzitelctur

1,0

0,8

0,25

1,0

2,0

3,0

FPengensalan
3 | Produls
dan/atau

1,0

0,8

0,25

1,0

2,0

3,0

Ziarah
Arzitektur

1,0

0,8

0,25

1,0

2,0

3,0

2. SUBUNSUR . ..
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2. SUBUNSUR KEGIATAN PKB PENUNJANG
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_ Unsur

Pakar/Narasu
mber

Pengurus
Organisasi
Profesi atau
Pimpinan
LLembaga

Penerima
Tanda Jasa,
Penghargaan,
Award dan
Sejenisnya

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

. | dapat |
s |3

0,25

0,25

0,25

Umum

Sifat

1,0

Metode

1,0 | 0,8

(luar negeri)

1,0 | 2,0 | 3,0

1,0 | 1,5 | 2,0

www.peraturan.go.id
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VIII. STRUKTUR LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Ketua

Koordinatoe Koordinator Koordinator

Administrasl Sertifikasi Manajemen Mutu
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan Urusan
Tata Informast Standarisast Sertifikasi Sistem Audit
Usaha Sertifikasi Manajemen Internal

IX. KODE . .

www.peraturan.go.id
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I¥. HKODE ETIK ASESOR

1. Memberilean pelayanan prima;

b2

Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi Korupsi Koluzi dan
Nepotizme,

Eerdedikazi dan berlomitmen pada organizasi,

Beralthlal bailk dan jujur dalam bekerja,

Mengutamalan Kerjagama,

Berkeria tuntasg, bekeria akurat dan optimal,

Memperlakukan getiap badan usaha secara adil;

Tidalk memiliki, mengonsumesi, dan/atau mengedarkan narlkotika,
minuman keras zerta obat-cbatan terlarang;

9, Tidalk melakukan perbuatan azusila;

L

10, Tidak memazuki tempat yang dapat menurunkan harlkat martabat
kehormatan azesor,

11. Tidak memberikan janji atau menerima imbalan atas sesuatu yang
tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan profeszional,

12 Tidal meminta dan menerima pemberian/hadiah zelain dar apa
vang berhak diterimanyva zeusi dengan ketentuan perundang-
undangan;

13, Tidak menyalahgunalian wewenang,

14, Tidalk membuka data/informasi yang berzifat rahazia milik
organizasi kepada pihak manapun tanpa pergetujuan dar yang
berwenang; dan/atau

15, Tidak Melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, dan
norma kesugzilaan, gerta tindalkan tidalk terpuji lainnya,

K. FORMAT . ..

X. FORMAT LISENSI LSBU

LEMBAGA FENGEMBANGAN JASA KONSTRUKE

SENS] LEMBAGA SERTIFIKAST BADAN USAHA JASA KONSTRUKS]

Berdasarian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang jEss konstrukai  dengan i Lambega Pengembangan Jass Konetraksi

Lanwa
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diryatakan memilikd kemampuan untule melakukan sertifikas) l;r-hada.p badan usshs jasa konstruksi dengan kiasifikasi, sub klasifikasi
dan kualifikasi sebagsi di hat belskang lmensi ini

Lizenai ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhar pada tanggal ... . ..

Ditetapksn di KETUA
Pada tanggal |
LEMBACA PENOGEMEANGAN JASA
KOSNTRUKSE
Tid
[Namaj
RUANG. .
RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Nama Lembagn
Agomaei Pembentuk
No. Registrasi
NO. KELI KLASIFIKAS! SUB KLASIFIKASI KUALIFIXAST
Ditetapkan di ; KETUA
Pada tanggal LENMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
Ttd
(Nams|
XI. RINCIAN. .,

www.peraturan.go.id
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XI. RINCIAN PERSYARATAN AKREDITASI

1. Pengajuan permohonan Alcreditasi Asogzizzi dilsksanalkan zecars
eleltronilk melalui aplikasi dalam sistemn informasi Jaga Konstrualei,

2, Dalam hal aplikasi sgebagaimana dimaksud pada angka 1 belum
tergedia atau terdapat kendals mengalmes aplikasi, permohonan
Alcreditasi dizampaikan kepada lembaga zebagaimana dimaksud
dalam Pazal & ayat (4] dengan cara mengisi formulir sesuai Format 1,
Format 2, dan Format 3.

3, Permohonan zebagaimansa dimsaksud pada angka 1 dan anglea 2 harus
dilengkapi dengan persyaratan berupa:

a. jumlah dan gebaran anggota untuk azogiasi yang memilild cabang
atau jumlah anggota untuk azgoziagi yang tidak memililki cabang,

b, pemberdayaan kepada anggota,

pemilihan pengurusg gecara demolkratiz,

d. garana dan pragarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki
cabang,

e, pelakzanaan kewajiban seguai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan,

f. penyampamian pernyatasn tidak berzengketa yang dibulktikan
dengan surat pernyataan yang menyatakan tidak dalam senghketa
lepenguruzan azoziazi 2egual dengan Format 4,

g penyampsaian pernyataan kebenaran iz dolkumen yvang dibuldikan
dengan surat pernyatasn yang menyatakan kebenaran  isi
dolamen yang ditandatangani di atas materai oleh ketua umum
atau gebutan lain zezuai dengan Format 5;

h., penyampsaian pakita integritas vang ditandatangani oleh ketua
urnum atau sebutan lain sesual dengan Format 6, dan

i, penyvampsian laporan kinerja tahunan asogiazi atau membuat
surat kezanggupan zezuai dengan Format 7.

4, Zelain memenuhi pergyaratan zebagaimansa dimalksud pada angka 3,
permohonan  dapat dilengkapi dengan dokumen tambahan lain
berupa:

a. zigtem manajemen mutu atau dokumen muty,

b, afiliagi dengan organizasi internazional yang terksait dengan Jaza
Konatruksi,

¢, lkeriazama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, atau instanzi lainnya,

pengabdian magyaralat atau tanggung jawab gosial;

partizgipaszi dalarm perumusan kebijakan pemerintah,

publikasi ilmigah bag Asoziagzi Profesi;, dan/atau

gituz web dan/fatau panglkalan data siztem informasi,

o

@ e oo

5. Pergyaratan . . .
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10,

11.

12,

13,

214-

- DD -
Fergyaratan zebagaimana dimalkeud pada angka 2 dan doluamen lain
gebagaimana dimsaksud pada angka 4 digerahlan dalam bentuk
salinan digital,

. Zekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pazal & ayat (4]

memerikza kelengkapan persvaratan sebagaimans dimaksud pads

anglka 3.

Perayaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan dokumen lain

gebagaimana dimsaksud dalam angks 4 dilakulkan verifikasi dan

validasi,

Dalam melalkukan Verifilcazi dan Validasgi zebagaimana dimalczud pada

anglka 7 Kelompols Kerja dapat melalaakan:

2. Karifilkazi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak
terkait; dan/atau

b, peninjauan lapangan.

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada anglka & huruf b

meliputi peninjauan adminizstrazi, garana, dan prasarana,

Hazil peninjauan lapangan gebagaimana dimaksud pada anglka 9 dan

hazil pemeriksasn  pergyaratan dan dokumen lain zebagaimana

dimaksud dalam angka 4 dituangkan dalam berita acara hasil

Verifikasi dan Validazi dengan menggunakan Format &,

Fenilaian permohonan Akreditazi Aszogiazi berdagzarkan pemenuhan

ingtrumen Alreditasi,

Azoziasi yang dinilai hanya azosziasi yang memenuhi persyaratan

gebagaimana tercantum pada Tabel 1 tentang Verifikazsi dan Validasi

terhadap Pemenuhan Perayaratan,

Azosziaszi dilakulkan:

a. Pemerikaaan berdasarkan Tabel 2 tentang Pemenuhan terhadap
dolumen tambahan lain untulk pemenuhan terhadap dokumen
tambahan lain

b, Penilaian terhadap:

1]  Asosiasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaleud
pada anglka 12, dilakukan penilaian lanjutan terhadap:
i. Jumlah dan gebaran anggota dengan bobot 20%;
ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%
iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot
15%;
iv., Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah
dengan bobot 100, dan
v. Pelakzganaan lkewsajiban zesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan bobot 3084,
2]  Penilaian lanjutan gebagaimana dimaksud pada angla 2.b.1)
menggunalkan  pembobotan  gezual Tabel 3 tentang
Fembobotan Jumlah dan Zebaran Anggota, Tabel 4 tentang

Pembobotan Pemberdayaan. . .



14.

15.

16,

17.

-215-

Pemberdayvasn kepada Anggota, Tabel 5 tentang Pembobotan
Femilihan Pengurug secara Demokratiz, Tabel & tentang
Fembobotan Sarana dan Pragarana di Tinglkat Pusat dan
Daerah, dan Tabel 7 tentang Pelaksanaan Kewajiban sezual
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Milai akhir Akreditazi merupalkan hasil penjumlahan dari geluruh hagil
penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada Tabel 3, Tabel 4,
Tabel 5, Tabel &, dan Tabel 7.
Azoziasi dinyatakan szebagai azosziasi teralkreditasi, apabila nilai akhir
Akreditasi memenuhi passing grode 2,75,
Fenilaian permohonan Alkreditasi Asogiasi sgebagaimana dimaksud
pada angla 11 sampai angla 15 dituanglan dalam laporan penilaian
Akreditaszi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikazsi dan Validasi
seaual angka 10 dan hasil penilaian Alreditasi Asogiazi,
Laporan penilaian Alkreditasi Aszoziasi gebagaimana dimaksud pada
angla 16 dizgampaikan kepada Menteri,

FORMAT 1 ...

2021, No.24
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FORMAT 1
PERMOHONAN AKREDITAS] ASOSIAS] BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/
ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK
KONSTRUKS]

Momor : PP 1 )
Lampiran
Hal

Kepada Yth,
Lembaga Pengembangan Jaza Konztrulksi
I.F Sekretariat LPJK

di
Jalarta

Dengan ini lkami mengajukan permohonan alkreditazi Asogiazi Badan Uszaha
Jaga Konstruksi/Azosiazi Profesi Jasa Konstrulei/Aszogziasi Terksit Rantai
Fazol Konsgtrulesil?,

Bergama ini kami lampirkan dokumen pendukung vang dipersyaratlan

dalam Peraturan Menteri PUPR No ... Tahun 2020 berikut:

1. Data administrazi azoziazi (Format 2],

2. Zalinan skta notaris atas pendirian asosiazi;

3. Zalinan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kementerian Hulcum
dan Hak Asazi Manusia,

4, Zalinan Anggaran Dagar/Anggaran Rumsh Tangga - tata  kelola
organizasi;

5. Surat keterangan domizili atau keterangan lain yvang menunjulkdoan
termnpat kantor azoziazi,

6. Zalinan nomor pokolk wajib pajak;

7. Zalinan daftar pegawai begerta galinan kartu Badan Penyelenggara
Jaminan Sogial Ketenagakerjman dan Badan Penyelenggara Jaminan
Sogial Kegehatan karvawan gerta bulkti pembayaran bulan teralhir,

&, Jumlah dan gebaran anggota untule asogiasi yang memilild cabang atau
jumlah anggota untuk asosiazi yang tidak memilild cabang;

9, Pemberdayvaan kepada anggota dilampiri zalinan:

a. Program  pengembangan uzaha atau pengembangan  profesi
berleelanjutan untuk 5 (lima] tahun kedepan;

b. Laporan . . .
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G -
b, Laporan pelaksansan pengembangan usaha atau  pengembangan

profezi berkelanjutan dalam 2 [dua) tahun teralkhir;

10. Pemilihan pengurus zecara demokratiz dilampiri galinan:

a. Berita acara musgyawarah nagional atau zejeniznya yang dilenglapi
dengan publikasi, Surat Keputugan penyelenggaraan, surat undangan,
hagil keputugan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah
nasional atau gejeniznya;

b, Strulkttur kepenguruzan organizaszi agogiazi pusat dan/atau cabang,

11. Sarana dan prazarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang
berupa kantor dan sumber daya manuzia dan perlengkapan kantor yang
dilampiri:

a. Salinan buldti ztatug kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/lkontral;,

b, Foto kantor agogiasi gecara kegeluruhan dengan tampak depan memuat
papan nama azogiaszi,

¢, Salinan keputusan kepenguruzan dan karyawan agoziasi,

d. Bulti kepemilikan peralatan kantor,

12, Surat pernyataan yang menyatakan tidak ada zengketa kepengurusan
atau pengadilan (Format 4|,

13, Surat pernyataan yang menyatalan kebenaran dokumen (Format 5J;

14. Palktta integritas [Format 6|,

15, Zalinan laporan tshunan asozizsi atau surat pernyvatasn kesanggupan
penyampaian laporan tahunan (Format 7|,

16, Zalinan dolkumen kode etilke dan keberadaan dewan etilc atau sebutan lain;

17. Zalinan dokumen program kerja masa bakti kepenguruzan,

18, Zalinan laporan keuangan tahun teralkhir azozgiasi sebelumn pengajuan
permohonan akreditasi yvang telah disudit kantor akuntan publik yang
memililki izin geguai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

19, Zalinan pedoman praktilk profezi bagl Azoziaszi Profegi,

20, Surat pernyatasn yvang menyatalmn pengurus Azosziazi tidal meranglkap
gebagai pengurus pada Azogiasi vang lain (Format 9,

21. Zalinan zistern manajemen mutu atau dokumen mutu,

22, Bukti bahwa asgozizzi berafiliazi dengan organizasi internagional yang
terleait dengan jasa kongtrukesi, berupa galinan perjanjian keragama/nota
kegepahaman bergama dengan organigasi internagional,

23, Bulkti bahwa azoziasi belerja sama dengan
kementerian flembaga/pemerintah daerah/instanzi  lainnya, berupsa
galinan  perjanjian  kerjagama/nota  kesepghaman  bersama  dengan
kementerian flembaga/pemerintah daerah /ingtansi lainnys,

24, Bukti bahwa asosiasi melakukan pengabdian  masyarakat atau
tanggungiawab gozial, berupa zalinan laporan pengabdian magyaraloat
atau tanggung jawab sozial;

25, Bulkti . .,
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25, Bulti bahwa azogizzi  berpartizipazi  dalam  perumuzgan kebijakan
pemerintah, berupa galinan dokumen partizipasi perumusgan kebijakan,

26, Zalinan publikazi dlmiah bagi Asoziagi Profesi, dan

27, Surat pernyataan dan bukti ketergediaan zarana dan pragarana puszat dan
daerah lainnya yang meliputi gitug web dan/atau panglkslan data zistem
informasi.

Demikian kami gampailkan dan ataz perhatian Saudara diucapkan terima

lagih

Femohon

.. (noma Asosias])

Ketus Umum /Ketua

(bt
|

(tanda tangan dan nama jelas)

*] tanda tangan digital gesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMAT 2. ..
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FORMAT 2

DATA ADMINISTRAST ASOSIAS] BEADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI/ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/ASOSIAS]I TERKAIT

A. IDENTITAS

EANTAI FASOK KONSTRUKS]

Mama Lenglkap Asogiasi

Tahun Pendirian

Alamat Kantor

(lompirkon Bic  konifor fompak depan  dan
YREeIMLIGE PO OO S 08T ST

Kepemilikan Kantor

Sewa / Kontrale / Halk Milik
(lomprirkon bukil status kepemilikon)

Telepon / Faksimile

Email

Situs Web

Pangkalan Data Sistem
Informasi

fyarng memual doflor nomo anggota, alamat,
korntok yang dopol dihubungl don kuodifikos?
Hasifikast usahas profési)

Nama Ketua
Umum/Direlktur

Utama,/ Penanggung
Jawab

(lowmpirkon sirukiur orgonisasi)

10, Jumlah . . .
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10, Jumlah Pegawal Tetap

(lompirkan  dafior noma pegowai  tetop don
safinoan kot Bodon  Penpelengoora  Jorminoan
Soatcd)

11, Jumlah Cabang Provingi

dan Sebarannya (lampirkan  keterangan  jumich  cabang  don

sebaran Formatl 3 Lompiran 1T

12, Jumlah Anggota Azogziasi

E. FROGRAM . ..
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FORMAT 4

SURAT PEENYATAAN
TIDAK DALAM SENGKETA KEFENGURUZAN ASOSIAS] BEADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI/AZOSIAS] PROFEST JASA KONSTRUKSI/ASOIIAZ] TERKAIT
EANTAI FASOK KONSTRUKS]

Tang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lenglap (gelar)

Nomor Induk Kependudukan
Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan dalam Azoziasi

mewakili Asogiagi Badan Usaha Jaza Konestruksi/Asosiasi Profesi Jasa
Konatruksi/Azogiazi Terkait Rantai Pasok Konstruksid ,
dengan ini menyatakan bahwa Asosziasi tidalk dalam sengketa
lepengurugar,

’ 20
Yang menyvatalian
v [nama Agosiagi)
(Ketua Umum/Ketua|

(ﬁfd]**

(tondao fangan don nama jelas)

Catatan:
*] Filih zalah satu.
**) tanda tangan digital geguai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 5 . ..
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FORMAT 5

SURAT FERNYATAAN
EEEENARAN & KEABSAHAN DATA AZOEIAS] BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI/AZOSIAS] PROFEST JASA KONSTRUKSI/ASOIIAZ] TERKAIT
RANTAI PASOK KONITRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lenglap [gelar]

Momor Indulk Kependudukan
Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan dalam Azoziasi

mewalkili Asogiazi Badan Ussha Jaza Konstruksi/Azosziasi Profexi Jasa
Kongtruksi/Azogiazi Terkait Rantai Pasolk Konstrulkszit ,
dengan ini menyatalkan bahwa data dan informasi vang dilampirkan dalam
surat permohonan skreditazi Azoziaszi adalah benar dan gah.

' 20__
Tang menyatalkan
v v [nama Azosiasi)
(Ketua Umum/ Ketus]

(ﬁﬁd]**

(fanda tangan dan noama jelos)

Catatan:
(*] Pilih salah =atu.
**] tanda tangan digital gegual ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT & . ..
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FORMAT &
FAEKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan

bertindal untuk dan atas nama Aszoziasi (nama asogiagi], dalam

rangka pengajuan permohonan Alkreditasi Azogiazi Badan Uszaha Jasa

Kongtruksi/Azogiazi Profesi Jaga Konstruksi/Azosgiagi Terkait Rantai Paszok

Kongtrulkesit, dengan ini menyatalan bahwa;

1. Tidalk alkan melaltukan praktik Korupsi Koluzi Mepotizme, kecurangan,
dan/atau permalsuan,

2. Alan melaporkan kepada Menteri apabila mengetahui adanya indikasi
Korupsi Kolugi Nepotigme dalam prozes Akreditasi Azogiazi ini;

3, Alean mengileuti proges Akreditasi Azogiagi gecara bergih, trangparan, dan
profeszional untuk memberikan hasil kerja terbaik zesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

4, Data dan informaz vang telah diisikan pada zeluruh dokumen
permohonan Alreditazi adalah benar dan zah, dan

5. Apahbila melanggar hal-hal yvang dinyatalean dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bergedia menerima ganksi zeguai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

) 20__

Tang menyatalkan

v v [nama Azosiasi)

(Ketua Umum /Ketua]

(ﬁﬁd]**

(fanda tangan dan nama jelos]

Catatan:
(*] Pilih galah satu.
**] tanda tangan digital gesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

FORMAT 7 ...
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FORMAT 7

SURAT FERNYATAAN
KESANGGUFAN FENYAMEAIAN LAFOREAN TAHUNAN
AZOZIASI BADAN USAHA JASA KONITRUKSI/ASOSIASI PROFESI JAZA
KONSTRUKSIfAZOZIAS] TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lenglap [gelar]

Momor Indulk Kependudukan
Tempat /Tanggal Lahir

Jabatan dalam Azoziasi

mewalkili Agogiazi  Badan Ugaha Jaga Konstrulksi/Asoziagi Profesi Jaza
Kongtruksi/Azogiazi Terkait Rantai Pasolk Konstrulkszit ,
dengan ini menvatalkan bahwa Azogiagi , dikarenalkan belum dapat
menyampailan laporan tahunan, maka kami sanggup untulk menyampailan
laporan perkembangan dan kegiatan asoziazi tahunan, dalam kurn waltu 3
bulan sejak surat pernyataan ini diterima oleh Selkretariat LEJK.

: 20__
Yang menyatalian
v [nama Agosiagi)
(Ketua Umum/ Ketug|

(ffd]**

(fanda tangan dan nama jelos]

Catatan:
i*] Filih zalah satu.
**] tanda tangan digital geguai ketentuan peraturan perundang-undangan

FOEMAT 8 ...
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FORMAT &
EERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

Fada Hari ...... Tanggal ... Bulan ...... Tahun ..... bertempat di
i e A yang bertanda tangan dibawah ini, berdasarkan
Verifilkazi dan Validasi untuk Aszcsasi oo oo o, yang dilalcganalsan
pada Hari ... ..... Tanggal ....... Eulan ... ..... Tahun ... ..., digimpulkan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Hagil Tabel 1 dengan ringlcazan:
a,
b,
2. Hagzil Tabel 2 dengan ringlkaszan;
a,
b,
Demikian Berita Acara Verifikazi dan Validazi ini dibuat untulk digunalkan
gebagaimana mustinya,

Kelompok Kerja

FORMAT 9. ..
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FORMAT &
SURAT PERNYATAAN
FENGURUS ASOSIAS] TIDAK MERANGKAF
SEBEAGAI FENGURUS FADA ASCEIAST YANG LAIN

YTang bertandatangan di bawah ini:
Nama Lenglap [gelar]

Normor Indulk Kependudukan
Tempat/Tanggal Lahir

Jabatan dalam Azozizsi

mewalkili Agogiagi Badan Ussha Jaza Konetrulesi/Aszoziasgi Profesi Jaga
Kongtruksi/Azogiazi Terkait Rantai Pasok Konstrulksid ,
dengan ini menyatakan bahwa pengurug  Asosziasi tidalk
merangkap dalam kepenguruzan agoziagi lain.

: 20__
Tang menyatalkan
v [nama Agosiagi)
(Ketua Umum/Ketua|

(11}

(fanda tangan dan nama jelos]
Catatan:

(*] Filih zalah satu.
**] tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 1. ..
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4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjann Konstruksi Bersifat Umum atau
Spesialis
Ferhitungan Milai Kinerja Penyedia Jaza Sesaat Pekerjaan konstrukei berzifat
umumn  atau gpezializ untulk yvang zedang melakzanalan lebih dari zatu
provek, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja zeluruh proyek

vang gedang dikerjakan terhadap nilai progres untul proyek yang zedang
berjalan, formula:

Hilai Kinerja Sesaat =

E‘?:l (Kimevja Broyeiy x nilal progrest

3 Nilal progres

5. HNilai Kinerja Penyedia Jaza Sesaat Pelterjaan Konstruksi Bergifat Umum atau

Spesializ dilkategorikan berdagarkan kondisi dan grade, sebagai berilout:

NILAI KINERJA BUPK NILAI
BERSIFAT UMUM KINERJA

No BUPK Kondisi Grade

Kualifikasi Kualifilkzasi BERSIFAT

Menengah Besar SPESIALIS
1. | 80% - 100%% 90 % - 100 % A5 % - 10CRG Sangat Baik AR
2. TO % - 79 % 0% - 89% T - 84% Baik AR
3| 60% -69% FO% - 79% 65% - T4% Cultup Baik A
4. | S50% -59% 60 % - 69 % 55% - 64% Sedang E
5. 40 % - 49 % S0% - 59% 45% - 54% Retidah ©
. =39 % =49 % = 44% Zangat Rendah D

E. PENILAIAN . ..
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B.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKERJAAN HONSTRUKSI
TERINTEGRASI, MELIPUTI :
1. Indikator Penilaian

Indikeator yang digunakan untuk mengukur kineria penyvedia jaza gezaat
pekerjman konatruksi terintegrazi adalah sebagai berilout:

2021, No.

24

No. Indikator Satuan Heterangan
Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Tenaga Ahli Pelaksanaan
1. | Konstruksi
a. | Kesesuaian jumlah - KTA =18
tenaga ahli (KTA] Tab
Keterangan:
TAb= Jumlah tenaga ahli vang
dibutuhloan sesuai kontralc
TAt = Jumlah tenaga ahli yvang terzedia
di proyek
b. | Kesesuaian disiplin - KDl =2t
ilmu tenaga ahli (KDI) oie
Keterangan:

DIk = Jumlah diziplin ilmu tenaga ahli
vang dibutuhkan zesuai kontrals

DIt = Jumlah diziplin ilmu tenaga ahli
vang tergedia di provelk

¢, Kegezuaian . . .
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No Indikator Satuan Keterangan
i - _ 1 M, ¢ ThEL x PREL Tptix Ppti
(KFT] Eeterangan
N = Jumlah jenis tenaga ahli
, perancangan
&taﬂ: . M = Jumlah jenis tenaga ahli
Jumlah jenis dan pelaksanaan konstruksi
Pengalamaln kem&} i = Jenis tenaga ahli
tenagalt ,ahh malkmmal Tkb = Jumlah tenaga ahli konstrulsi
segual jumlah J§n1s dan vang dibutuhlan gesual kontral
pengalaman kerja . Tkt = Jumlah tenaga ahli konstruksi
tenaga ahli yang ada di vang tersedia di proyvek,
dolumen kontrak. Fkb = Pengalaman kerja konstrulesi
vang dibutuhkan gesuai kontralk

Fkt = Pengalaman kerja konstrulesi
vang tersedia di proyels,

Tpbh = Jumlah tenaga ahli
perancangan yang dibutuhkan
sesuai kontralk

Tpt = Jumlah tenaga ahli
perancangan yvang terzedia di
proyels,

Fpb = Pengalaman kerja perancangan
vang dibutuhlan gesual kontral

Fpt = Pengalaman kerja perancangan

vang tersedia di proyels,

d. Kegesuaian . . .
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No. Indikator Satuan Heterangan
d. | Kesesuaian sertifileat - KK = K
kompetensi kerja skb
tenaga ahli (KSK) heraresn:

SKb = Jumlah zertifilkat  kompetensi
keria tenaga ahli VANg
dibutuhkan sesuai kontral:,

SKt = Jumlah zertifikat kompetensi
keria tenaga ahli yvang terzedia
di proyel.

2. | Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Perancangan
Kesesuaian - KFE = &7
leelengloapan fazilitag EFK
pendukung untuls K )
eterangan:

perancangan (KFF]

FPK = Jumlah  kebutuhan fazilitas
pendukung  =ezuai  dokumen
perancangan

FPT = Jumlah  kebutuhan fagilitas
pendukung vang terzedia

3, Kegeguaian . ..

2021, No.24
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No Indikator Satuan Keterangan
3. | Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan
Kezesuaian peralatan - gp=>lya (Fuxkd
proyel{ I:KP] -y =1 Fbi = I{hl)
Keterangan:
A = Jumlah jenis peralatan proyvek
i = Jeniz Peralatan proyelk
Fb = Jumlah peralatan VENG
dibutuhkan seguai kontral.
Pt = Jumlah peralatan yang terzedia
diproyek
Kb = Kapagitas peralatan Vg
dibutuhkan seguai kontrals,
Kt = Kapazitas peralatan Vang
teraedia di provels,
4. | Kesesuaian Progres Perancangan Saat Penilaian
Kesesuaian progres - KPPp = Biip
perancangan saat ERp
penilaian dengan
Keterangan:
KPP
rencana ) Fiip = Progres nyata perancangan saat
penilaian,

FRp = Progres rencana perancangan
saat penilaian,

5. Kegegusian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
5. | Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat Penilaian
Kezeguaian kualitas - T = 1" fHMPi [rata — rata]
hagil pekerjaan fisik - Hzi=1 SMi
terpazang dengan
standar mutu dalam n = jumlah pekerjaan utama yang
i = jenis pekerjazsn utama yang
cacat mutu.
SMi= Ztandar Mutu Pelerjaan utama,
HMFi [rata — rata] =
hagil rata — rata mutu per jenis
pekerjaan utama yvang cacat
mutu, HMPi [rata —rata], dicatat
pada zaat awal kegiatan tes
mutu pekerjaan Utama,
&. | Tingkat Keselamatan Kerja
a. Tmlgkalt kegelamatan % TKR = {ETI‘!T—ETCR:J % 100 %
kerja ringan (TKR] 28l
Keteratigan:

TCR = Jumlah tenaga kerja cacat
ringan (zakit vang terekam)
dan kehilangan jam kerja
kurang dari dua hari kerja

TKT = Jumlah tenaga kerja total
sampai 2aat penilaian kinerja
penyedia jaza sesaat

b, Tinglkat . . .

2021, No.24
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No. Indikator Satuan Keterangan
b, | Tingkat keselamatan % _ ITKT-ITCE

TEKE ={——————1 x 100 %

keria berat [TKE| e ) !

Keterangan:

TCE = Jumlah tenaga kerja cacat
berat (galkit/meninggal | dan
mengakibatlan kehilangan jam
keria dua hari kerja atau lebih

TKT = Jumlah tenaga kerja total
sampai 2aat penilaian kinerja
penyedia jasa sesaat

Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstimksi Saat Penilaian dengan
7.

Kezeguaian progres
pelerjaan konstrulesi
gaat penilaian dengan
rericana kerja proyek
(KPPk|

%

— PO
KFFlk = P
Keterangan:

PNk = Progres nyata fisik terpagang
gaat penilaian (%)

FRlk = Progres rencana kerja proyvel
zaat penilaian (%)

2. Pembobotan . ..
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obotan Indikator

vang diberikan untuk masing-masing indikator di

terintegrasi adalah sebagai berilout:

2021, No.24

ataz  dalam

pekerjaan  konstruksi

Bobot
No. Indikator lu*’{:"]
1 Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanann 17
" | Konstruksi
a. | Kegezuaian jumlah tenaga ahli 5}
Kezeguaian disiplin ilmu tenags ahli 3
¢, | Kegeguaian pengalaman kerja tenaga ahli 4
d. | Kegezuaian gertifikat kompetensi leerja tenaga ahli 4
2 Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk &
" | Perancangan
Kezeguaian Kelenglkapan Fagilitaz Pendukung untuk &
Perancangan
3. | Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan 18
Kegeguaian peralatan proyel di lapangan 12
4. | Kesesunian Progres Perancangan Saat Penilaian 15
Kezeguaian progres perancangan saat penilaian dengan 15
rerncana
5 Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 16
" | Saat Penilaian
Kezeguaian kualitag hasil pekerjaan figik terpazang dengan 16
gtandar mutu dalam dolumen kontral
Tingkat Keselamatan Kerja 11
a. | Tingkat kegelamatan kerja ringan 3
b, | Tingkat kegelamatan kerja berat 8
Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstiuksi Saat Penilaian 17
7. 0
dengan Rencana Kerja Proyek
Kezeguaian progres pelkerjaan konstrulei gaat penilaian 17
dengan rencana kerja proyels
3. Cara . ..
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3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Pekerjaan Konstruksi Terinteprasi

Nilai
No. Indikator Bobot | Nilai Hinerja
1) 2) @ [ @ |G-
1 Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan dan Pelaksanaan
" | Konstruksi
a. | Eesesuaian jumlah tenaga ahli a%
b, | Eegesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3%
c. | Eegesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 4%a
d. | Eegesuaian sertifileat lmmp etensi kerja tenaga ahli 4%a
2. | Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk
Perancangan
Kegesuaian Kelenglapan Fasilitas Pendulung untule 6%
Perancangan
3. | Kesesuaian Peralatan Proyek di Lapangan
Kegesuaian peralatan proyek di lapangan 15%
4, | Kesesuaian Whktu Penyelesaian dan Penyerahan
Dokumen Perancangan
Kegesuaian Waltu Penyelesaian dan Penyerahan Dalumen 15%
Perancangan
5 Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat
* | Penilaian
Kegesuaian kualitas hasil p ekerjaan fisilk terpasang dengan 16%
standar mutu dalam doloumen kantrale
6. | Tingkat Keselamatan Kerja
g, | Tingkat keselamatan kerja ringan 3%
b. | Tingkat keselamatan kerja berat 2%
Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian
¥. .
dengan Rencana Kerja Proyek
Kegesuaian progree pekerjaan konstrukzi eaat penilaian 17%
dengan rencana ketja prayek
HNILAI KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT PEKER.JAAN %
KONSTRUKSI TERINTEGRASI 100% XXX

4. Kinerja . . .
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4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Pekerjaan Konstruksi Terinteprasi
Ferhitungan Nilai Kinerja Penvedia Jaza Zezaat pekerjman konstruloi
terintegrasi untuk yvang zedang melakganakan lebih dari gatu proyvelk,
dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja geluruh proyvels yvang
gedang dikerjakan terhadap nilai progres untulk proyek yvang sedang
berjalan, formula:

Wilai I{inerja. Seaaat = T | (Kimerja Proyek; x milai progres)

5 Nflal progres

MNilai Kineria Penyedia Jaza Zegaat Pekerjaan Kongtruksi Terintegrasi
dilkzategoriltan berdazarkan kondizi dan grade, zebagai berilktut:

Nilai Kinerja
No Kondisi Grade
Knualifilcasi Besar
1. 90 % - 100 % Sangat Baik ARA
2, A0 % - 89 % Baik A
3, 70 % - 79 % Cukup Baik A
4, &0 % - 69 % Sedang E
5. 50% - 59% Rendah ©
&, = 49 % Sangat Rendah D

C. FENILAIAN . ..
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C.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI BERSIFAT UMUNMN LAYANAN USAHA PENGKAJIAN
1. Indikator Penilaian

Indikator vang digunalan untuls mengukur kinerja penyvedia jasa segaat jasa
konzultansi konstruksi bersifat umum layanan usaha penglkajian adalah
sebagai berilout

No. Indikzator Satuan Keteranpgan

Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat
1. | Umum Layanan Usaha Pengkajian

a | Kegesuaian jumlah - KTA =2t

tenaga ahli (KTA] © Tab

Keterangan:

TAb = Jumlah tenaga ahli yang
dibutuhlan zesusd
kontralk

TAt = Jumlah tenaga ahli yvang
tergedia di proyek

b. | Kesesuaian diziplin - KDl =2k
ilmu tenaga ahli (KDI| oe
Keterangan:

Dib = Jumlah digiplin ilmu
tenaga ahli yang
dibutuhlan zesusd
kontral

DIt = Jumlah diziplin ilmu
tenaga ahli vang terzedia
di proyel

c, Kezeguaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
¢. | Kezsesuaian pengalaman - KFT = Lyn (Taxbu
kerja tenaga ahli (KPT] =58 Tblprl)
Keterangan
. N = Jumlah jeniz tenaga ahli
% . i = Jenig tenaga ahli
Jumlah jenis d?—“ Tk = Jumlah tenaga ahli vang
Pengalaman kerja dibutuhkan sesuai
tenaga ahli maksimal leontrals
zesuai jumlah j?ﬂis dan Tt = Jumlah tenaga ahli yvang
pengalamaln kerja . terzedia di proyelk.
tenaga ahli yang ada di FPb = Pengalaman kerja yang
dolumen kontralk. dibutuhkan gesusi
kontral
Ft = Pengalaman kerja yvang
tergedia di proyel:.
d. | Kezesuaian sertifikat - KSK = 3K
. . SKb
lkompetensi kerja
tenaga ahli (K3K) Keterangan:

SKb = Jumlah sertifileat
kompetensi kerja tenaga
ahli yang dibutuhkan
seaual kontralk,

= Jumlah zertifilcat
kompetensi leerja tenaga
ahli yang tergedia di
proyel,

SKt

2, Kegezuaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
Kesesuaian Kelenpkapan Fasilitas Pendukuny Jasa Konsultansi
2. | Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian
Kesesuaian - FKP = 2%
kelengkapan fazilitas FPK
pendulkung (FKF ebarampam:

FPK = Jumlah kebutuhan
fazilitaz pendukung
penglkajian zesuai
doloumen kontral

FPT = Jumlah kebutuhan
fazilitas pendukung
pengkajian yang tersedia
di proyels

Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstiuksi Bersifat Umum
3.

Kezeauaian progres
pengkajian zaat
penilaian dengan
rencana (KFF)

FN

KFFP = —

Keterangan:

FIM = Progres nyata penglajian
gaat penilaian

FRE = Progresz rencana
penglkajian zaat penilaian

2, Pembobotan . . .
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2. Pembobotan Indikator
Bobot vang diberilkkan untuk masing-maging indikator di ataz dalam

2021, No.24

menghitung nilai kinerja penvedia jasa sgesaat jasa konsgultanzi konstrulzi

bergifat umum layanan usaha pengkajian adalah sebagai berilout:

No. Indikator Bobot (%)
1 Kesesuaian Tenapa Ahli Jasa Konsultansi Konstiruksi 349
" | Bersifat Umum Layanan Usaha Penpkajian
a. | Kegeguaian jumlah tenaga ahli e
b. | Kezesuaian di=iplin ilmu tenaga ahli 5
¢, | Kegeguaian pengalaman tenaga ahli 11
d. | Kezezuaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli o
Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukuny Jasa
2. | Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum Layanan Usaha 18
Pengkajian
Kezesuaian Kelenglkapan Fagilitas Pendukung Jaza
Kongultansi Konstruksi Bersifat Umnmum Layanan Usaha 18
Fenglajian
3 Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstinksi Bersifat 48
" | Umum Layanan Usaha Pengkajian
Kezeauaian progres jasa konsultansi konstruksi berzifat 43
umuim lavanan uzaha pengkajian

3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Umum Layanan Usaha Pengkajian

Nilai
No. Indikator Bobot | Nilai | Kinerja
(1] (2] (3] (4] | (B]= (3] x (4]
Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa
1. | Konsultansi Konstrmksi untuk
Pengkajian
a. | Kegesusian jumlah tenaga ahli 9%

b. Keseguaian . . .
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Nilai
No. Indikator Bobot | Nilai | Kiperja
b. | Kesegsuaian diziplin ilmu tenaga ahli 5%
¢, | Kezesuaian pengalaman kerja tenaga 11%
ahli
d. | Kegegsuaian zertifikat kompetensi kerja 9%
tenaga ahli

Kesesuaian Kelenpkapan Fasilitas
Pendukung untuk Penpkajian

Kegezuaian kelenglmpan fazilitas 18%
pendulkung untuk penglajian

Kesesuaian progres jasa konsultansi
3. | konstruksi bersifat umum layanan
usaha pengkajian

Kegezuaian progres jaza kongultansi 4 8%
longtrukei bergifat umum layanan
uzaha penglkajian

KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA
KON SULTANSI KONSTRUKSI BEERSIFAT 100% XXX %
UNMUM LAYANAN USAHA PENGKAJIAN

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstiksi Bersifat Umnm
Layanan Usaha Pengkajian
Ferhitungan Nilai Kinerja Penvedia Jaza Sezaat jaza konsultanzi konstrulksi
berzifat umum layanan usaha pengkajian untuk yang sedang melaksanakan
lebin dari zatu pakst pekerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai
kinerja zeluruh pekerjman vang sedang dikerjakan terhadap nilai progres

untuk pekerjaan yvang zedang dilakeansakan, formula;

E‘?‘:l (Himer ju Pofet Pelerj o x wildl grogres;
W NAai prigres

Nilai Kinerja Segaat =

Milai . . .
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Milai Kinera Penyedia Jasa Sesaat Jaza Konsultansi Konstruksi Bersifat

Umum Layanan Usaha Penglkajian dikategorikan berdasarkan kondizi dan

grade, sebagai berilut:

Nilai Kinerja

No I;:a;ifi:::i T Kondisi Grade
1. A0 % - 100 % Q0% - 100% Sangat Baik AR”L
2, 0% - 79 % 0% - 89% Baik Ab
3. 60 % - 69% 0% - 79% Cukup Eail A
4, 50% - 59 % 60 % - 69 % Sedang E
S, 40 % - 49 % S0% - 39% Rendah C
6. 539 % <49 % 52;5:1: D

D. FENILAIAN . ..
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D.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA HKONSULTANSI
KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERENCANAAN

1. Indikator Penilaian
Indilkcator yvang digunalkan untuls mengulour kinerja penyedia jasa zegaat jaza

konsultanzi konztruksi bergifat umum layanan uzgaha perencanasn adalah

sebagai berilout:

No. Indikator Satuan Keterangan

Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan

a. | Kezesuaian jumlah - KTa =-2

tenaga ahli (KTA) Tap

Keterangan:
TAL = Jumlah tenaga ahli vang
dibutuhlean sezuai kontralk

TAt = Jumlah tenaga ahli vang
terzedia di proyvel
b. | Kegezuaian diziplin ilmu - KDl =2t
tenaga ahli (KDI) Cle
Keterangan:

Db = Jumlah diziplin ilmu tenaga
ahli yvang dibutuhkan zesuai
leontrals

DIt = Jumlah diziplin ilmu tenagsa
ghli vang terzedia di provek

¢, Kegeguaian . ..
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No. Indikator Satuan Keterangan
¢. | Kezesuaian pengalaman - KPT = Lyn [(TaxPu
tenaga ahli (KPT) V2 ()
Keterangan
Catatan - N i Jumlah jenis tenlaga ahli
I i = Jeniz tenaga ahli
Jumlah jenis dﬁﬂ Th = Jumlah tenaga ahli yang
Pengalaman kerja dibutuhkan sesuai kontrak
tenagg lahh ma%«:mf'nal Tt = Jumlah tenaga ahli yang
sesuai jumlah jenis dan terzedia di proyelk,
pengalaman kerja . Pb = Pengalaman kerja yang
tenaga ahli yang ada di dibutuhkan sesuai kontrak
dokumen kontralk. Pt = Pengalaman kerja yang terzedia
di proyel
d. | Kesgezuaian zertifilkeat - KoK = K
kompetenszi kerja tenaga Skb
el 55 Keterangan:

SKb = Jumlah gertifikat kompetensi
kerja tenaga ahli vang
dibutuhkan sesuai kontrak.

SKt = Jumlah gertifilkkat kompetensai
kerja tenaga ahli vang
terzedia di proyek.

o | Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendulung untuk Perencanaan

Kegezuaian kelenglkapan -
fazilitag pendukung
untuk perencanaan
(FKP)

_ FPT
FEF = FEK

Eeterangan;

FFK = Jumlah kebutuhan fagzilitas
pendulkung perencanaan
gezuai doltumen kontral

= Jumlah kebutuhan fagilitas
pendukung perencanaan yang
tergedia di proyvek

FFT

3, Kezegusian . . .

24
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No. Indikator Satuan Keterangan
Kesesuaian Propres Jasa Konsultansi Konstruksi Layanan Usaha
3. | Perencanaan
Kezesuaian progres - Kpp =2
perenicanasan saat FR
penilaian (KPP e

PN = Progres nyata perencanaan
gaat penilaian

FE = PFrogres rencans perencarniaan
saat penilaian

2. Pemhbobotan Indikator

Eobot

vang diberikan untuk masing-mazing indikator di ataz dalam

menghitung nilai kinerja penyvedia jaza sesaat jaza konsultansi konstrulsi

bergifat umum layanan usaha perencanaan adalah sebagai berilout;

No. Indikator Bobot (%)
1. | Kesesuaian Tenaga Ahli Perencanaan 34
a | Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
b. | Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli =)
e, | Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 11
d. | Kesesuaian sertifilkat komp etensi kerja tenaga ahli 9
2. Kesesuaian Kelenglkapan Fasilitas Pendulrung untulk 18

Perencanaan
Kesesuaian Kelenglrap an Fasilitas Pendultung untule 14
Perencanaan
3 Keszesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat 48
" | Umum Layanan Usaha Perencanaan
Kesesuaian progres jasa konsultansi konstrulesi bersifat umum 44
layanan usaha p erencanaan saat penilaian

3 Cara ...
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3. Cara Penilaian Kinerja Proyek Jasa Konsultansi
Umum Layanan Usaha Perencanaan

2021, No.24

Konstiuksi Bersifat

e Indikator Bobot | Nilai | Nilai Kinesja
(1] (2] (2] (4] [5]= (3] = [4]
1 Kesesuaian Tenaga Ahli Pelaksanaan

" | Konstruksi
a. | Kesezuaian jumlah tenaga ahli 9%h
b. | Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 506
e, | Kesesuaian pengalaman tenaga ahli 11%
d. | Kesesuaian sertifilkat kkompetensi leerja tenaga 9%h
ahli
5 Kegeguaian Fagilitas Pendukung untule
" | Perencanaan
Kesesuaian fasilitas pendukung untulc 14%
perencanaan
3 Kesesualan Progres Jasa Konsultansi
" | Konstruksi Layanan Usaha Perenc anaan
Kesesuaian p rogres p erencanaan saat penilaian | 48%
HINERJA PROYEK JASA KONSULTANSI
HONSTRUKSI BERSIFAT UNUMN LAYANAN 1009 XXX %
USAHA PERENCANAAN

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstiksi Bersifat Umnm

Layanan Usaha Perencanaan

Ferhitungan HMilai Kinerja Penyvedia Jaga Sezaat jaza konsultanzi konstrulesi
bergifat umum layanan  uzaha  perencanasn
melakganakan lebih dari gatu paket pekerjaan, dihitung dari rata-rats
tertimbang dari nilai kinerja seluruh pekerjaan yvang zedang dikerjakan
terhadap nilai progres untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan, formula:

untuk  yang sedang

E‘?:]_ (Kimerju Paiet Pekerfaomn; x nilal grogres;

Nilai Kinerja Sesaat =

3 Nilat progres

Milai . . .
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Milai Kinera Penyedia Jasa Sesaat Jaza Konsultangi Konstruksi Bersifat

Umum Layanan Usaha Perencanasn dikategorikan berdazarkan kondizi dan

grade, gebagai berilt;

Nilai Kinerja
No ™ Kualifikasi Kualifikasi Kondisi Grade
Menengah Besar
1 A0 % - 100 %% S0% - 100% Sangat Baik ARA
2. 0% -79 % A0% - 89% Baik Ab
3. 60 % - 69 % YO0% - 79% Cukup Baik A
4. 50% - 59 % 60 % - 69 % Sedang E
s, 40 % - 49 % S0% - 539% Rendah C
6. £ 39 % =49 % Sangat Rendah D

E. PENILAIAN . ..
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E.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PERANCANGAN.

1. Indikator Penilaian
Indikator yvang digunakan untul mengukur kinerja penyedia jaza zezaat jasa

konzultansi konstrulmi berzifat wnum layanan usaha perancangan adalah

gebagai berikut:

No. Indikator Satuan Keterangan
1. | Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan
a. | Kezesuaian jumlah - KTA =12%
tenaga ahli (KTA] Tap

Keterangan:

TAb =  Jumlah tensga ahli yvang
dibutuhkan zesuai kontralk

TAt = Jumlah tenaga ahli yvang
tergedia di proyek

b. | Kezeguaian disiplin - KDI =%
ilmu tenaga ahli (KDI)

Keterangan:

DIk =  Jumlah digiplin ilmu tenaga
ahli vang dibutuhlan sesual
kontral

DIt = Jumlah digiplin ilmu tenaga

ahli yvang tersedia di proyek

o, Kegesuaian . . .
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No. Indikator Satuan CATEEE T
c. | Kezezuaian - KPT = Ly (TP
pengalaman kerja N mepm)
tenaga ahli (KFT) Keterangan
M = Jurmlah jeniz tenaga ahli
. i = Jenig tenaga ahli
m . Tk = Jumlah tenaga ahli vang
Jumlah jenis d?ﬂ dibutuhlkan sesuai kontrak
Pengalamaln kerjal_ Tt = Jumlah tenaga ahli yang
tenagal- .a-hh malkmlmal tersedia di proyel.
gezuai jumlah jenis | Pb = Pengalaman kerja vang
dan pengalla.man kerja dibutuhkan sesuai kontralk
tc?naga ahli yang ada Ft = Pengalaman kerja yang
di dokurmen kontrak, tersedia di proyelk.
d. | Kezesuaian zertifileat - Kap = 3K
kompetensi kerja skt
tenaga ahli (K3K) Keterangan:

Kb = Jumlah zertifileat
kompetensi kerja tenaga ahli
vang dibutuhkan sezuai
kontrals

SKt = Jumlah zertifileat
kompetensi kerja tenaga ahli
vang terzedia di proyelc

2. | Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukuny untuk Perancangan
Kesezuaian - FKP = %
kelengkapan fazilitas
penduloung untule Keterangan:
perancangan (FKF] FPK = Jumlah kebutuhan fasilitas
pendulkung perancangan
geauai dolkumen kontralk

FFT = Jumlah kebutuhan fazilitas
pendulung perancangan
vang terzedia di proyels

3, Kezesuaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan

Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstiuksi Layanan Usaha
3. Perancangan

Kegeguaian progres - Kpp= B

perancangan 2aat PR

penilaian dengan Keterangan:

rencana (KPP FM = Progres niyata jasa

konsultansi konstruksi vang
sedang berjialan,

FR = Progres rencana jasa
konzultansi konstruksi vang
sedang berjalan.

2. Pembobotan Indikator

Eobot

vang diberikan untulk masing-mazing  indikator di

ataz dalam

menghitung nilai kinerja penyedia jasa segaat jaza konsultanzi konstrulksi

bergifat umum layanan uzaha perancangan adalah sebagai berilcut:

No. Indikator Bobot (%)
1. | Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan 34
a | Kesesuaian jumlah tenaga ahli 9
b, | Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 3
o, | Kesesuaian pengalaman leeria tenaga ahli 11
d. | Kesesuaian sertifilkat kkompetensi kerja tenaga ahli 9
> Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untul 18

Perancangan
Kesesuaian Kelengloap an Fasilitas Penduliung untuk 18
Perancangan
3 Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat 48
" | Umum Layanan Usaha Perancangan
Kezegsuaian progres jasa lonsultansi konstrulesi bersifat
umum layanan usaha perancangan saat penilaian

3, Cara. ..
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3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Umum Layanan Usaha Perancangan

No. Indikator Bobot | Nilai | Nilai Kinexja
(1] (2] (3] (4] | [51=(3]=[4]
1. | Kesesuaian Tenaga Ahli Perancangan
a. | Kesesuaian jumlah tenaga ahli Db
b, | Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli o
¢, | Kezsesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 11%

d. | Kesesuaian sertifileat lromp etensi kerja Pb
tenaga ahli
5 Kesesuaian Fasilitas Pendukung untuk
" | Perancangan
Kesesuaian fasilitas pendultung untuls 149
perancangan
3 Kesegsuaian Progres Jasza Konsultansi

Konstrulkesi Layanan Usaha Perancangan
Kesesuaian progres perancangan saat 4 8%
penilaian dengan rencana

HINERJA PENYED [A JASA SESAAT JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UNLUIM 1009 XX %
LAYANAN USAHA PERANC ANGAN

4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum
Layanan Usaha Perancangan

Perhitungan MNilai Kinerja Penyedia Jasa Segaat jasa  konsultansi
konstrulsi bersifat umum layanan usaha perancangan untulk yang
gedang melaksanalkan lebih dar satu paket pekerjaan, dihitung dari rata-
rata tertimbang dari nilai kineria zeluruh pekerjaan vang =edang
dikerjalan terhadap nilal progres untuk pekerjgan yang sedang
dilalczanalkan, formula:

E?':]_ (Kimerju Paket Pekerfaamn; x wildi progres)
3 Nilat progres

Nilai Kinerja Sesaat =

S. Nilai . . .
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5. MNilai Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konszultansi Konstruksi Bersifat

Umum Layanan Usgaha Perancangan dikategorilan berdasarkan kondizi dan

grade, zebagai berikut:

Nilai Kinerja
No m'fi':‘;f et et e Kondisi Grade
1. A0 % - 100 % 90 % - 100 %% Sangat Bailk ARAS
2, TO0% - 79 % 0% - 89 % Baik AA
3. 60 % - 69 % 0% - 79 % Culkup Baik A
4, S50% - 59 % 60 % - 69 % Sedang E
5 40 % - 49 % S0% - 39 % Rendah Z
&, =39% =49 % Sangat Rendah D

F. PENILAIAN . ..



2021, No.24 298-

F.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA HKONSULTANSI
KONSTRUKSI BERSIFAT UMUM LAYANAN USAHA PENGAWASAN.

1. Indikator Penilaian
Indikator yang digunakan untuk mengulkur kinerja penyedia jaza sesaat jaza
kongultansi kongtruksi berzifat umum lavanan uzaha pengawazan adalah
sebagai berilout:

No. Indikator Satuan Keterangan

1. | Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan

a. | Kegezuaian jumlah = KTA = E
tenaga ahli (KTA] A
Keterangan:

TAb = Jumlah tenaga ahli yang
dibutuhlean gesuai kontrals

TAt = Jumlah tenaga ahli yang
terzedia di provek

b, | Kegezuaian digiplin = Kpp =2t
ilmu tenaga ahli (KDI) ol
Keterangan:

DIb = Jumlah diziplin ilmu tenaga
ahli yang dibutuhlcan zezuai
kontrak

DIt = Jumlah digiplin ilmu tenaga
ahli vang tergedia di proyvek

o, Kezesuaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
c. | Keszeguaian - _ lyN {TtixPt
pengalaman kerja KFT = 2im Tbiprl)
tenaga ahli (KFT| Rl e
N = Jumlah jeniz tenaga ahli
i = Jenig tenaga ahli
LaliEmn | Tk = Jumlah tensga shli yvang
Jurmlah jenis d?‘n dibutuhkan sesuai kontrak
Pengalaman kerja Tt = Jumlah tenaga ahli yang
tenaga ahli maksimal tersedia di proyelk,
gezlual jumlah jenis dan Pb = Pengalaman kerja yang
pengalaman kerja dibutuhkan sesuai kontral
tenaga ahli yang ada di Ft = Pengalaman kerja yang
dokumen kontrak. tersedia di proyek.
d. | Kegezuaian sertifileat - KaK = X
leompetensi kerja SKb
tenaga ahli (K3K) Wiefvars ey

SKEb = Jumlah gertifileat
kompetenzi kerja tenagsa
ahli yang dibutuhlan sesuai
kontral,

SKEt = Jumlah zertifikat
kompetensi kerja tenaga
ahli yang tersedia di proyvelk,

5. | Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Pengawasan
Kezesuaian - FKp = 7
kelenglkapan fazilitas FPK
pendukung untulk et ars e
pengawasan (FKF] FFK = Jumlah kebutuhan fagzilitas
pendukung pengawasan
gegual dokumen kontralk

FPT = Jumlah kebutuhan fasilitas
pendukung pengawaszan
vang tergedia di proyels

3, Kegesusian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
3. | Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang

Kezeguaian kualitas
hazil perkerjaan fizgik
terpasang dengan
standar mutu dalam
dolkumen kontral pada
provel yvang diawasi
(TM)

I fHMP [rata — rata]
ety (P
I e j= 1. Shi

1

jumlah pekerjaan utamsa
yang cacat mutu.

= jenis pekerjaan utama yang
cacat mutu.

Standar Mutu Pekerjaan
utams;

HMFi [rata — rata] = hazil rata - rata
mutu per jeniz pekerjaan
utama yang cacat mutu,
HMPi[rata — rata], dicatat
pada zaat awal kegiatan tes
mutu pelkerjaan Utams,

._..
|

SMi

Kesesuaian Propres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian Dengan

rencana proyek (KPPk]

4. | Rencana Kerja Proyek
Kezeguaian progres = KPPk = i1
pekerjaan konstrulksi PR
vang sedang diswasi Refiar memm;
saat penilaian dengan FPM = Progres nyata fisik

terpagang saat penilaian (%)
FProgres rencana kerja
provel sast penilaian (%)

PR =

2, Pembobotan . . .
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2. Pembobotan Indikator

Eobot

vang diberikan untuk masing-mazing indikator di

2021, No.24

ataz dalam

menghitung nilai kinerja penyedia jasa segaat jaza konsultansi konstruksi

bergifat umum layanan ugaha pengawazan adalah sebagai berilout;

No. Indikator 1S (]
1. | Kesesuaian Tenapa Ahli Pengawasan 33
a. | Kezezuaian jumlah tenaga ahli 11
b. | Kezezuaian digiplin ilmu tenaga ahli &
c. | Kezeguaian pengalaman kerja tenaga ahli 2
d. | Kezezuaian gertifilat kompetensi kerja tenaga ahli 2
o Kesesuaian Kelenpkapan Fasilitas Pendukung untuk 14

" | Pengawasan
Kezeguaian Kelenglkapan Fagilitas Pendulkung untulk 14
Fengawaszan
3. | Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang 23
Kezezuaian kualitaz hagil perkerjaan fizik terpazang 27,
dengan standar mutu dalam dokumen kontralk
4 Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat 30
" | Penilaian denpan Rencana Kerja Proyek
Kezesuaian progres pelkerjaan konstrukesi yvang diawasi 30
gaat penilaian dengan rencana provek

3. Cara . ..
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3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Umum Layanan Usaha Pengawasan

Nilai
No. Indikator Bobot | yitai Kinerja

(%)
(1] (<] (3] (4| (3= (3] = (4]

Kesesuaian Tenapa Ahli
Pengavmsan
a. Kezeguaian jumlah tenaga ahli 11

b. | Kesesuaian diziplin ilmu tenaga ahli g

. Kezesuaian pengalaman tenaga ahli A

d. | Kegezsuaian zertifikat kompetensi
keria tenaga ahli 8

Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas
Pendukung untuk Pengavwasan

Kezeguaian Kelengkapan Fasilitas
Fendultung untulk Pengawasan 14

Kesesuaian Kualitns Hasil
Pekerjaan Fisik Terpasanp
Kezeguaian kualitaz hagzil perkerjazn
figils terpazang dengan standar mutu
dalam dokumen kontrak pada proyek
vang diawasi

Kesesuaian Propres Pekerjaan

4. | Koastruksi Saat Penilaian dengan
Rencana Kerja Proyek

Kezeguaian progres pekerjaan
lkongtrulesi yvang diswazi saat 30
penilaian dengan rencana proyek

23

KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT
JASA KON SULTANSI KON STRUKSI
BERSIFAT UMUM LAYANAN USaHA | 100%
PENGAWASAN

XX %

4, Kinerja . . .
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4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum

Layanan Usaha Pengawasan

Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jasa Segaat jaza konsultansi konstrulesi
berzifat umum layanan ugaha pengawasan untuk yvang sedang melaksanakan
lebin dari satu palket peleerjaan, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai

kineria szeluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres
untuk pekeraan yvang sedang dilalkganalan, formulsa:

Nilai Kinerja Segaat =

E‘?‘:L (Kimevrju Poiet Pelerj @i, X il gregres;

ENﬁaiprc}grﬂs

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Segaat Jaga Konsultansi Kongtruksi Eergifat

Umum Layanan Ugaha Pengawasan

dikategorikan berdazarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

Nilai Kinerja
No Kualifikkasi Kualifikasi Bosar Kondisi Grade
Menengah

1 A0 % - 100 % 00 %% - 100 %% Sangat Bail ARA

2, TO% - 79 % B0% - 89% Baik B4

3 &0 % - 69 % TO0% - 79 % Culkup Baile A

4. 50 % - 59 % 60% - 69 % Sedang E

5. 40 % - 49 % 50% - 59 % Rendah C

6. =39 % Z£49% Sangat Rendah D

G. PEMILAIAN . ..
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G.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI
KON STRUKSI EERSIFAT UMUNM LAYANAN USAHA MANAJENMEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

1. Indikator Penilaian
Indilkcator yang digunalkan untuk mengulur kinerja penyvedia jaza sezaat jaza
kongultansi  lkonstruleei  bergifat  wumum  layanan  ugaha  mansgjemen
penyelenggaraan konastrulei adalah gebagai berilout;

No. Indikator Satuan Keterangan

Kesesuaian Tenaga Ahli Pengawasan Perancangan dan
1. | Pelaksanaan Konstruksi

a | Kegeguaian jumlah - KTA =8

tenaga ahli (KTA] © Tab

Keterangan:

TAb = Jumlah tenaga ahli yang
dibutuhkan zesuai kontralk

TAt = Jurmlah tenaga ahli yang
tersedia di proyelk

b. | Kezezuaian digiplin = KDl =2t
ilmu tenaga ahli (KDI) ot
Keterangan.

DIk = Jumlah dizgiplin ilmu tenaga
ahli yang dibutuhlean
gepual kontralk

DIt = Jumlah dizgiplin ilmu tenaga
ahli yang terzedia di proyelk

¢, Kegeguaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan

c. | Kezeguaian - KPT = LyN (TtxPu
pengalaman kerja E Thlpr‘)
tenaga ahli (KFT) Rl

I = Jumlah jenig tenaga ahli

R i = Jenis tenaga ahli
Lanl. . Th = Jumlah tenaga ahli vang
Jurnlah jenis dalm dibutuhkan sesuai kontrak
Pengalamalﬂ keﬂ? Tt = Jumlah tenaga ahli yang
tenaga lahh malksgnal tersedia di proyelk,
gezuai jumlah jenis . Ph = Pengalaman kerja yang
dan pengalla.man I«:erjal dibutuhkan zesuai kontralk
tenaga ahli yang ada di Pt = Pengalaman kerja yang
dolumen kontrak. tersedia di provel,

d. | Kezesuaian sertifikat - KoK = 3K
kompetensgi kerja SKb
tenaga ahli (K3K) Keterangan:

SKb = Jumlah gertifilkeat
kompetensi kerja tenaga
ahli yang dibutuhloan
gegua kontralk,

SKt = Jumlah gertifileat
kompetenszi kerja tenaga
ahli yang terzedia di proyel.

2, Kezeguaian . . .
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No. Indikator Satuan Keterangan
Kesesuaian Kelenpkapan Fasilitas Pendukuny untuk Manajemen
2.

Penyelengparaan Konstruksi

Kegezuaian - FKP =¥ « 100y
kelengkapan fazilitas FER

pendulkung (FKF Reherzmezam;

FPK = Jumlah kebutuhan fazilitas
pendukung zesusai
dokumen kontrak

FFT = Jumlah kebutuhan fazilitas
pendukung vang terzedia di
proyelk

Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Umum Layanan Usaha Manajemen Peanyelenggaranan
Konstmksi

Kezesuaian progres - KEPPr = N
perancangan zaat ER
penilaian dengan e

EmeETrE) (IP1Ri) FIN = Progrez nyata perancangan

gaat penilaian (%]

FE = Frogresz rencana
perancangan gaat penilaian
(%]

4, Kegezuaian . . .




2021, No.24

-307-

No. Indikator Satuan Keterangan
Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasang Saat

4. | penilaian
Kezezuaian kualitas - Iso® (HMP] [rata — rata]
hagil perkerjaan fizik ™= EZ.F,L( oM )
terpasang dengan n = jumlah pekerjaan utama
standar mutu dalam yang cacat mutu.
dokumen kontrak i = jeniz pekerjaan utama yang
pada proyek yang cacat mutu.
diawasi (TM)] SMi = Standar Mutu Pelkerjaan

utams;

HMPFi [rata —rata] = hagil rata — rata
mutu per jenig pelkerjaan
utama yang cacat mutu.
HMFi[rata — rata], dicatat
pada zaat awal kegiatan tes
mutu pekerjaan Utama.

5 Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi Saat Penilaian dengan

Rencana Kerja Proyek

Kegeguaian progres
pekerjaan konstrulozi
aaat penilaian dengan
rencana proyels (KFFk]

PR
KPPPk = o

Keterangan:

FN = Frogres nyata fizik
terpagang saat peinilaian
(%)

FR = Progres rencana figik
kinerja proyek zaat
penilaian (%)

2, Pembobotan . . .
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2. Pembobotan Indikator

Eobot

yvang diberikan untuk masing-maszing indikator di  atas

dalam

menghitung nilai kinerja provek jaza konsultansi konstruleei bergifat umum

layanan usaha mansjemen penyelenggaraan konstrulkesi

adalah sebagai

berilkut:
Bobot
No. Indikator (°6)
1 Kesesuaian Tenapa Ahli Manajemen penyelenpparaan 24
" | konstmksi
a. | Kezesuaian jumlah tenaga ahli 8
b. | Kezezuaian dizgiplin ilmu tenaga ahli 4
¢, | Kezeguaian pengalaman kerja tenags ahli 7
d. | Kezeguaian gertifileat kompetensi kerja tenaga ahli )
2 Kesesuaian Kelenpkapan Fasilitas Pendukung untuk 12
" | Manajemen penyelengparaan konstruksi
Kezesuaian kelenglmpan fagzilitaz pendulkung untuk 12
mangajemen penyelenggaraan konstrulozi
Kesesuaian Progres Perancangan Jasa Konsultansi
3. | Konstmksi Bersifat Umnm Layanan Usaha Manajemen 14
Penyelenggaraan Konstruksi
Kezeguaian progres perancangan sasat penilaian dengan 14
rencana
a Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik Terpasany Saat 21
" | Penilaian
Kezesuaian kualitag hagil perkerjaan fizik terpasang dengan
standar mutu dalam dolkumen kontralk pada provek vang 21
diawazi
5 Kesesuaian Progres Pekerjann Konstimksi Saat Penilaian 29
" | dengan Rencana Kerja Proyek
Kezeguaian progres pekerjaan konstruksi gaat penilaian 29
dengan rencana provels

3 Cara. ..
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3. Cara Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Umwm Layanan Usaha Manajemen Penyelenggarann Konstiuksi.

No.

Indikator

Bobot

Nilai

Nilai Kinerja

(1)

(2]

(3)

(4]

[5)=[3) = [4)

Kesesuaian Tenaga Ahli Manajemen
penyelenggaraan konstrulksi

Kesesuaian jumlah tenapa ahli

Kesesuaian disip lin ilmu tenaga ahli

Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli

Kesesuaian sertifikat kompetensi lrerja
tenaga ahli

Kesesuaian Kelenglkapan Fasilitas
Pendukung untuk Manajemen
penyelenggaraan konstrulksi

Kesesuaian Kelengltapan Fasilitas
Pendultung untuls Manajemen
penvelenggaraan konstrulesi

12

Kesesuaian Progres Perancangan Jasa
Konsultansi Konstiulksi Bersifat Umum
Layanan Usaha Manajemen
Penyelenggaraan Keonstruksi

Eesesuaian progres perancangan saat
penilaian dengan rencana

14

Kesesuaian Kualitas Hasil Pekerjaan Fisik
Terpasang Saat Penilaian

Kesesuaian kualitas hasil perlcerjaan fisik
terpasang dengan standar mutu dalam

doltumen kontrale

21

Kesesuaian Progres Pekerjaan Konstruksi
Haat Penilaian

Kesezsuaian progres pelkerjaan konstrulesi
saat penilaian dengan rencana proyes

29

HINERJA PENYED [A JASA SESAAT JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI BERSIFAT UNLUIM
LAYANAN USAHA MANAJENEN
PENYELENGGARAAN KONSTRUKEL

100%

XX %

4, Kinerja . . .
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4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum
Layanan Usaha Manajemen Penyelengparanan Konstruksi
Perhitungan Nilai Kinerja Penyedia Jaza Zesaat jaza kongultansi konstrulosi
berzifat umum layanan usaha manajemen penyelenggaraan konstrukei untulk
vang zedang melalkzanakan lebih dari gatu paket pekerjman, dihitung dari
rata-rata tertimbang dari nilai kinerja zeluruh pekerjaan yang zedang
dikkerjakan terhadap nilai  progrez  untuk pekerigman  wvang sgedang

dilaksanakan, formula

E'EL,_ (Kimerju Paket Pelerfaomn, x milal progres;
W Nat progres

Nilai Kinetrja Sesaat =

5. Nilai Kinerja Penyedia Jasa Segaat Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat
Umum Layvanan Ugaha Mansjemen Penvelenggaraan Kongtrulei dikategorikan

berdazarkcan kondizi dan grade, sebagai berilaat:

Nilai Kinerja

No I;E‘i‘i?:: P Kondisi Grade
1. A0 % - 100 % 90 % - 100 % Sangat Bails ARA
2. FO% - 79 % 80% - 89% Bail: AA
3, 60 % - 69 % 0% - Y9 % Cukup Bails A
4, S0% -59% 60 % - 69 % Sedang E
5, 40 % - 49 % 50 % - 59 % Rendsah ©
&, £ 39 % = 49 % Sangat Rendah D

H. FENILAIAN . ..
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H.PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI BERSIFAT SPESIALIS.

1. Indikator Penilaian
Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyedia jasa sesaat jasa
kongultansi konstrulkesi bergifat spegializ adalah sebagai berikut:

No. Indikator Satuan Keterangan
1 Kesesuaian Tenapa Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat
" | Spesialis
a. | Kezeguaian jumlah - KTA =4t
tenaga ahli (KTA] Téb

Keterangan:

TAb = Jumlah tenaga ahli
vang dibutuhkan sesuai
kontrak

TAt = Jumlah tenaga ahli
vang tersedia di proyek

b, | Kezesuaian diziplin - KDl =2t
ilmu tenaga ahli (KDI)| Db

Keterangan:

DIk = Jumlah digiplin ilmu
tenaga ahli yang
dibutuhlen seguai
kontralc

DIt = Jumlah digiplin ilmu
tenaga ahli yang
tergedia di provek

tenaga . . .



2021, No.24

-312-
c. | Kesesuaian - KPT =~ 3N (IixFd
pengalaman kerja bt (Tb" B F’bJ
tenaga ahli [(KPT| Rl
Catatan ] = Jumlah jeniz tenaga
Menis dan . _ ahh. .
- I Lo i = Jenig tenaga ahli
SNgaaman xera Tk = Jumlah tenaga ahli
tenaga ahli maksimal . .
crmvE furliah faak vang dibutuhkan sesuai
dan pengalaman kerja _ omliels .
. Tt = Jumlah tenagsa ahli
tenaga ahli yang ada N
di dolumen kontrak vang terzedia di proyel
' Fb = Pengalaman kerja yang
dibutuhlan seguai
kontrak

Ft = Pengalaman kerja vang
tergedia di provek.

d. | Kezesuaian sertifileat - KSK = Kt
kompetensi kerja skb
tenaga ahli (KSK] Rehersmem;

Kb = Jumlah sertifikat
kompetenzi kerja
tenaga ahli vang
dibutuhlan sesuai
kontralk,

SKEt = Jumlah gertifikat
kompetensi kerja
tenaga ahli yang
tergedia di provek,

Kesesuainan Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa
2. | Konsultansi Konstruksi Bersifat Spesialis

Kegesuaian - FKp = £
kelenglapan fazilitas FPK

pendukung (FKP) [

FPK = Jumlah kebutuhan
fagilitas pendukung
geaual dokumen
kontrals

FFT = Jumlah kebutuhan
fazilitag pendukung
vang tersedia di proyelc

3, Kegeguaian . . .
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Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat

3. | spesialis
Kesesuaian progres - KPP = PN
jasa konsultansi £x
konstruksi bersifat Keterangan:

spesialis saat

penilaian (KPP) konsultansi

penilaian

PN = Progres nyata jasa

bersifat spesialis saat

penilaian
PR = Progres rencana jasa
konsultansi

bersifat spesialis saat

konstruksi

konstruksi

2. Pembobotan Indikator

Bobot vang diberikan untuk masing-masing indikator

di atas dalam

menghitung nilai kinerja penyedia jasa sesaat jasa konsultansi konstruksi

bersifat spesialis adalah sebagai berikut:

1 Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Konstruksi 30
" | Bersifat Spesialis
a. | Kesesuaian jumlah tenaga ahli B
b. | Kesesuaian disiplin ilmu tenaga ahli 4
¢, | Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 10
d. | Kesesnaian sertifikat kompetensi kerja tenaga ahli 8
2, |Kesesuaian Kelengkapan Fasilitas Pendukung untuk Jasa 22
' | Konsultansi Konstruksi Bersifat 8
Kesesuaian kelengkapan fasilitas pendukung untuk jasa 22
konsultansi konstruksi bersifat spesialis
3 Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat 48
' | Spesialis
Kesesuaian progres jasa konsultansi konstruksi bersifat 48
spesialis saat penilaian

www.peraturan.go.id
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3. Cara Penilanian Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Konsultansi Konstruksi
Bersifat Spesinlis.

: Bobot s Nilai
No. Indilkcator (%) Nilai Kinerja
(1] [2] (2] (4] [5)=[3] =
(4]
Kesesuaian Tenaga Ahli Jasa
1. | Konsultansi Konstruksi Bersifat
Spesialis
a Kegezuaian jumlah tenapga ahli 4
b. | Eesesuaian digip lin ilmu tenaga ahli 4
. Kesesuaian pengalaman kerja tenaga ahli 10
d. Kezsezsuaian sertifilkkat komp etensi kerja
tenaga ahli &
Kesesuaian Kelenglkapan Fasilitas
2. | Pendukung untuk Jasa Kensultansi
Konstruksi Bersifat Spesialis
Eesesuaian kelengltapan fasilitas
pendulcung 22
3 Kesesuaian Progres Jasa Konsultansi
" | Konstruksi Bersifat Spesialis
Kegesuaian progres jasa konsultansi
konstrukesi bersifat spesialis saat 4s
penilaian
KINERJA PENYEDIA JASA SESAAT JASA
KONSULTANSI KOCNSTRUKESI BERSIFAT 100% XX %
SPESIALIS

4. Kinerja . . .
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4. Kinerja Penyedia Jasa Sesaat Jasa Koasultansi Koanstmksi Bersifat
Spesialis
Perhitungan Nilai Kinerja Penvedia Jaza Sesaat jasa kongultansi konstruksi
berzifat gpesialis untuk yvang sedang melaksanakan lebih dari satu paket
pekeriman, dihitung dari rata-rata tertimbang dari nilai kinerja zeluruh
pekeriaan yang sedang dikerjakan terhadap nilai progres untuk pekerjman

vang zedang dilalkeanaloan, formula

E‘?‘:l (Kimevr ju Pofet Pelerj @i, X il grogres;

Nilai Kinerja Segaat = —
EN(imprc}grss

5. Nilai Kinerja Penvedia Jasa Zesaat Jaza Konsultansi Konstruksi Bergifat

Spesialis dikategorikan berdazarkan kondisi dan grade, sebagai berikut:

Nilai Kinerja
No Jasa Konsultansi Konstruksi Kondisi Grade
Bersifat Spesialis

1. A5 % - 100 % Sangat Baik ARA
2, 5% - 84 % Bail Al
3. 65 % - ¥4 % Culkup Baik A
4, S55% - 64 % Sedang E
5. 45% - 54 % Rendah ©
&, = 44 % Sangat Rendah D

FREZIDEN REFUELIK [NDONESIA,
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